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=Statistical Analysis System 

= Sistem Neraca Sosiai Ekonomi 

= Sensus Penduduk 

= Survei Penduduk Antar Sensus 

= Survei Sosial Ekonomi Nasional 

= Tabel Input Output 

= Tidak: Kawin 
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J .I La tar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Salah satu tugas utama pemerintah adalah meiayani kepentingan 

masyarakat mcltllui pcnyediaan barang dan jasa publik, Dalam menjalankan 

tugasnya tersebul negara membutuhkan dana yang cukur. Dalam 

perkembangannya penerimaan dari pajak menjadl sumber utama penerimaan 

negara disamping pencrimaan dari sumber rnigas dan non migas. 

Penerimaan pajak pada awalnya belum berperan secara signiflkan dalam 

penerimaan negara, namun pa:da awal tahun l980an terjadi gangguan sedus 

terbadap penerimaan negara dari sektor rnigas. Sehingga untuk kelangsungan 

pembangunan, pemerintah berupaya meningkatkan penerirnaan pajak dengan 

melakukan reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1984. 

Peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri semakin 

meningkat khususnya dalam sepuluh tahun terakhir. Pada periode tahun anggaran 

1969/I970 sld 1985/1986 peranan penerima.an pajak tcrbadap pencrimaan dalam 

negeri berkisar antara 16,6% sampai 31,8 %. Setelah reformasi perpajakan yang 

pertama, penman penerimaan pajak tcrhadap penerimaan dalam negeri meningkat 

pcsat yaitu berkisar antara 3 !,5 % sampai 60~7 %. Perk.emba:ngan ini 

menunjukkan bahwa perbaikan da!am sistem administrasi perp11;jakan memberikan 

pcngaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang mendorong 

peningkatan penerimaan pajak..(Mem~:fu Sistem, 2004) 

Pada grafik 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan pajak memiliki peran 

yang domina.Jl dalam struktur pencrimaan negara. Dari tahun ke tahun niiaioya 

semakin bertambah, dari 44.442,1 miJiar rupiah di !ahun 1994/1995 menjadi 

609.227,5 miliar rupiah di tahun 2008, Sementara jika dilihat dari kontribusi 

terhadap penerlmaan dalam neged rnaka sejak tahun 1994/1995 sampai 2008 

penerimaan dari perpajaka.n menyumbang rata~rata kurang leb1h 66 % terhadap 

penerimaan dalam negeri. 
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Besamyn kontribusi pcnerimaan pajak daJam struktur penerimaan 

negara., klmsusnya terhadap penerimaan dalam ncgert dapat iihat pada grafik 1.1. 

. _____, I 
· ----·- I ·1 j··-··-- .. 
, -T"4d/'ml'l'f!lwt< I ' 
L_ .••.. ~--_j I 

Gratik 1.1 Pcnerirnaan Dalam Negeri Tahun 1994/1995 s/d 2009 

(rniliar rupiah) 

Sumter : Data Pokok Af>BN 2008-2009 Departcmen KeuW1gatt, Di\jen Anggaran. (tefah diofah 
kembali) 

Perkembangan peranan pajak bagi penerimaan datam negeri scsuai 

dengan data pokok Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

menunjukkan betapa pajak telah memberikan kontribusl yang sangat signifikan 

bagi kelangsungan fungsi pemerintahan. Bisa dibayangkan apabi!a pcmerintah 

tidak atau tcrlwnbat melakukan reformasi perp~akan~ maka kemampuan APBN 

untuk membiayai belanja negara akan terganggu, sehingga pclayanan kepada 

masyarakatpun bisa turut terganggu. 

Tidak hanya peranannya yang dominan dalam APBN, perturnbuhan 

penerimaan p:Yak juga meningkat dari tahun ke tahun. Dalam l..--urun waktu lima 

talmn terakhir (2003 s/d 2007), pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata sebesar 

19 % dan tahun 2008 diharapkan pertumbuhan sebesar 23 % untuk mernenuhi 

rencana penerirnaan pajak sebesar 525,54 triliun rupiah. lebih jelasnya dapat kila 

lihat pada tabel L I. 
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Tabell.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2003 s!d 2008 

No Talmo 
Total Pcnerimaan DJP 

(triliun Ro.) 

Pcrtumbuhan Pl:ncrlmaan DJP 

{%) 

1 2003 204.15 16 

2 2004 238.98 l7 

3 2005 298.34 25 

4 2006 35&.05 20 

5 2007 426,23 19 

6 Ratn-rnl:l 2003-2007 19 

7 APBN 2008 52.5.54 23 

Sumher : Data Pokok APBN Departcmcn Kcuangan, Laporan Mingguu.n Ditjcn Pel'bcndaharaan 
(telah diolall kembali} 

Pada tabel 1.l pertumbuhan penerimaan pajak paling besar terjadi pada 

tahun 2005 yaitu sebesar 25 %. Pertumbuhan yang di atas rata-rata pertumbuhan 

19 % ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kebijakan reorganisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak {DJP). Saat itu dengan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 4731KMK.Oll2004 dilakukan penambahan 7 (tujuh) Kantor 

Wilayah DJP, 20 (dua puluh) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

penataan kembali wilayah kelja Kantor Wiiayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak, 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pernerik.saan dan 

Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak. 

SeJaln pcrtumbuhan penerimaan pajak tolak ukur kine!ja DJP adafah 

besarnya tax ratio atau perbandingan antara jumlal:t penerimaan pajak dengan 

Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun secara absolut nilai penerimaan pajak 

mengalami peningkatan signifikan) akan tetapi besaran lax ralio Indonesia tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan. Tax ratio indonesia masih ketinggalan 

jika dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawa.sao Asia Tenggara yang 

masuk dalam Association of South East Asla Nations (ASEAN), apalagi bila kita 

membandingkan dengan ttegara yang telah maju yang termasuk daiam negara~ 

negara Organisation for Economic Co..Qperation and Development (OECD). 
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Perbandingan tax ratio negara~negara ASEAN dan bebcrapa negara 

OECD pada tahun 2005 dapat kita lihat melalui grafik L2. 

~--~··-·--.·· ··-··-, 
Tax Ratio Negara ASEAN j I 

··~·-· -~---1 

Tax Ralia Beberapa :\'egan:: OECD 1 

I ....... 

USA 

I J·~·~ 
I Sl.wJii.il. 

' ' 10 " "' l y~,~~-:w -JIJ-.~~ 
Grafik 1.2. Tax Ratio Negara ASEAN dan Beberapa Negara OECD 

Tahun 2005 

Sumber: OECD (cd.), Stalistik Pencrim.aa.n 1965-2006, Paris 2007 
ADll Key lndica!or, Country Statistic & KPMG -· 2005 (lelah diolah kemba!i} 

. 

. 
.._j 

Dari grafik I .2 dikctahui bahwa negara-negara OECD umumnya 

memiliki tax ratiO yang sangat tinggi. Ta.t ratio tertinggi di antara negara-negara 

OECD dicapai oleh Denmark yaitu 48 %. Rat<Hata tax ratio dari seluruh negara~ 

negara OECD mencapai lebih dati 25 %. Kombinasi antara tax ratio yang tinggi 

dengan angka PDB yang tinggi bcrimpUkasi p.ada besamya dana yang tersedia 

untuk keperluan pembangunan di negara-negara tersebut. Sementara itu tax ratio 

terendah di antara negara-negara OECD dicapai oleh Yunani, akan tetapi itupun 

masih lebih tinggi dari Vietnam yang memiliki nilai tax ratio tertinggi dari 

seluruh negara ASEAN, Untuk seluruh negara ASEAN, Indonesia mao;;uk di 

peringkat ke 4 dari 6 negara A SEAN lainnya, negara ASEAN yang memiliki nilai 

tax ratio lebih rendah dari indonesia ada.lah Singapura dan Phiiip1na. 
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Tax ratio Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan 

dengan negara tetangga Malaysia, Tahun 2008 Malaysia memiliki tax ratio 

20,17% sementara Ia'< ratio Indonesia sebesar 13,6 o/o., masih terdapat perbedaan 

sekitar 6 %. Bila selis.ih itu dia:nggnp sebagai tax gap dengan perhitungan 6 % 

dikaiikan PDB Indonesia tahun 2007 yang hesamya 3.957,4 trifiun rupiah, maka 

tax gap sebesar 240 triliun rupjah rnasih dapat digaU.(HutagaoJ, n_d.) 

Apakah tax ratio lndonesla masih dapat dltingkatkan? Jawaban atas 

pertany&an tersebut tergantung pada besamya potensi penerimaan pajak yang 

sebcnamya. Apabita potensi pcnerimaan pajak yang sebenamya lcbih tinggi dari 

yang selama ini ditargetkan DJP maka peningkatan tax ratio dirnungkinkan. 

Selanjutnya dengan diketahuinya potensi penerimaan pajak yang sebenamya, 

maka dapat dianalisa juga apakah target yang ditetapkan selama ini sudah 

mencenninkan potensi pajak sebenamya atau masib ada potensi yang bisa digali. 

Selain itu dimana potensi pajak tersebut berada dan bagaimana metode yang 

sesuai untuk menggalinya merupakan masalab yang memerlukan rurnusan 

kebijakan lebih ianjut dati Di~en Pajak 

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan 

penggaiian potensi pajak adalah penentuan sektor usaha yang akan diintensifkan 

pemungutan pajaknya. Dalam Bisnis. Indonesia, I5 Juli 2008, Diljen Pajak 

Dannin Nasution mengatakan akan memulai intensifikasi penerimaan pajak pada 

empat sektor, yaitu konstruksi. properti, bubur kertas dan kertas. serta batubara 

pada semester li tahun 2008 setelah sebelumnya intensifikasi di sektor 

perkebunan kelapa saw it yang dijafankan sejak satu setengah tahun terakhir sudah 

cukup berbasil. (Girsang, 2008) 

Dilihat dari kebijakan intcnsifikasi pajak yang dilakukan Direktorat 

Jendcral Pajak saat ini dapat diketahui bahwa kebijakan yang diambi! dalam 

penggalian potensi pajak bukan mencakup seluruh sektor usaha. melainkan hanya 

bebernpa sektor yang dianggap mempunyai potensi yang masih dapat digaH. Oleh 

karena itu diburuhkan penghitungan poten!ti pajak yang lebih terinci untuk setiap 

seklor usahanya agar dapat diketahui sektor usaha mana saja yang mempunyai 

potensi yang masih dapat digali melalui program intensiflkasi pajak dari 

Direktorat Jenderal Pajak. 
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Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri yaitu Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), cukai dan pajak lainnya serta pajak perdagangan iotemasional, sepert! 

terlihat pada label 1.2. 

Ta.bel 1.2. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009 
( dalam prosentase) 

Pajak 

Tabun Anggaran Pajak Dalam Negeri Pcrdagangan TOTAl 
Jnternasional 

Pajak 
PPh PPN PBJ3 Cukai Lainfi:Yil 

2(l(l(l 49,14 3~40 3.84 9,74 o,n 606 100 
2001 50,97 30,16 3 59 9,37 0,75 516 100 
2002 48.49 31,01 3,73 I !,04 0,7{) 5,o3 100 
2003 47,52 31,85 4,51 10,86 0,68 4,59 100 
2004 42,60 36,56 5,23 Hl,40 0,67 

·~· 
100 

2005 50,58 29 19 566 9 58 0,59 4,39 !00 
2006 51,03 30,07 5.88 9,23 0,56 3,23 100 

2{)07 LKPP) 48,56 31.47 6,04 9,10 0,56 4,26 100 
2008 APBN·l"') 50,07 32,08 5,04 750 0,55 4,76 100 
2009 RAPBN) 51,31 32,77 4,83 6,34 0,57 4,18 100 

Rata~rata 

proscnt.ase 49,04 31,56 4,84 9,32 0,63 4,62 100 

Svmbcr: Data Pokol; /\PBN 2008-2009 Dcpartcmen Kcuangar~, Diljen Anggaran,(tclah diolah 
kcmbali) 

Dari tabel L2 dapat kita ketahui bahwa penerimaan dari Pajak 

Penghasilan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan perpajakan jika 

dibandingkan dengan penerimaan dari pajak:-pajak lainnya. Rata~rata proseotase 

penerimaan Pajak Penghasilan adalah scbesar 49,04%, hal ini berarti bampir 50% 

penerlmaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai menjadi pen)'1lmbang terbesar kedua dengan 

prosentase sebesar 31,56%. se!anjutnya cukai dengan prosentase sebesar 9,32o/o, 

Pajak Bumi dan Bangunan s:ebesar 4~84%, pajak perdagangan intemasional 

sebesar 4,62% dan pajak lainnya sebesar 0,63%. 

Penerimaan dari pajak penghaslian terdiri dari PPh Non Migas. PPh 

Final & FLN, PPb Pasal 26, PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 25 Orang Prihadi 

(OP), PPh Pasal 23, PPh Pasal 22 lmpor, PPh Pasal 22 Dalam Negeri (DN) dan 

PPh Pasal 21, Struktur penerimaan pajak penghas.ilan tahun 2007 dapat kita lihat 

pada gram: 1.3 
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Grafik 1.3. Struktur Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007 
(dalam prosentase) 

Sumber: Direktor-.d Jcnderal Plljuk (telah diolah kembali} 

Berdasarkan struktur penerimaan pajak penghasHan pada graflk 1.3 

terlihat bahwa jenis PPh Pasal 21 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah 

PPh Pasal25 Badan. Tahun 2007 PPh Pasai 21 mcnyumbang kurang lebih 20 % 

dari total penerimaan pajak penghasUan, 

Sebagai indikator kinerja, setiap tahunnya Direktorat Jendcral Pajak 

membandingkan target/rencana pencrimaan pajak dengan realisasinya. 

Perbandingan antara rencana den reallsasl penerimaan PPh pasaf 21 tahun 2005 

s/d 2008 dapat kita libat pada tabel I .3. 

Tabell.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal21 tahun 2005 sld 2008 
Gutaan rupiah) 

PERTUMBUHAN 
URAIAN 2005 2006 2007 2008 lllfo\ 

R~mcana 26.690.500 28.001.900 34.905.000 39.500.500 

Rea!lsasi 24.534.103 28.81?.966 39.547.842 48.475.237 25 .. 

Pencapaian (%) 91,9 102,9 llJ,J 122,7 
. .. . . . Sumber: Dtrektoral PKP dan T!P, Dt\,len Pajak (telah d10lah kembalt) 

Dari tabel l.3 diketahui bahwa dari rehcana penerimaan Pajak 

Penghasitan Pasat 2I yang menjadi reaiisasi atau pencapaia.n target pada tahun 

2005 sebesar 91,9 %, tahun 2006 sebesat 102,9 o/o, tahun 2007 sebesar 113~3 o/o, 
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dan tahun 2008 sebesar l22,7 %. Pencapaian rencana dari tahun 2005 s/d 2008 

rata-rata adalah 107,7%, angka pencapaian yang diatas 100% ini mengundang 

pertanyaan apakah potensi telah dihitung dcngan cara-cara yang obyekt!f dan 

valid seeara ilmiah'? 

Sebagai perbandingan menurut hasil penelitian yang diJakukan 

Woroutami (2005) diketahul bahwa Income Tax Coverage Ratio (ITCR) 1 atau 

rasio cakupan pajak penghasiJan pada tahun 2002 sebesar 59,8 %, tahun 2003 

sebesar 59,6%, tahun 2004 sebesar 61,4o/o., tahun 2005 sebesar 61,&%, tahun 2006 

sebesar 63,5 %, dan tahun 2007 sehesar 66,5 o/o., dengan rata-rata sekitar 60%. 

Dari perbandingan ternebut tampak bahwa ada indikasi dimana target penerimaan 

PPh Pa.sal2l yang ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya, 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh 

tenaga kerja, oleh katena itu potensi penerimaan PPh Pasal 21 sangat terkait 

dengan keadaan angkatan keija di Indonesia yang dapat kita lihat dari tabel J A 

Tabel 1.4. Kead""" Angkatan Kerya di Indonesia Tabun 2004 sld 2008 
fiutaonmg) 

Kl:ulfikasi Angkstan 
2004 20<15 2006 2007 2008 

R.ala-rata 
Kcrja Pettumbuluo l%l 

Angku.tan kruja 104,0 105,9 ){}6,4 109,9 1U,5 1,9 

Bckcrja 93.7 94,(} 95,5 99,9 1{)2.,0 2,2 

Pcogangguran terbuka l0,3 11,9 10,9 IO,{l 9,4 ·0,2 
. . . 

Sumbcr . Badan Pu~at Stat1St!k, Jaknna. ( tclah dJOiab kembah) 

Oari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa dari tahun 2004 sld 2008 terdapat 

peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Dapat dHihat juga bahwa jumlah 

angkatan kerja yang bekerja mengaJamf peningkatan yang signifrkan, sementara 

angkatan kerja yang merupakan pengangguran terbuka jumlahnya mengalami 

penurunan. Taltun 2004 jumlah angkatan kerja sebesar 104 juta orang, pada tahun 

2008 naik menjadi 1!!,5 ju!a, jumlah yang bekeda tahun 2004 sebesar 93,7 juta, 

tahun 2008 naik menjadi I 02 juta, semen tara jumlah pengangguran terbuka tahun 

2004 sebesar 10,3 juta mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 9,4 juta. 

1 Rumus penghitungan broome Tax Coverage Ratio PPh (ITCR PPh) adalah at~gka Reallsasi PPh 
(R Pl'h) dibagi dengan Po\ensi PPh (Pot PPh) dlka!ikan 100%. scbagai bcrilrut: 
ITCR PPh = (R PPh I Pot PPh) x 100% 
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Tmplikasi dari kondisi ini adalah secara teoritis jumlah penerimaan Pajak 

Penghasiian Pasal 2 i seharusnya mengalami peningkatan karena. tedadi 

peningkatan jumiah angkatan kerja yang bekerja. Masalahnya apakah kondisi ini 

juga diakomodasi dalam penentuan polensi PPh flasal 2 L 

Pcnelitian sebclumnya mengenai penghitungan potensi penerimaan pajak 

penghasilan memang telah dilak:ukan oleh Arti Dyah Woroutami (2006) dan Dwi 

Martini (2006). Woroutami dalam peneiitiannya menghitung potensl penerimaan 

Pajak PenghasHan (PPh) dan Income Tax Coverage Ratio (ITCR) tahun 2002 s.d 

tahun 2007 dengan menggunakan data basil Suscnas, tabel [-0, PDB, dan surplus 

usaha dari BPS. 

Sedangkan Martini dalam penelitiannya menga.nalisis darnpak 

permintaan akhir terhadap potensi pcnerimaan Pajak Penghas!lan Pasal 21 Orang 

Pribadi dengan menggunakau tabell-0 Indonesia tahun 2000. 

Kedua penelitian tersebut memang teiah menghasilkan penghitungan 

potensi penerimaan pajak penghasilan, akan tetapi patens! tersebut tidak secara 

rinci membedakan sektor usaha. Sebingga tidak dapat dikctahui selctor mana yang 

m.enjadl unggulan dalam menghasilkan peneriltlaaJl pajak penghasilan pasal 21. 

Dengan mengetahui sek:tor·sektor unggulan Direktorat Jenderal Pajak selak:u 

pemungut pajak akan dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah daiam 

meJakukan penggaiian potensi pajak tersebut. 

1~2 Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang di atas, tesis ini bermaksud untuk mengbitung 

potensi penerima.an Pajak PenghasiJan Pasal 2 I, karena kontribusinya terhadap 

penerimaan pajak yang signifikan dan pentingnya Pajak Penghasiian Pasal 21 

dalam pcnerimaan pajak di Indonesia serta adanya indik.asi bahwa selama ini 

target penerirnaan pajak ditetapkan di bawah potensinya. 

Sdain itu sebagai bahan acuan untuk membuat kebijakan ekstensifikasi 

dan intensifikasi perpajakan, maka penghitungan potensi pajak per sektor usaha 

juga sangat dibutuhkan. Selarna ini penentuan sektor usaha yang dijadikan 

unggulan maupun fokus kebijakan dHakukan dengan melihat pengaruh dari 
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variabet makro. sementara lnformas:i yang berkaitan dengan struktur 

perekonomian Indonesia sendiri be!um dilaksanakan. 

Berdasarkan latar belakang terscbut, tesis ini bertujuan untuk menjawab 

masalah~masalah bcrlkut: 

L Berapakah perkiraan bcsamya potcnsi pcnerimaan Pajak Penghasilan Pasal2l 

di 19 sektor usaha menurut klasifikasi tabel input Output Indonesia talmn 

2005 s/d 2008? Sektor usaha manakah yang diperkirakan menjadi 

penyumbang terbesar dalam total potensi penerimaan Pajak PenghasHan 

Pasal2!? 

2. Apakah perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 

19 sel"tor usaha tahun 2005 s/d 2008 lebih besar dari realisasi penerimaannya? 

Sektor usaha manakah yang mempunyai selisih paling besar antara perkiraan 

potensi dengan rcalisasinya ? 

1.3 Ruang Liogkup dan Batasan .Masalah 

Ruang lingkup pene!itian mencakup perkiraan besamya potensi 

penerimaan Pajak Penghasiian Pas3:1 21 klasiftkasi t 9 sektor usaha tahun 2005 s/d 

2008, dan memband!ngkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 

21 tahun 2005 s/d 2008. 

Dari hasil penelitlan ini diharopkan sektor-sek:tor usaha yang mempunyai 

potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terbesar hingga terkecil 

dapat teridentifikasL Selain itu dapat pula diketahui sek:tor usaha mana yang 

mempunyai selisih paling bes.ar amara potensi dan realisasi penerintaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 nya. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data 

nasional. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Memperkirakan bes.arnya potensi penerimaan Pajak PenghasHan Pasal 21 

klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 200&, serta menentukan sektor 
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usaha yang menjadi penyumbang terbesar dalam per!draan potensi penerimaan 

Pajak Penghasiian Pasal2i. 

2. Membandingkan perklraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 2 I 

klasifikasi f9 sektor usaha tahun 2005 s!d 2008 dengan reaiisasl pencrimaan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008, serta menentukan sektor 

usaha yang mempunyai sclisih paling besar antara perkiraan potensi dengan 

realisasi penerirnaannya, 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberJkan rnasukan mengenal besamya 

perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasi!an Pasal 21 klasiflkasi 19 sektor 

usaha tahun 2005 s/d 2008 yang scbenamya, serta membandlngkan perkiraan 

potensi tersebut dengan realisasi penerimaannya. Dari hasH pengolahan data dapat 

diketa.hui sektor usaha yang menjadi penyumbang terhesar dan yang mempunyat 

selisih terbesar antara potensi dan reallsasinya, selanjutnya data tersebut dapat 

digunakan untuk perumusan kebijakan dalam meiakukan penggalian potensi 

pajak, dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan Pasaf 21. 

1.6. Sistematika PenuJisan 

Untuk roemperoleh uraian yang berkesinambungan dalam analisis, 

pembahasan dan pelaporan hasH penelitian, sistematika penulisan tesis ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masaJah, 

ruang Iingkup dan barasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sisternatika penulisan 

BAB 2: T!NJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAKPENGHASJLAN 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori, tinjauan puslaka mengenai Pajak 

Penghasi!an dan ringkasan penelitian sebeJumnya. 

BAB 3 : GAMBARAN UMUM PPh PASAL 2! 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum PPh Pasal 21 serta 

kaitannya dengan perkembangan angkatan kerja Indonesia. 
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BAB 4 : METODOLOGI PENEL!TIAN TABEL lNPUT OL!TPUT 

Dalam bab ini akan dikcmuka:kan sumber data yang akan digunakan untuk 

penelitian. prinsip dasar Tabel 1~0. tahap perhitungf!n dampak pennintaan akhir 

terh!tdap Nilai Tamhah Bruto (upah dan gaji), tahap perhitungan rasio Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS, rumus perhitungan income tar 

article 21 coverage ratio serta keterbatasan dalam peneiitian ini. 

BAB 5 : HAS!L PERHITUNGAN DAN ANALISA PERK!RAAN POTENS! 

PPb PASAL 21 

Dalam bah ini akan disajikan hasil penghitungan pcrkiraan potensi pajak 

penghasilan pasal 21 tahun 2005 sld 2008 kJasifikasi 19 sektor usaha,. 

perbandingan antara pcrkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan realisasi 

penerimaannya !ahun 2005 s/d 2008 klaslfikasi !9 sektor usaha serta perhitungan 

income fax article 21 coverage ratio tahun 2005 sld 2008. 

BAB 6: KESTMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan pokok dari hasil penelitian dan 

pembahasan. serta beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengambilan 

kebijakan penggalian potensi Pajak Pengbasilan pasaJ 21 dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB2 
TINJAU"''I PUSTAKA TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN 

Pada bah ini akan dikemukakan tinjauan pustaka mengenai pengertian 

umum tentang pajak dan pajak penghasilan serta ringkasan penelitian sebelumnya 

tentang pengbitungan potensi pajak penghasilan yang pemah dilaltikan. 

2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak 

Pajak adalah luran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan 

oleh undang-undang tanpa mendapat kontra prestasi {irnbaJan) langsung. luran 

yang disctorkan kepada negara itu digunakan untuk memenuhi berbagai 

kewajiban negara kepada rakyatnya seperti menyelenggarakan pemerintahan yang 

baik, menjaga pertahanan dan keamanan serta menyediakan pelayanan publik. 

Musgrave dan Musgrave (I 989) mengemukakan bahwa dalam 

melakukan pemungutan pajak. negara sekaligus menjalankan 3 (tiga) fungsi 

pemerintahrumya yaitu : 

a. Mengatasi inefisiensi daiam suatu sistem pasar, yaitu dalam pendlstribusian 

alokasi sumber daya ekonomi, apabila te-rjadi kendala da!arn mekanisme 

pasar; 

b. Melaksanakan fungsi keadilan sosial melatui distribusi penghasilan dan 

kekayaan dalarn masyarakat; dan 

c. Menciptakan suatu keadaan yang dapat mengatasi fluktua-;i dalam 

perekonomian demi tetjaminnya penyerapan tenaga kerja dan menjaga 

stabilitas harga. 

DaJam pemungutan pajak pemerintah hendaknya memperhatikan azas

azas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalarn bukunya 

Wealth of Nation, Keempat azas yang lebih dikenal dcngan sebutan The Four 

.:Maxims dijelaskan !ebih ianjut oleh Mansyuri (1996) adaiah sebagai berikut: 

a. Azas keadiian (equality). Keadilan yang dimaksud disini adalah setiap orang 

harus dikenakan pajak: secara adH dan merata, artinya pajak yang harus 
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ditanggungldipikuJ hams sebanding dengan kemampuannya untuk membayar 

(aM/ity Ia pay). 

Selain memperhatikan kemampuan untuk membayar (ability to pay), terdapat 

pendapat lain dari Musgrave dan Musgrave (1989), yang dalam bukunya 

Public Finance in Theory and Practice mengemukakan hahwa agar keadilan 

bisa tercapai, maka dalam pemungutan pajak harus memperhatikan 

pendekatan manfuat (benefit approach). 

Yang dimaksud dengan pendekatan manfuat (benefit approach) yaitu dalam 

pernungutan pajak seharusnya discsuaikan dengan manfaat yang diterima 

masyarakat atas penyediaan public goods oleh pemerintah yang berasal dad 

pembayaran pajak. Apabita masyarakat bcrsedia membayar barang dan jasa 

yang ditawarkan oleh pasar., maka seharusnya barang dan ja5a yang disediakan 

oleh pemerintah juga harus dibayar oleh ma'iyarakat dalam bentuk 

pembayaran pajak. Akan tetapi sulit sekali ruenentukan berapa besar manfaat 

yang diterima oleh setiap orang atas penyediaan public goods tersebut, 

sehingga pendekatan manfaat tidak dapat menjawab secara keseiuruhan 

masalah keadilan pajak. 

b. Asas ke.pastian bukum (certainty). Kepastian bukum yang dtmaksud disini 

bukanlah ada atau tidaknya hukum atau peraturan. meiainkan hukum atau 

peraturan pajak tidak blsa dibuat secara sewenang~wenang. Dalam hukum atau 

peraturan pajalc harus ditentukan secara pasti siapa subyek pajaknya yang 

dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar untuk mcngenakan pajaknya (ta:.c 

base). berapa jumlah atau tarif yang harus dibayar, dan bagaimana prosedur 

atau ca:ra pembayarannya. 

c. Asas waktu pembayaran yang tepat (convenience of payment). Menurut Adam 

Smith, pajak sebaiknya dibayarkan pada saat si Wajib Pajak {tax payers) 

memiliki kemampuan untuk membar..r. yaitu pada saat si Wajib Pajak 

menerima upahlgaji atau pada saa:t menerima penghasilan, sehingga bisa 

diterapkan sistcm pembayaran pada saat memperoleh penghasilan (Pay As You 

Earn ~ PA YE). Pajak yang tclah dibayarkan pada saat Wajib Pajak memiliki 

kemampuan/penghasHan merupakan cicilan!angsuran yang akan menjadi 
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kredit pajak pada akhir tahun pajak, schingga di akhirtahun pajak beban pajak 

yang masih harus dilunasi mcnjadi sedikit 

d, Asas efisiertsJ dala10 pemungutan (economic of collection). Menurut Adam 

Smith pajak yang akan dipungut haruslah lebih besar dari beban atau biaya 

yang akan dikeluarkan unruk pemungutan pajak tersebul. Dan se!udiknya bagi 

si Wajib Pajak, beban administrasi perpajakan (compJi(IllCe cost) juga harus 

diupayakan serendah mungkin. sehingga si Wajib Pajak akan dengan mudah 

memenuhi kewaj iban perpajak.annya. 

Sampai dengan tahun 1967 sistem pemungutan pajak yang diberlakukan 

di indonesia masih menggunakan sistem official assessment, yakni jumlah pajak 

yang hams dibayar oleh Wajib Pajak dalam satu t.ahun pajak ditentukan 

sepenuhnya oleh petugas pajak. Dalam sistem ini keberhasilan pemungutan pajak 

sangat bergarnung kepada kinerja dan integritas petugas pajak. 

Pada mhun 1968-I 983 terjadi perubahan sis!em pemungutan pajak, 

Indonesia menganut sistem campuran dengan diberlakukannya sistem menghltung 

pajak orang atau menghitung pajak sendiri. Dalam sistem ini pemungutan pajak 

tidak: Jagi sepenuhnya dengan sistem official assessment, karena wajib pajak diberi 

tanggung jaw<1b untuk menghitung pajak yang harus dibayar dalam tahun beljalan. 

Selanjutnya undang~undang perpajakan hasii reformasi tahun 1984 

mengubah sistem pemungutan pajak menjadi sistem self assessment, yaitu wajib 

pajak diberikan tanggungjawab dan kewajiban untuk rnenghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. 

Alasan perubahan sistern pemungutan pajak dari official assessment 

menjadi self ossessmenl salah satunya adalah untuk mengurangi biaya 

pemungutan pajak. Pada sistem official assessment penentuan jumlah paja.k yang 

harus dibayar oleh Wajib Pajak dan pemungutannya dilakukan o[eh petugas pajak. 

oleh karena itu dibutuhkan banyak pegawai pajak untuk menjalankan sistem ini. 

Sementara pada sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh 

untuk melaksanakan hak dan kewaj ibannya. mulai dari menghitung, memungut, 

memotong, menyetorkan h:ngga me!aporkan kewajiban perpajakanoya., sehingga 

tidak dibutuhkan banyak pegawai pajak lagi untuk melaksanakan sistem ini. 

pegawai pajak banya metakukan pengawasan atas pelak:sanaan hak dan kewajiban 
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Wajib Pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas pcmungutan pajak yang 

dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas efisiensi dalam pemungutan (economic 

of collection) 

Selain assessment .~ystem yang mcrupakan sistern untuk menghitung 

besamya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak, terdapat juga payment SJ;,Ucm 

yaitu sistem untuk membayar atau melunasi pajak yang terutang. Payment system 

yang diterapkan di Indonesia adalah self payment system dan withholding tax 

system. Self payment system dalam PJ1h ditemui pada PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 

29. Sedangkan withholding tax system dalam PPh ditemui pada PPh Pasal21, PPh 

Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Withholding tax syste•t pada dasamya 

merupakan sistem pelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak 

oleh pihak ketiga. 

2.2. Peogertian Umum tentang Pajak Pcngbasiran 

Menurut Rolph tcrdapat tiga unsur dalam perumusan pajak seperti 

diuraikan sebagai berikut: 

A tax formula contains at least three elements : the definition of the base, the 

rate stntclure, and identification of the legal taxpayers. l11e base multiplied by 

the appropriate rate gives a product, calied the tax liability, which is the legal 

obligation that taxpayers must meet at specified dates (Tar:alion, 199&, p.52I). 

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa perumusan pajak: mengandung tlga 

unsur yaitu dasar pengenaan pajak (tax base) yang merupakan obyek pajak, 

besamya tarifpajak (tax rote) dan pembayar pajak yang merupakan subyek pajak. 

Subyek pajak penghasilan dalam Pasal 2 ayat (I) llndang-undang No.l7 

Tahun 2000 adaJah orang pribadi, warisan yang befum terbagi sebagai suatu 

kesatuan, menggantikan yang berhak., badan dan bentuk usaha tetap. 

Obyek pa:jak penghasilan adalah pe:nghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterirna atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari 

Indonesia, maupun dad fuar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

menarnbah kekayaan wajib pajak. dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

(Rusjdi, 2006, hal 04-l ). 
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Berdasarkan prioritas pengenaan pajaknya terhadap subyek atau obyek 

pajaknya maka Pajak Pengha~il.an tennasuk pajak subyektif, yaitu pajak yang 

memprioritaskan kepa:da subyek pajaknya, selanjutnya mempertim.bangkan obyek 

yang melekat pada subyck pajak tersebut. Sementara jika dilihat berdasarkan 

siapalapa {subyek pajak) yang harus menanggung beban pajak rnaka Pajak 

Penghasilan tennasuk pajak langsung (direct tax), yaitu pajak yang beban 

pajaknya langsung dipikul oleh. oranglbadan yang menjadi subyek pajak dan tidak 

bisa digeser atau dipindah kepada orang lain. Apabila diJihat berdasatkan tingkat 

pemerintahan yang mengeloia atau menerima pajaknya, maka Pajak Penghasilan 

termasuk pajak pusat yakni pajak yang pemungutan dan pengelolaan 

adminislratifuya dilakukan o!ch pemerintah pusat. Di Indonesia ke'.venangan 

pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jendcral Pajak 

Tarif pajak (tax rate) yang dtberlakukan datam menghitung Pajak 

Penghasilan adalah dengan menggunakan tarif progresif (progressive rate)~ yaitu 

bentuk tarif yang prosentasenya sema!dn naik atau bes:ar apahlfa yang dijadikan 

dasar pengenaan pajak (tax hase)nya semakin naik atau besa.r. (Soemftro,1990) 

Pengenaan pajak dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan asas 

kesamaan (equality) yang dikemukakan oleh Adam Smith. dimana pajak yang 

harus ditanggung oleh Wajib Pajak adalah scbanding dengan kemampuannya 

untuk membayar (ability to pay). 

Pengenaan tadf pajak progresif ini sesuai dengan ko:nsep keadilan 

vertikal dimana wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang 

berbeda harus dikenakanjumlah besar pajak yang berbeda. Dirnana semakin besar 

penghasHan (tax base) seseorang maka akan semakin besar beban pajak yang akan 

ditanggungnya. 

Keadilan secara vertikal ini dikemukakan oJeh Rosen (2002) dafarn 

bukunya Public Finance yaitu .. it is widely agreed that tax system should have 

vertical equity : it should distribute burdens fairly across people with dijforenl 

abilities to pay'• (p. 311) Maksudnya. setiap W~jib pajak yang mempunyaijumlah 

besar kemampuan ekonomis yang berbcda harus dikenakan jumtah besar pajak 

yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut (u11equal treatmenc for the 

rmcquals). 
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2.3. Perkcmbangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. 

Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke ialwn 

semakin meningkat dan menunjukkan pcranan penting da!am penerimaan 

perpajakan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 sld 2009 (miliar rupiah) 

An~ur,an PDB 

Sumher : Data Pokok APl3N 2008~2009 r.H;partcmen Kemmgyn, Diljcn Angganm,{tek!h diola~ 

kembali) 

Darl tabel di atas dapat kita k:etahui bahwa Pajak. Penghasiian merupakan 

penyumbang terbesar bagi penerimaan perpajakan. Reaiisasi penerimaan PPh dari 

tatmn 2000 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan peningkal.an yang sangat 

signifikan. Dari tahun 2000 sebesar 57.073 miliar rupiah menjadi 384.261 miliar 

rupiah di tahun 2009. dengan rata*rata kenaikan setiap tahun 24,91%. Peranan 

pcncrimaan PPh dari keseluruhan penerimaan pajak adalah rata~rata sebcsar 

49,04%. Hal ini bcrarti hampir 50 % dari penerimaan pajak berasai dari Pajak 

Pcnghasilan. 

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di masa yang akan datang akan 

semakin meningkat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquln 

dengan menlngkatnya pendapatan nasionaf maka penman pajak langsung terhadap 

total pajak akan meningkat dan perarum pajak tak langsung akan menurun. 
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Perkembangan slruktur pajak langsung berbentuk "U" dimana pada saat awal 

pembangunan pajak langsung akan memiliki peranan yang sangat penting. lalu 

menurun pada masa transisi, dan akan meningkat kembali pada saat pendapatan 

nasional bertambah tlnggi. {Chenery, 1979). 

Pcrkembangan struktur pajak dari masa trnnsisi ke tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi, bcrjalan dengan pola semacam itu disebabkan oleh 2 hal : 

(Musgrave, 1969) 

a. Pada awal pertumbuhan ckonomi, sumbi,..'T utama penerimaan negara adalah 

dad pajak tak langsung, hal ini disebabkan kemudahan dalam administratif. 

Sementara itu pajak iangsung mempunyai pernnan yang kecil disebabkan 

karena administrasi pemungutan yang lebih sulit dan dunia bisnis belum 

begitu bcrkembang. Hal ini menyebabkan proporsi dari pendapatan 

masyarakat yang berasal dari labor income (pendapatan yang dipemleb dari 

hekerja) lebih besar dari mm labor income, karena faktor pmduksi yang 

diberikan hanya terbatas pada tenaga kerja buruh. Jni menyebabkan penetapan 

dasar pajak untuk jenis pajak langsung banya tergantung pada basil 

pendapatan dari satu faktor produksi saja. Disamping itu proporsi tenaga kerja 

yang mcnerima labor income, lebih banyak merupakan self employment, 

sehingga mempersulit adminlstrasi pemungutan pajak langsung. Sehingga 

pada akhimya Wajib Pajak terbatas hanya pada pegawai perncrintah dan 

pen1sahaan besar dengan sistem pemungutan yang lebih mudah yaitu sistem 

payroll. 

b. Tahap selanjutnya dari pertumbuhan ekonomi adalah tetjadinya rasionalisasi 

dari usaha~usaha pribadi, sehingga administrasi pajak langsung menjadi lebih 

tertib. Selain itu sejalan denga.n perkembangan dunia bisnis maka pcmakaian 

faktor produk:si selain tenaga kerja menjadi semakin meningkat. Hal ini berarti 

proporsi non-labor income semakin meningkar, sehingga dasar pajak untuk 

jenis pajak langsung semakin rneluas. 

Akibat struktur pajak yang berubah seiring dengan peningkatan 

pendapatan, :naka di tahun~rahun yang akan datang, pemnan penerimaan pajak 

pengbasiJan akan semakin meningkat. 
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2.4. Ri.ngkasan Pcnelitian Penghitungan Potcnsi PPh Sebelumnya. 

Karena pentingnya peran pencrimaan pajak uniuk mendukung jalannya 

pcmerintahan dan lersedianya public goods. maka pcmerintah Indonesia mernsa 

perlu untuk sclalu berusaha meningkatkan penerimaan pajaknya dari tahun ke 

tahun. 

Besaran tax ratio ncgara Indonesia yang masih kecil menunjukkan 

bahwa sebcnamya poiensi pajak yang ada di Indonesia masih lebih besar dnri 

realisasi penerimaan pajak sclama inL Oieh kareno itu pemerintah Indonesia 

terutama Direktoral Jenderal Pajak yang memiH!d kewenangan dalam 

pemungutan dan pengelolaan pajak merasa perlu untuk mengetahui secara pasti 

besamya potensi pajak yang masih bisa digali dari Wajib Pajak. 

DaJam praktek sehari~harinya Direktorat Jendernl Pajak teiah melakukan 

penghitunga:n potcnsi pajak dengan cara memetakan (mapping), membuat profile 

rnasing-masing Wajib Pajak, serta melakukan local sectoral/subsectoral 

benchmarking. (Dircktorat Jenderal Pajak, 2007). Penghitungan polensi pajak 

yang di!akukan oleh Direktorat Jendeml P~ak tersebut menggunakan data intern 

yang dimiHki oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Yang dimaksud dengan mapping adalah pengelompokan Wajtb Pajak 

dalam berbagai kategori/kclompok sesuai kebutuhan masing~masing unit kantor 

dalam rangka penggalian potensi perpajakannya. Pembuarao profile ada1ah 

membuat inforrnasi rnengenai WP yang memuat identitas dan kegiatan usahanya 

berkesinambungan dengan masalah perpa.jakan yang dapat diklasifikasikan atas 

data permanen dan data akumulatif. Setelah itu akan dUakukan evaluasi/analisis 

local sectorallsJLbsectoral benchmarking yang dapat dibuat dari besaran (rasio, 

persentas<; growth,jumlab, dsb) rata-rala yang wajar dari selurub Wajib Pajak di 

KPP/Kanwil untuk setiap sektot/subsektor yang dominan. (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2007). 

Sementara itu terdapat beberapa pcnclitian dalam pengbitungan potensi 

pajak yang dilakukan di ncgara iain dan di Tndonesia dengan mempergunakan data 

perekonomian. 
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Ada beberapa metode pendekatan yang dilakukan untuk melakukan 

penghitungan potensi pajak penghasilan. Pertnma adalah penghitungan potensi 

Pajak Penghasilan dengan pendekatan kesenjangan (gap approach) (Gamboa. 

2002). Pendekalan ini digunakan oleh National Tax Research Centre (N1'RC) 

Filipina untuk menghitung potensi pcmungutan pajak dari beberapa jenis pajak 

seperti Pajak Penghasilan Badan (corporate income lax:) dan Pajak Pengbasilan 

Perorangan (individual income tax), dan untuk mengevaJuasi scberapa besar 

potensi tersebut dapat tidak tertangkap. Keakuratan pendekatan ini tergantung 

pada ketersediaan sumber data yang dapat mendekati jumlah sebenamya dari 

penghasilan kena pajak badao dan peroranga:n, 

Kedua penghitungan potensi Pajak Penghasi!an dengan model 

Representative Tax System (SobarLo, 2004). Representative Tax: Systc:m (RTS) 

merupakan alat I model yang digunakan untuk mefakukan estimasi potcnsi pajak 

penghasilan dan tw; effort yang umumnya diterapkan di negara-negara bagian 

(state). Salah satunya adalah negara Mexico juga menggunakan metode ini dalam 

menghitung potensi pajak penghasilan dan tax effort~nya. Model pcnghitungan ini 

secara konsep cukup sederbana sama seperti model ekonornetri, namun RTS 

memberikan gambaran lebih jauh mengenai kontribusi partikular pajak secara 

spesifik terhadap tax effort akumulasi relatif. 

Ketiga penghitungan potensi Pajak Penghasiian dengan menggunakan 

mode-l ekonometri (Gamboa, 2002). Model ekonometri digunakan di negarn 

lr!andia, dimana ada 3 badan pemerintah yang teriihat dalam meiakukan proyeksi 

penerimaan pajak dan keadaan makroekonomi yaitu Centl'a/ Budget Office 

(CBO). Economic Forecasting Unit (EFU) dari Departemen Keuangan lrlandia 

dan Revenue Commission (RC). EFU menyiapkan proyeksi pendahuiuan variabel 

ekonomi (misalnya pendapatan, jumlah tenaga kerjalkaryawan, penge[uaran 

konsumsi peromngan dan sebagainya) yang akan digunakan untuk menentukan 

proyeksi penerimaan pajak.. Kemudian CBO dan RC menggunakan proyeksi 

vartabei ekonomi tersebut untuk menyiapkan proyeksi pendahu[uan penerimaan 

pajak secara indepcnden. Teijadl diskusi untuk meyaldnkan proyeksi masing

masing. Keputusan akhir ada di tangan Departemen Keuangan Irlandia yang akan 

memutuskan proyeksi mana yang akan digunakan. 
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Keempat penghitungan potensl Pajak penghasilan dengan mode! makro 

(Noveriyanto, 2005). AJat yang umum dipaka! untuk mclakukan penghitungan 

potenst Pajak Penghasi!an (PPh) adalah model makro, Di Indonesia, model makro 

ini kerap dilakukan oleh para pcneliti di lingkungan intemal Direktorat Jenderal 

Pajak. Model rnak:ro ini mengidentifikasikan dasar pengenaan pajak (tax base) 

PPh badan dan orang pribadi dan hubungan liniemya dengan variabel~variabcl 

ekonorni, untuk memperkirakan besamya penerimaan pajak yang dapat 

dihasilkan. 

Keiima penghitungan pctensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan 

pendekatan tabei Input Output. Pendekatan tabel Input Output adalah suatu 

metode penghitungan potensi pajak dengan cara memanfaatkan data 

pcrekonomian daiam tabel Input Output, yang ditemukan oleh Leontiefl: dimana 

tabel £nput Output menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan 

keterkaitan antar sektor dalam perekonomian secara menyeluruh. 

Pendekatan tabellnput Output digunakan oleh Noveriyanto(2005) untuk 

melakukan pcnghitungan potensi PPh Non Migas Badan dan Orang Prlbadi tahun 

2001 s/d 2004 dan proyeksi tahun 2005 dan 2006. Penelitian ini juga menghitung 

tax coverage ratio (perbandingan antara realisasi dan potensi pajak) dan kinelja 

pemungutan pajak (perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan pajak) 

dari tahun 2001 hingga 2004. Fokus utamanya adalah PPh non migas selain PPh 

21. Data yang digunakan adalah surplus usaba dalam tabel Input Output tahun 

2000 dan sensus ekonomi tahun 1996. Pcngertian surplus usaha diasumsikan sama 

dengan penghasilan kena pajak yang merupakan rax base. 

Proses penghitungan potensi PPh non migas Badan dan Orang Pribadi 

dibagi dalam 2 tahap besar yaitu tahap pertama dengan mengestimasi atau 

memproyeksi surplus usaha dengan cara mengalikan angka pengganda 

pendapatan dengan perrnintaan akhir bcrdasarkan tabcJ Input Output Tabun 2000, 

lalu tabap berikutnya rnenghitung potensi pajak dengan cam mengalikan tarif 

efektif rata-rata PPh non migas dengan proyeksi surpfus usaha yang teiah 

didapatkan. 

Kemudlan Martini (2006) melakukan penghitungan potensi pajak 

penghasilan pasa1 21 tahun 2001 sid tahun 2004 dengan menggunakan tabel Input 
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Output. Perhitungan potensi yang dilakukan adalah dengan cam mencari koefisien 

pajak penghasi1an dari data SAKERNAS, lalu melakukan penghitungan potensi 

pajak dengan mcngalikan matriks koefisien pajak dengan matrlks pengganda 

output sesuai dengan tabellnput Output Tahun 2000, Jalu matriks yang dihasilknn 

dikalikan dcngan matriksjinal demand. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan asumsi Pengha')ilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) dimana PTKP untuk seluruh pekerja yang di survey dalam 

SAKERNAS adalah pekerja yang statusnya tidak menikah. sehingga hasH yang 

didapatkan alam tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil potensi yang didapatkan 

juga tidak merinci per sektor us aha sesuai dengan sektor usaha dalarn tabei lnput 

Output. 

Keenam penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan 

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Penghitungan dengan 

metode ini dilakukan o!eh Woroutami (2006) yang mengestimasi potensi 

penerimaan PPh Non Migas yang d!bagi da.lam PPh Orang Pribadi dan PPh Badan 

Tahun 2002 s!d 2007. 

Estimasi potensi PPh Orang Pribadi (OP) dilakukan dengan 

menggunakan data penghasilan RT yang terdiri dari upah gaji dan penghasilan 

usaha RT dari sektor infonnal. Sementara estimasi potensi PPh &dan dilakukan 

dengan menggunakan data penghasilan perusahaanlbadan (surplus atau laba 

usaha). 

Perhitungan dilakukan dalam 3 tahap yaitu menghitung obyek pajak 

penghasilan, menghitung tax base, dan kemudian menghitung estimasi potensi 

penerimaan PPh. 

Dalam penelitian ini perhitungan obyek pajak menggunakan ratio 

perbandingan dalam tabel [-0, pcrhitungan tm base juga menggunakan besamya 

distribusi Penghasilan Kena Pajak (PKP) tiap Iapoisan tarif yaitu prosentase PKP 

tiap lapisan terhadap total PKP. Penghitungan potensi pajak penghasilan yang 

dilakukan tidak me(ihat distribusi per sektor usaba, melainkan Seaira global, 

sehingga basil yang didapatka.njuga merupakan potensi pajak penghasilan secara 

keseluruhan, tidak dibedakan per sektor usaha. 
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GAMBARAN UMUM PPb PASAL 21 

Bab ini akan memberikan gambaran umum tenlang Pajak Penghasilan 

Pasal 2l yaitu mengenai pcngertian umum. kcbijakan yang terkait, 

perkembangannya, serta kaitannya dengan keadaan angkatan keJja di Indonesia. 

3.1. Pengertian Umum Tentang Pajak Pengbasilan PasaJ 21 

Pajak Penghasilan Pasai 21 adalah pajak alas penghasiian berupn gaj~ 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau d!peroleb 

Wajib Pajak or.1ng pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan,jasa dan kegiatao. (Pelunjuk, 2003, hall SO). 

Dari definisi PPh Pasai 21 di atas dapat diketahui bahwa dasar 

pengenaan pajak yang merupakan obyek pajak (tax base) adalah penghasi1an 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau 

diperoich sehubungan dcngan peketjaan atau jabatan, jasa dan kcgiatan. 

Semcntara pcmbayar pajak yang merupakan subyek pajak adalah Wajib Pajak 

orang pribadi dafam negeri. 

Sadjiarto (2008) dalam penelitiannya tentang Variasi Penghitungan dan 

Penyctoran Pajak Penghasiian Pasal 21 mengatakan bahwa : 

Penghasilan dibedakan dalam active income dan passive income. Pembedaan 

ini dilakukan berdasarkan usaha/aktivitas penerima penghasilan untuk 

mendapatkan, menagih dan rnemeHhara penghasifan. Active income dibedakan 

menjadi business income dan employment income. Pembedaao ini didasarkan 

pada ada atau tidaknya hubungan pekerjaan yang berakibat pada pembedaan 

cam pemungutannya. Untuk business income diperiukan pembayaran 

angsuran dan penghitunga.n sendiri besamya pajak pcnghasilan terutang 

sekaligus adanya kesempatan memperhitungkan kredit pajak. Sedangkan 

untuk employment i'ncome pada umumnya digunakan teknik pemungutan 

withholding. Dari sisi pencrima penghasilan, employment income dibedakan 
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menjadi pembayaran kepada independent personal .>;ervfces atau yang disebut 

sebagai profossional income dan pembayaran kepada dependent personal 

service atau yang lebih banyak disebut sebagai employment income (Rosdiana 

dan Tarigan, 2005, hal 296-297) 

Pengbasilan dalam bentuk busine.-.s income dikenakan pajak penghasilan 

pasal 25, sementara penghasilan untuk employment income dikenakan pajak 

pengbasilan pasal2I. 

Teknik pemungutan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan sistern 

withholding tax, dimana sistem pelunasan pajaknya dilaksanakan melalui 

pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi kerja. 

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak setiap bulan 

adafah jurnlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau 

biaya pensiun yang besamya dltetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, 

iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

Besarnya biaya jab.atan yang dapat dikurangkan dari penghasiian bruto 

untuk penghitungan pemotongan pajak penghasifan bagi pcgawai tetap 

sebagaimana dimakst;td dalam Undang-undang Nomor 10 Tabun 1994 ditetapkan 

sebesar 5 % (lima persen) darj penghasilan bruto, setinggi-tingginya 

Rp.l.296.000,- setahun. 

Sementara besamya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi 

pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 

ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 

RpA32.000,- setahun, 

Besamya Penghasillill Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan 

sejak Tahun Pajak 2005 adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor,564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004. Besamya PTKP ini 

tergantung status Wajib Pajak orang pribadi yang dltentukan berdasarkan keadaan 

pada awal tahun. Besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak te:rsebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Rp. 12.000.000,- untuk Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan. 

b. Rp. 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 
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c. Rp. 12.000.000,~ tambahan untuk setiap istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suarni. 

d. Rp.f.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya. paling banyak 3 orang untuk setlap keluarga. (The 

Indonesian, 2006, hal.22) 

Apabila penghasilan kena pajak telah diketahui maka Pajak Pengbasilan 

tcrutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Penghasiian untuk Wajib Pajak 

Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak. Adapun tarif umum Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tarif Umum PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisao Penghasilan Kena Pajak Tari£PPh 
Samoai dengan Rp.25.000.000,- 5% 
Di atas Ro.25.ooo.ooo,- s.d. Rp.50.ooo.ooo,- IOo/• 
Di atas Ro.50.000.000,- s.d. Rv.lOO.OOO.OOO,- 15% 
Di alaS Rp.lOO.OOO.OOO,- ·s.d. Ro.200.000.000,- 25% 
Di atas Ro.200.000.000,- 35% 

Sumber: Undnng-Undang No.7 tnbun 1983 tcntang Pajak- Pcnghasilnn scbagaimana telah diubah 
ten1khir den gun Undnng-Und!lllg Nomor l7 tahun 2000. (tclah dio!ah kern bali} 

Tarif pajak sesuai tabel 3.1 dapat digunakan apabila penghasilan kena 

pajak te!ah diketahui, akan tctapi apabila dala yang tersedia hanyalah jumlah 

kontribusi darl setiap k:eJompok pekelja dalam menyumbangkan pajak 

pcnghasilan ata.'i upah dan gaji mereka, maka menurut Gruber (1997) dalam 

penelitiannya yang melakukan perhitungan terhadap pajak penghasilan dari upah 

dan gaji di Chili, merumuskan altenatif perhitungan tarif pajak untuk pajak: 

penghasilan dari upah dan gaji adalah sebagai berikut: 

t=TAX!W (3.1) 

<Hma.na 

: Tarif pajak penghasilan dari upah dan gaji 

TAX : Jumlah pembayaran pajak penghasilan dari upah dan gaji 

W : Total upah dan gaji 

Dalam penelitian ini persamaan matematika J. I digunakan karena tidak 

terdapat data tentang penghasHan kena pajak yang tersedia. Data yang tcrsedia 
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dalam penefitian ini adalah data pengbasilan bruto, serta jumfah kontribusi dari 

sctiap kclompok pckerja dalam mcnyumbangkan pajak penghasilan atas upah dan 

gaji mereka. 

3.2. Perkembangan Pajak Pengbasilan Pasal21 

PPh pasal 21 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah PPh Pasal 

25 Badan dari keseluruhan penerimaan pajak penghasilan. Pada label 3.2 dapat 

dilihal pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2005 s/d 2008, realisas1 

penerimaannya PPh Pasal 21 bertarnbah seliap tahunnya dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 25,8 %. 

Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi Penerima.an PPh Pasal21 mhun 2005 s!d 2008 
Gutaan rupiah) 

URAIAN 2005 2006 2007 2(108 
PERTUMBUHAN 

{%) 

Rencana 2tt690.500 28.001.900 34.905.000 39.500.500 

Realisasi 24.534.103 28.817.966 39.547.842 48.475.237 25,& 

Pencapaiau (%) 91.9 102,9 113,3 122,7 

' " 
"" Sumbcr, Dmektorut PKP OOn rn•, lJ1!p:n PaJak (telah dwlah kern bah) 

Pada tabel 3.2. dapat diketahui bahwa pencapaian rcalisasi penerimaan 

PPh Pasai 21 tahun 2005 adalah sebesac 91~9%. tahun 2006 sebesar 102,9%, tabun 

2007 sebesar 113,3% dan tahun 2008 sebesar 122,7%. Pencapaian rencana dati 

tahun 2005 s/d 2008 rata-rata sebesar 107,7 %, angka pencapaian yang diatas 

100% ini mengundang pertanyaan apakah potensi telah dihitung dengan cara-cara 

yang obyektif dan valid secara ilmiah ? 

Sebagai perbandingan rnenurut basil penelitian yang dilakukan 

Woroutami (2005) diketahui bahwa Income Tax Coverage Ratio (ITCR) atau 

rasio cakupan pajak penghasilan pada tahun 2002 sebesar 59,8 o/o>. tahun 2003 

sebesar 59,6o/o, tahun 2004 sebesar 61,4%, tahun 2005 sebesar 61.8%, tahun 2006 

sebesar 63,5 %, dan tahun 2007 sebesar 66,5 %, dengan rata-rata sekitar 60%. 

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa ada indikasl dimana target penerimaan 

PPh Pasal2l yang ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya. 
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Penerimaan pajak selain dipengaruhi olch besamya ohyek pajak (tax 

base) dan tarif pajak {tax rote) juga dipengarubi oich banyaknya subyek pajak 

atau Wajib Pajak yang akan rnembayar kewajiban perpajakannya. Dari 

keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar terdapat dua jenis Wajib Pajak yaitu 

Wajib Pajak Badan dan Wa.iib Pajak Orang Pribadi. 

Pada tabel 3.3 dapat kita lihat jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2002 

sld 2008, \Vajib Pajak Orang Pribadi dalam tabel inl adalah Orang Pribadi yang 

mempunyai kewajiban PPh Pasal 21 (Karyawan) dan Orang Pribadi yang 

mempunyai kewajiban PPh Pasal25 (Pengusaha). 

Tabel 3.3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Talton 2002 sld 2008 

Jeois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

WPBadan 716313 861.819 942.609 1.031.428 LI32.%7 1..2:51.175 1.3&1.621 

WPOP 1,840.748 2.146..693 2.445.879 2.712.303 2.948.'l(H 4.970.124 7.225.539 .. - . 
Sumber. DdJcn PaJak (Ielah d10bh kombal1) 

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pada t.ah:un 2008 terjadi peningkatan 

yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, pada 

taitun 2007 terdapat 4.970.124 WP, kemudian pada tahun 2008 naik menjadi 

7.225.539 WP atau naik sekitar 45,38 % dari tahun 2007 hal ini disebabkan 

adanya program sunset policy. 

Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa 

pada pertengahan tahun 2008 dan 2009 dengan adany.t program sunset policy 

tnaka jumlalt Wajib Pajak Orang Pribadi melonjak tajam (AI~ 2009). Akan tetapi 

apabiia dibandingkan dengan data angkatan keJja yang beketja pada tabun 2008 

sebesar 102.049.857 (Tabel L3), berarti hanya sekitar 7,08 % dari seluruh 

angkatan ketja yang teiah terdaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Direktorat JenderaJ Pajak, 

Sernentara itu keadaan angkatan kelja jika dilihat dari perkembangannya 

sejak tahun 2001 hingga 2005 pada tabel3.4, diketahui bahwa lapangan pekeljaan 

pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. diminati penduduk yang bekerja 

dengan prosentase sekitar 43 s/d 47%. Prosentase tertingg! pada tahun 2003 

sebesar 46,4% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 43,3%. Seianjutnya pada 
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urutan kedua lapangan pekerjaan perdagangan bcsar, eceran, rumah makan dan 

hotel dengan prosentase 18 s/d 21 o/u, dengan prosentase terendah terjadi pad a 

tahun 2003 yaitu 18,6% dan tcrtinggl pada tahun 2004 yaitu 20,4%. 

Hal ini mcng~ambarkan terjadinya perubahan minat pcnduduk, dimana 

tadinya Japangan pekerjaan yang diminati tahun 2003 adalah lapangan pekerjaan 

pertanian, kehutanan. perburuan dan perikanan berubah menjadi lapangan 

pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel pada tahun 2004. 

Lapangan pekerjaan yang diminati pada urutan ketiga adalah industri pengolahan, 

dengan pros en rase yang naik turun an tara J l s/d I 4%, dimana proscntase terendah 

pada tahun 2004 yaitu II~8o/o, sementara prosentase tertinggi pada tahun 200l 

yaitu J3,3% 

Tabei 3A. Prosentase Penduduk yang Bekerja 
Menurut Lapangan Pekerjaan 

LAPANGI\N PEKERJAAN ZOOt Z002 2003 

Pcrtania.n, Kehutanart, Petburuan dan 
Perikanan 43,8 44,3 46,4 
Pcrtambangan dan Penruwlian 1,2 0,7 08 
lndustti Pcngolal1an !3,3 l3,2 12,4 
Listrik, Gas dan Air 0 0,2 0,2 
Bangunan 4,2 4,7 44 
P~gangan Sesar. F.ceran, Rurnah Makan 
dan Hotel 19,2 19A 18,6 
Ani;tkut.an, perguda.nRHI~ dan Komunik.nsl 4,9 5,1 5,3 
Keuangan, Asurnnsi, Usaha Persewaan 
BanRUtJan. Tanah dan Jasa Pc~ 1 2 I, I 1,4 
Jasa Kemasya.rakatan 12,1 11,3 10,6 

Sumber : Sakcrnas (telab diolah kern bali) 

2004 20<l5 

43 3 44 
1,1 0,9 

ll,8 12,3 
0,2 0,2 

'·' 47 

204 199 
58 5,8 

1,2 II 
!1,2 Ir,l 

Perubahan minat penduduk dari lapangan pekerjaan di sektor usaha primer 

ke sektor usaha sekunder dan tersier merupakan indikasi terjadinya pergeseran 

minat penduduk dari kegiatan infonnal ke kegiatan formal. Tingkat upah di 

kegiatan formal yang lcbih tinggi dari kegiatan infonnal, akan meningkatkan 

jumlah tenaga kerja yang mernpunyai penghasilan di atas PTKP. sehingga pada 

akhimya akan meningkatkan penerimaan P<Uak Penghasilan Pasai 2 L 

Selain perubahan minat tersebut terjadinya inflasi setiap tahun yang 

ditandai oJeh peningkatan harga-ha:rga barang schingga biaya kebutuhan hidup 

semakin meningkat juga mempengaruhi terhadap besaran upah. Sejak tahun 2001 
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hlngga 2004 terlihat bahwa telah terjadi pergeseran besanm upah dari yang rendah 

ke upah yang lcbib tinggi. 

Seperti pada tabel 35 dapat dllihat bahwa prosentase penduduk yang 

memiliki u::;ah kurang dari Rp. 200.000,- mengalami penurunan dari 17,7% pada 

tahun 2001~ turun menjadi 11,3 % pada tahun 2005, Dernikian halnya dengan 

prosentase penduduk dengan upah Rp. 200.000,- s/d Rp. 599.999,- yang pada 

tahun 2001 sebesar 49.2% mengalami penurunan menjadi 38,6 % pada tahun 

2005. 

Tabel3.5. Distribust Pekerja Menurut Upah 

Tahuu Jlesar Unab (Rp) Rata~rata Upah 

<200.000 
200.000- 600.000-

~-000.000 
599.999 999.999 (Rp) 

200! I 7,7 49,2 2!,2 11,9 530.993 
2002 14,5 44,8 25,2 15,5 599.769 

2003 I 1,5 39,2 29,3 20 684.915 

2004 9,9 38,5 29,3 22,3 729.516 
2005 l 1,3 38,6 28,3 21,8 719.563 

Sumbcr: Sakem.a.s (telah diolah kcmbali) 

Kondisi ini berbeda dengan persentase penrluduk yang memilik:i upah 

lebih dari Rp.I.OOO.OOO,~ yang semakin lama semakin meningkat. Pada tahun 

2001, prosentase pcnduduk yang memiliki upah Iebih dari Rp.LOOO.OOO,- sebesar 

11,9%, kemudian rneningkat menjadi 21,8 % pada tahun 2005. Walaupun pada 

tahun 2005 mengalami penuruna.n sebesar 0,5o/a,. ak:an tetapi secara keseluruhan 

dari tahun 200 I s/d 2005 mengalami peningkatan. 

Peningkatan prosentase penduduk yang rnemiliki upah di atas 

Rp.LOOO.OOO,- dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak 

yang penghasilannya diatas PTKP, sehingga nantinya akan berdampak kepada 

peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal21, 

Jumlab pekelja yang mempunyai besaran upah di atas Rp. I.OOO.OOOj 

apabiia diasumsikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi~ maka pada tahun 2005 

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebanyak 21~8 % dikaJikan dengan 

jurnlah angkatan kcrja yang bekerja pada tahun 2005 yaitu 93.958.387 tenaga 
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kerja (Tabel 1.4), hasilnya adalah 20.482.928 tenaga ke~a. Jumlah ini apabila 

dibandingkan dengan jumiah Wajib Pajak Orang Prihadi yang terdaftar tabun 

2005 yaitu sebesar 2.712.303 WP (Tabel 3.3), maka terdapat selisih 17.770.625 

pekerja yang bclum terdaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan merupakan 

potensi PPhPasal21 yang belurn tergali. 

Pcningkatan upah secara nominal juga dapat tcrlihat dari rata-rata upah 

yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2001 dan 2002 rata-rata upah 

tercatat di atas Rp,500.000,- kemudian pada tahun 2003 menjadi dt atas 

Rp.600.000,- hingga akhimya tahun 2004 hingga 2005 mencapai angka di alas 

Rp.700.000,-. 

Brodjonegoro (2009) mengatakan bahwa jurnlah penerirnaan PPh Badan 

yang Jebih tinggi dari PPh perseorangan seperti yang terjadi di lndonesia, sangat 

berbeda apabila dibandingkan negara·negara maju seperti Amerika Serikat 

dimana PPb. perseorangan justru yang mendominasi penerimaan pajak negaranya.. 

Dapat di:;:impulkan babwa di Amerika Serikat perorangan lebih kaya dari 

perusahaan sementara di Indonesia perusahaan yang lebih kaya, Apabila dianalisa 

lebih lanjut maka timbul kesan ba.hwa uang yang beredar di Indonesia hanya 

terkonsentrasi di perusahaan dan hanya sedikit sekaii yang menetes ke perorangan 

dalam benluk gaji al.au upah, Ketika pemiHk perusahaan atau pimpinan tertinggi 

mulai melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan 

mengallhkan sebagian kebutuhan pribadinya kedalam manfaat yang seolah-olah 

dlberikan perusahaan untuk investasi~ padahal itu untuk keuntungan pribadi. Maka 

negara dirugikan dari dua sisi, yaitu dari sisi penerimaan PPh Badan karena biaya 

usaha akan meningkat sehingga mengurangi pembayaran pajak dari ketJntungan 

perusahaan, dan dari sisi penerimaan PPh perorangan. dimana pendapatan yang 

menjadi obyek pajak juga akan menjadi lehih kecil. (Ali, 2009) 
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METODOLOGI PENELITL-I.N 
TABEL INPUT OUTPUT 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi potensi Pajak Penghasilau 

Pasal 21 tahun 2005 sld 2008 dengan mcnggunakan tabel Input Output 

Perhitunga.n potensi tersebut dimungkinkan karena tabel Input Output 

mengandung Jnformasi tentang dampak dari permintaan akhlr (final demand) 

terhadap upah dan gaji yang diterlma masyarakat Setelah perkiraan jumlah upah 

dan gaji scbagai dasar pengcnaan pajak (tax base) didapatkan, maka potcnsi Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dapat dikctaJmi dengan cara mengalikan jumlah upah dan 

gaji tersebut dengan rasio P~jak Pcnghasilan Pasal 21 (tax rate} yang didapatkan 

dari data SAKERNAS. Sefanjutnya, rasio cakupan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 

(income tax article 21 coverage ratio) dihitung dengan cars mcmbandingkan 

realisasi Pajak Pcnghasilan Pasa! 21 dengan potensi Pajak Penghasi!an Pao;al21. 

Sumber-sumher data yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Tabel Input-Output (Tabei I-0) klasifikasi 19 sekror tahun 2005 Transak."ii 

Domestik At.as Dasar Harga Produsen, yang dikeluarkan olefl Badan Pusat 

Statistik. 

b. Data Survei Angkatan Ke!ja Nasional (SAKERNAS) tohun 2005 )'ling 

diJakukan oleh Badan Pusat Statistik. 

c. Data Produk Domestlk Bruto menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga 

Berfaku tahun 2006 sld 2008 yang dikeluarkan olell Badan Pusat Statistik. 

d. Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasiian Pasa! 21 pet Klasiflkasi 

Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 2008 yang diperoleh dad Direktorat 

Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 

Tabei I-0 digunakan untuk rnenghitung dampak pennintaa:n akhir 

terhadap upah dan gaji. lnformasi yang diperoleh dari tabel ini adalah data total 

upah dan gaji tiap sektor per tahun. sedangkan infonnasi teotang berapa potensi 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperkiraka.n bisa disetor oleh masing-masing 

sektor tidak tersedia. Sebagai solusinya potensi tersebut diestimasi dengan 
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menggunakan rasio PPh Pasal 21 di masing-masing sektor yang diperoleh dari 

pengolahan data SAKERNAS. 

Data SAKERNAS dapat Uigunakan untuk menghitung rasio PPh Pasal 

21 karena data ini mengandung informasi tentang : (a) jumlah penduduk usia 

kerja.; {b) jurnrah penduduk yang merupakan angkatan kerja; {c) jum!ah penduduk 

yang bekerja dan yang tidak bekerja; dan (d) jumlah penghasilan pekeJja. Dari 

data penghasilan dapat dipisahkan antara penghasilan yang di bawah PTKP dan di 

atas PTKP. Untuk data penghasilan yang di atas PTKP dihitung PPh 21 dengan 

menggunakan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Latu dari hasH 

perhitungan dikelompokkan per sek-tor usaha jumlah perkirnan PPh Pasai 21 dan 

pengbasilan kotomya, setelah itu dihitung rasio PPh Pasal 21 terhadap 

penghasilan kotomya. 

Perhitungan perkiraan potensi Pajak Pengha~ilan PasaJ 21 didapatkan 

dari perkaHan an tara rnsio PPh Pas a I 2 I per sektor dart pengofahan data 

SAKERNAS dengan data upah gaji per sektor yang didapatkan dari pengolahan 

Tabcl 1-0. Untuk prosedur pengolahannya baik dari tabel I-0 maupun data 

SAKERNAS akan dUeJaskan dalam Sub Bab berikut ini. 

4.1. Tabellnput Output (Tabel I-0) 

4.1.1. Prinsip Dasar 

Alat analisis Input Output pertama kali dikcmbangkan oleh Wassily 

Leontief pada tahun l930an. Idenya sangat sederhana namun mampu menjadi 

salah satu alat analisis yang ampuh dalam rnelihat hubungan antar sektor dalam 

suatu perekonomian. Hubungan antar sektor ini mulai menjadi penting di 

pertengahan abad ini, sejak analisis pembangunan tidak 1agi hanya mementingkan 

pertumbuhan ekonomi sernata, tetapi juga rnulai me!Jhat pembagian pertombuhan 

di antara taktor~faktor produksi, dan juga sumber-sumbcr pertumbuhan itu sendiri. 

Tabellnput Output Indonesia disusun dengan maksud untuk menyajikan 

gambaran tentang hubungan timbal batik dan sating keterkaitan antar satuan 

kcgiatan (sektor) dalam perekonomian di Indonesia secara mcnyeluruh. 
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Kerangka dasar model l-0 terdiri atas empat kuadran scperti disajikan 

pada Gambar 4.1. Kuadran lj menunjukkan arus bnrang dan jasa yang dihasi!kan 

dan digunakan oleh sektor-sektor ekonomt dalam proses produksi di suatu 

perekonomian. Kuadtan ini menunjuk.kan distribusi penggunaan barang dan jasa 

untuk suatu proses produksi sehingga disebut juga sebagai transaksi antara 

(intermediate transac/ion). 

Kuadran II, menunjukkan permintaan akhir (final demand} dan irnpor. 

Permlntaan akhir yaitu penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi 

yang biasanya tcrdiri atas konsurnsi rumah tangga, pcngeiuaran pcmcrintah, 

pembenf.ukan modal tetap bruto, prubahan persediaan (stack). dan ekspor. 

Kuadran 111, memperlihatkan input primer dari sektor-sektor produksl, 

yaitu scmua balas jasa setiap faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan 

gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. 

Kuadrnn IV, memperfihatkan input primer yang langsung didistribusikan 

ke scktor-sektor pennintaan akhir. lnformasi ini digunakan dalam Sistem Neraca 

Sosiai Ekonomi {SNSE) atau dikenai dengan sebutan data Sacial Accounting 

Matrix (SAM). Daiam penyusunan tabel I-0, k.uadran ini tidak d!sajikan. 

Kuadrnn l ; 'frnnsaksi antar kcgiatan Kuadran n: Pcnnfntaan akhir 

{nMl) (nxm) 

·-·--·--
Kuadran Ill : Input prlmcr sekt.or produksi Kuadru.n IV: lnpul primer pennintaan akhir 

(pxn) (pxm) 

Gambar4J. Kerangka Dasat Model Input-Output 

Sumber: Moduf lnput-Outpur. Bahan Ajaran Metodc Pen~bilan Keputusan 

Tiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks, masing-masing dengan 

dimensi seperti tertera pada Gambar 4.1. Bentuk seturuh matriks ini menunjukkan 

kerangka model I-0 yang berisi uraian statistik mengenai t.ransaksi barang dan 

jasa antar berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu perjode tertentu. 

Kumpulan sektor produksi pada kuadran pertama., yang berisi keJvmpok 

produsen, memanfuatkan berbagai sumbcr daya dalarn menghasilkan barang dan 

jasa yang secara makro disebut sebagai sistem produksi. Sektor di dalam slstcm 
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produksi inl dinamakan sektor endogen. Sedangkan sektor di luar sistem produksi, 

yaitu yang berada di kuadran kedua,. ketiga dan keempat dinamakan sektor 

cksogen. Dengun demikian, dapat dHihat secara jelas bahwa model l-0 

membedakan dengan tegas sektor endogen dengan sektor eksogen, 

Output, selain digunakan dalam sistem produksi daiam bentuk 

pennintaan antara. juga digunakan di luar sistem produksi dalam bentuk 

permintaan akhir. lnput yang digunakan dalam sistem produksi ada yang berasal 

dari dalam sistem produksi berupa input antara dan juga ada yang berasai dari luar 

sistem prodoksi yang disebut input primer. 

Secara sederhana simplifikasi dari tabel 1-0 dapat dilihat pada tabel 4.l 

herikut ini: 

Tabel4.1. Simpliflkasi Tabellnput Output 

Stktar Sekt11r Pflltbdi Kansumsi Tclal 

Penjual I I ' I ... I N Akbk Produksi 

I x, "!! ... ''· r, x, 

' J<.:u "" ... '• r, x, 
. . . 

. . 

. . . 
• X..1 '" .. x,. r, x • 

Ni!ai v, ., ... ., 
Tamlwh 

lmpm- M, In; ... ""' 
T""! x, x, ... X, 

lnpul __ _j 
··--·--·· . . Sumber. Modullnpur-Output. Bahan AJaran Metode Pcngambllan Keputu.san 

Dari tabeJ f..() pada tabel 4.1 dapat dibuat dua. persamaan neraca yang 

berimbang: 

Baris: 

Kolom: 

dim ana 

" l:x!f +f.= X, Vi:;; l, ... ,n 
;=I 

• 
Lx,

1 
+v

1 
+mi ::::X

1 
';/j= l, ... ,n 

j~l 

xy = nilai aHran barang a tau jasa dari sektor ike sektor j 

(4.1) 

(4.2) 
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Definisi neraca yang berimbang adalah jumiah produksi (keluaran) sama dengan 

jumlah masukan. 

4.1.2. Matriks Pengganda 

Untuk menghitung potensi Pajak Penghasllan PasaJ 2 t dengan 

menggunakan tabel l-0, maka tahapan awal yang dilakukan adaiah mengolah 

tabellnput Output sehingga diperoleh dampak Nilai Tarn bah Bruto yaitu upah dan 

gaji yang dibutuhkan dalam meiakukan perhitungan lanjutan porensi Pajak 

pengbasilan Pasal 21. 

Dalam model ekonomi makro dikenal suatu terminologi yang disebut 

pengganda (multiplier) yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap variabe1 

endogen (endogenous vadable) a.kibat perubahan pada variabel eksogen 

(exogenous variable). Dalam tabel r~o. pengganda sedemikian dapat juga 

diperoleh, tidak hanya merupakan satu besamn pengganda tetapi bahkan 

merupakan beberapa (sekeiompok) besaran pcngganda yang dinyatakan dalam 

bentuk matriks pengganda (mulliplier marrix). 

Tabei l-0 dapat disusun dalwn berbagai bentuk, antara lain: 

a. Tabei I..Q transaksi total at.as da.sar harga produsen 

b. Tabel I-0 transaksi domestikatas dasar harga produsen. 

Untuk rnemperoleh matriks pengganda dari tabel I~O dapat menggunakan salah 

satu bentuk tabel I-0 tc:rsebul Akan tetapi, pada umumnya matriks pengganda 

dihasilkan dari tabel I-0 transaksi domestlk atas dasa.r harga produsen. 

Untuk menghitung rnatriks pengganda, tahap awal yang per!u dilakukan 

adalab mcnghitung koeftsien input yang didefinisikan sebagai : 

(4.3) 

dimana 

a fJ = koefisien input sektor ke i oleh seh.-tor ke j 
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Dalarn suaLu tabel l-0 transaksi domcstik atas dasar harga produsen, 

matrlks koefisien input yang merupakan kumpulan bcrbagai koefisien input 

disebut sebagai matriks A d. 

Setelah memperoleh matriks Ad, tahap selanjutnya untuk memperoleh 

matriks pengganda ada!ah mengurangkan matriks 1 (matriks identitas) dengan 

matriks Ad. 

Matriks pengganda didefinisikan sebagai matriks kebalikan {inverse 

matrix) dari (1-A4
) 

B ~ (I-A4
) "

1 (4.4) 

dimana: 

B ;;c matriks pengganda 

Ad = matriks koefisien input dnmestik (yang diperoleh dari tabel I-0 transaksi 

domeslik atas dasar harga produsen) 

Pada pcrhitungan matriks pcngganda dalam penclitian ini, rumah tangga 

dianggap tidak dapat bertindak secara eksogenus mengingat pendapatan rumab 

tangga sanga.t tergantung kepada perkembangan perekonomian nasionaJ. Tabel 

I-0 yang menempatkan rumah tangga sebagai pelaku endogen disebut sebagai 

tabcl 1-0 tertutup (closed I-0 table) dan model-model yang diperoleh dati tabel 

1-0 tetscbut djsebut sebagal model tertutup (closed model}. Matrilcs pengganda 

yang dihasilkan dad tabel 1..0 sedemikJan disebut sebagai pengganda bentuk li 

(type II multiplier) 

Pada pengganda bentuk 11. dampak yang terjadi lerhadap sektor-sektor 

ekonomi domestik tidak saja disebabkan sebagai akibat !angsung dan tidak 

langsung, tempi juga sebagai akibat perubahan poia konsumsi dan pendapatan 

rumah tangga (induced effect}. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. karena 

kenaikan output berbagai sektor ekonorni, maka pendapatan rumah tangga juga 

akan meningkat (yang dapat diseba:bkan, misalnya kenaikan upah karena 

penambahan jam kerja}. Dengan kenaikan pendapatan romah tangga. maka 

permintaan rumah tangga terhadap barang dan jasa juga akan meningkat yang 
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kemudlan alum menyebabkan output selctor-sektor ekonomi tersebut juga 

meningkat. 

Pengolahan tabel 1-o dalam penelitian ini menggunakan tabef J-0 

lertutup karena tabel I-0 yang memasukkan faktor rumah tangga sebagal salah 

satu faktor endogen dapat membcrikan besaran yang lebih baik tentang potensi 

penciptaan pendapatan rumah tangga dari suatu perubahan perrnintaan akhir di 

dalam perekonomian. (Naz.ara, 2005). 

4.1.3. Dampak fliilai Tambah Bruto (Upah dan Gaji) 

Selanjutnya yang dilakukan ada!ah melakukan penghitungan dampak 

pennintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) yaitu upah dan gaji. Nilai 

Tambah Bruto adaiah input primer yang merupak'an baglan dari input secant 

keseluruhan. Untuk perhitungan dampak Nilai Tambah Bruto terlebih dulu kita 

harus menghitung dampak output, yaitu pembentukan output yang dipengaruhi 

oleh pennintaan akhimya. Dalam banyak analisis yang lebih seriog digunakan 

adalah permintaan akhlr domestik. Rumus dampgk output tersebut adalah sebagai 

berik:ut : 

(4.5) 

dimana: 

X = matriks dampak output 

(1-Adl' ""'matriks pengganda 

F' = permfntaan akhir domestik 

Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan daiam penyusunan tabel 

I~O, maka hubungan antara NTB dengan output bersirat Unier, artinya k:enaikan 

atau penurunan output akan diikuti secara proporsionat oleh kenaikan dan 

penurunan NTB. Hubungan tersebut dapat dijabarkan dalam persamaan berikut : 

(4.6) 

dimana: 

V = matriks N!lai Tambah Bruto 

V = matriks diagonal koefisien upah dan gaji 
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X= matriks dampak output 

lsian sei~sel dla.gona! V adalah upah dan gaji sektor yang bersangkutan 

c.iibagi dengan outputnya. Sedangkan sel-sel diruar diagonal adalah 0. jadi bentuk 

mairiks V adalah sebagai berikut: 

dimana: 

Vi .. ., NTB !>ekJor i _ 
Output sektor i 

0 

v. 

0 

0 

0 

Vn 

(4.7) 

Setetah didapatkan nilai upah dan gaji akibat dampak dari permintaan 

akhir maka seiaqjutnya untuk melakukan penghitungan potensi pajak, yaitu 

dengan mengalikan nilai upab dan gaji per sektor usaha dengan rasio l'ajak 

Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha yang didapatkan dari pengo1ahan data 

SAKERNAS. 

Dalam perhitungan potensi PPb 2 J tahun 2005, permintaan akhir yang 

dlgunakan adalah permintaan aY..hir sesuai dengan tabel Input Output tahun 2005, 

sementara untuk tahun 2006 sld 2008 permintaan akhir yang digunakan sesuai 

dengan Produk Dornestik Bruto menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga 

Berlaku tanun 2006 sld 2008 yang dikeluarkan olen Badan Pusat Statistik, dengan 

jumiah per sektor usaha se.suai dengan prosentase pennintaan akhir per sektor 

usaha dalam tabellnput Output taJmn 2005. 

4.1A. Keterbatasao Tabellnput Output 

Dalam suatu model lnput..Qutput yang bersifat terbuka dan statis, 

transaksi-traosaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel Input-Output harus 

memenuhi tiga asumsi atau prinsip dasar (Badan Pusat Statistik, 2005), yaitu: 

a. Keseragaman (Jwmogenity), yaitu asumsi bahwa setiap sektor hanya 

rnemproduksi satujenis output (barang danjasa) dengan struktur input tunggaf 
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(scragam) dan tidak ada subtitusi otomatis antar output dari sektor yang 

berbeda 

b. Kesebandingan (prvportionaliiy), yaitu asumsi bahwa kenaikan penggunaan 

input oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan output yang 

dihasilkan. 

c. Penjumlahan (additivity), yaitu asums! bahwa jumlah pengaruh kegiatan 

produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan darl pengaruh pada 

masing-masing selctor tcrsebuL 

Dengan asumsi~asumsi tersebui., model analisis 1-0 mempunyai 

keterbatasan-keterbata.san, antarn lain: karcna rasio input-output konstan 

sepanjang periode anal isis. Dengan k:ata lain produsen dianggap tidak mefakukan 

perubahan-perubahan inputnya atau mengubah proses produksi. Se!ain itu, 

hubungan yang tetap ini berarti bahwa apabila input suatu sektor diduakallkan 

maka outpumya akan dua kali juga. Asums! semacam ini menolak adanya 

pengaruh perubaban teknolog! ataupun produktivitas yang berarti perubahan 

kuantitas dan harga input sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output. 

Dalam penelitian ini untuk me!akukan penghitungan dampak pennintaan 

akhir terhadap upah dan gaji tahun 2005 sld 2008 digunakan matriks koefisien 

teknis yang sama, yahu matriks koefis:ien tekn!s dart ttasil pengolahan tabel Input 

Output tahun 2005 karena dalam buku Teknis Peny1Jsunan Tabel Input 

Output disebutkan bahwa: 

Dalam tabel input output diperoleh suatu hubungan fungsional antara output 

(X) dengan perrnintaan akhir (F). Berdasarkan hubungan ini misainya, melatui 

tabel input output 2005 dapat diperkirakan besarnya output talmn 2006 -2010. 

Dengan melakukan proyeksi tersebut berarti kita menganggap bah.wa 

koefisien teknis tidak banyak berubab selama kurun waktu proyeksi. Padahal 

kita tahu bahwa koefisien teknis atau rnatriks A inl tentunya tidak akan stabil 

dalam waktu cukup panjang. Paling tidak ada tiga faktor yang 

mempengaruhinya. yaitu perubahan tekno!ogi, harga dan klasifikasi yang 

digunakan . Di samping faktor tersebut, urnumnya untuk negara yang sedang 

berkembang, mutu statistiknya kurang begitu bailc, sehingga masaiah ini perlu 

dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan 
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koeflsicn teknis. Walaupun demkian, menurut para abli, untuk periode pendek, 

matriks A masih dapat dipakai untuk proyeksL (Badan Pusal Statistik, 2008, 

hal196) 

O!eb karena itu untuk periode peoelitian dengan jangka waktu yang 

pendek seperti yang dilakukan pada penelitian ini koefisien teknis dari hasH 

pengolahan Label lnput Output tahun 2005 rnasih dapat digunakan, sementara 

untuk penelitian dengan jangka waktu yang panjang koefisien teknis dapat 

disesuaikan dcngan perubahan telmologi, harga dan klasifikasi yang digunakan 

dengan menggunakan model I-0 dinamis atau mefode penyesuaian RAS. 

Walaupun mempunyai keterbatasan yang telah dlsebutkan sebelumnya 

akan tetapi model 1-0 tetap rnerupakan alat analisis ekonomi yang lengk:ap dan 

komprehensif. Pada dasamya tabel lwO merupakan dekonsolidasi atau pemecahan 

lebih rinci dari neraca produksi~ yang merupakan salah satu dari empat neraca 

pokok (neraca produksl, neraca konsumsi, neraca akumulasi dan neraca transaksi 

Iuar negeri) yang melandasi sistem neraca nas(onal yang terintegrasi, 

Neraca produksi adalah neraca yang rnenguraikan mengenai barang dan 

jasa :yang dihasilkan oleh unit produksi, penggunaan hasil produksi tersehut 

sebagai bahan baku, konsumsi akhir, investasi dan impor. Se!ain itu juga 

mcnguraikan mengenai nilai tambah bruto yang terdpta dalam proses produksi. 

Salah satu kegunaan data yang disajikan dalam tabel J~O adalah untuk 

memperkirakan dampak dari pemdntaan akhir dan perubahannya terbadap 

berbagai output sektor produksi, nilai tambah. tmpor, permintaan, pajak, 

kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya. 

Oleh karena salah satu tahap pengolahan data dalarn penelitian ini adalah 

untuk rnemperkirakan dampak pennintaan akhir terhadap nilai tambah broto 

dalam hal ini upah dan gaji~ rnaka penggunaan tabel I~O dalam pcnelitian ini 

adalah sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

4.2. Survei Angkatan Kerja Nasioo.al (SAKERNAS} 

Tahap selaqjutnya da!am perhitungan potensi Pajak Penghasilan Pasal 

2J adalah perhitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (income tax article 21 

ratio) yang didapatkan dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). 
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SAKERNAS merupakan survei khusus yang ditujukan untuk 

rnengumpulkan data ketenagakeciaan. Selain meialui SAKERNAS, pengumpulan 

data ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui kegiatan survei lainnya, seperti 

Survei Sosinl Ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk (SP) dan Survei 

Penduduk Anlar Sensus (SUP AS). 

Pengumpulan data ketenaga kerjaan mela!ui SAKERNAS mempunyai 

tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik 

dari penduduk yang bekerja, pengangguran dan setengah pengangguran, dan 

penduduk yang tercakup dalam kategori buk:an angkatan kerja yaitu1 mereka yang 

sekolah. mengurus rumah tangga dan melakukan kegial.an lainnya, selain kegiatan 

prib&li (Badan Pusat Statistik, 2008) 

Daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan 

perorangan adalah daftar SAK2005-AK yang disusun untuk menanyakan 

infonnas! mengenai keadaan penduduk yang termasuk 1enaga kerja dan bukan 

tenaga ke.rja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI) 2005. 

Keterangan pokok berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan 

rnelalui SAKERNAS adalah keterangan perorangan dad setiap anggota rumah 

tangga yang berumur JO tahun ke atas, infonnasi rersebut meliputi: 

a. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti : nama, hubungan dengan 

kepala keiuar~ jenis kelamin, umur, status pcrkawinan d!Ul pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan. Kegiar:an selama semiuggu yang !alu seperti : 

bekerja (paHng sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun 

sedang tidak bekeija, mencari pekerjaan!mempersiapkan usaha. sekolah. 

men gurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, ucat jasrnani dan lain-lain) 

b. Bagi mereka yang bekeija/punya pckerjaan tetapi untuk sementara tJdak 

bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, Iapangan 

pekerjaan, jenis pekeijaan, status pekerjaan, dan upah/gaj! bersih selama 

sebulan. 

c. Bagi mereka yang mencari pekerjaanlocmpersiapkan usaba ditanyakan ; 

alasan utama mencari pekerjaanlmempcrsiapkan usaha. upaya yang dilakukan, 
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lama \vaktu mencari pekeljaan dan jenis pekerJaan yang dicari (pekcrjaan 

puma waktu atau paruh waktu) 

Untuk mclakukan penghitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari 

data SA.KERNAS dilakukan tahap-tahap pengolahan data dengan rnenggunakan 

software SAS (SiaUslical Analysis System), sebagai berikut : 

a. Data SAKERNAS yang berjumlah 202.633 observasi dlpisahkan antara data 

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Terdapat 2.269 yang merupakan data 

tenaga kerja dan 200.364 observasi yang bukan mcrupakan tenaga kerja, baik 

penganggurnn, angg:ota rumah tangga., rnaupun mempunyai usaha sendiri. Dari 

data s~tiap tenaga kerja ditakukan penghitunganjumlah anggol.a rurnah tangga 

yang merupakan tanggungan sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak. 

b. Selanjutnya dilakukan penghitungan up.ah dan gaji kotor/thn dari setiap data 

tenaga kerja sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 2 t pekerja. 

Untuk perhitungan penghasilan kotor per tahun diasumsikan bahwa sela in 

penghasilan per bulan, setiap tenaga kerja memperoleh bonus sebesar I bulan 

gaji setiap tahunnya. 

c. Dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dcngan terlebih dahulu 

menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan cara mengurangi upah dan gaj i 

kotor per tahun dengan Biaya Tunjangan Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). Pajak PenghasiJan Pasal 21 didapatkan dengan mengalikan 

Penghasilan Kena Pajak tersebut dengan menggunakan tarifPPh untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tldak 

memasukkan iuran pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto, karena data 

tersebut tidak ada dalam SAKERNAS. dan asumsi bahwa tidak scmua tenaga 

kerja di Indonesia ikut dalam program dana pensiun. 

d. Seluruh data tenaga kelja tenrebut dikelompokkan sesuai dengan KJasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005. 
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e. Dilakukan penghitunga.n rasio Pajak Penghasilan Pasal 2l (tax rate) dengan 

rumus ;;.ebagai berikut : 

, Jml PPh21 
RaSJo PPh2J ""-----·---x/00% 

Penghasilan Kotor 

dirnana: 

(4.8) 

Jml PPh 21 = Jumlah Pajak Penghasilan Pasai 21 basil perhitungan data 

SAKER."NAS setiap sektor dalam KBU 

Penghas:ilan kotor ""'Jumlah penghasilan kotor setiap sektor dalam KBLI 

f. Setelah itu dilakukan konversi rnsio Pajak Penghasifan Pasal 21 dari sektor 

usaha sesuai KBLI rnenjadi sektor usaha sesuai tabel Input-Output 19 sektor. 

Setelah didapatkan rasio Pajak Penghasilan Pasa121 (income tax artidc 

21 ratio) per sektor usaha, maka rasio PPh Pasal 21 ini digunakan untuk 

mendapatkan angka perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 2l, dengan earn 

mengaHkan rasio PPh Pasal21 per sektor usaha dengan jumlah upah dan gaji per 

sektor usaha. 
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4.3. Bagan Pengbitungan Poteosi Pajak Pcngbasilao Pasal21 

Potero PPh P<~Sal21 

Gam bar 4.2 Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasaf 2l 

Sumber: Husil olahtm 
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Tahapan pengolahan data : 

1. Pengolahan tabcl Input Outpul klasitikasi 19 sektor tahun 2005 Transaksi 

Domestik Atas Dasar Barga Produsen: 

a. Membuat matriks koefisien input (matriks Au) dengan cara membagi 

penggunaan input sektor i oleh sekror ke j dengan output sektor ke j. 

b. Membuat matriks pengganda (matriks (l~A d)"
1
) dengan cara membuat 

matriks kebalikan (lm.-erse matrb:) dari hasil pengurangan matriks identita.s 

dengan matriks koefisien input 

c. Membuat matriks dampak output (matriks X) dengan cara mengalikan 

antara matriks pengganda dcngan matriks pennint.aan ak11ir domestik (final 

demand) 

d. Membuat matrlks nilai tambah bruto (jumlah upah dan gaji) dengan cara 

mengalikan antara matriks dampak output dengan rnatriks diagonal 

kocfisien upah dan gaji. 

2. Pengolahan data SAKERNAS tahun 2005 : 

a. Data SAKERNAS dipisahkan antara data tcnaga kerja atau bukan. Data 

bukan tcnaga kerja digunakan untuk penghitungan jumlah Anggota Rumah 

Tangga (ART) sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) 

b. Untuk data tenaga kerja dilakukan penghitungan penghasilan bersihlthn. 

Penghasilan bersihlthn ini diasumsikan ada!ah penghasilan setelah 

dipotong PPh Pasal 21. 

c. Penghasilan bers:ihlthn dari setiap tenaga kctja dibandlngkan dengan 

PTKPnya. Untuk penghasilan yang di bawah PTKP dikeluarkan. 

d. Untuk penghasilan yang di atas PTKP dilakukan penghitungan untuk 

mcncari perklraan penghasilan brutofthn. 

e. Setelah dldapatkan perklraan penghasilan bruto/thn untuk setiap tenaga 

kerja rnaka diiakukan penghitungan penghasilan neto/thn dengan cara 

mengurangkan penghasilan brutoithn tersebut dengan biaya jabata:n. 

f. Selanjutnya dilakukan penghitungan Penghasilan Kcna Pajak (PKP) 

dengan cara rnengurangkan penghasilan neto/thn dengan PTKP rnasing

masing pekelja. 
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g. Jumlah PPh Pasai 21 didupatkan dengan cara mengalikan PKP dengan 

tarifPPh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

h. Mcncari rasio PPh Pasal 21 dengan cara membandingkan antara jumla!J 

PPh Pasal 21 dengan penghasiian bruto darl seluruh tennga kerja baik yang 

di bawah maupun dj atas PTKP. 

i. Mengkonversikan rasio PPh Pas.al 2l dari sekror usaha sesuai Golongan 

dalam KBLI (3 digit) menjadi sektor usaha sesuai Kelompok dalam KBLI 

(5 digit) 

j. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari sektor usaha scsuai Kclompok 

dafam KBLl (5 digit) menjadi sektor usaha sesuai klasitikasi 175 sektor 

tabel lnput Output. 

i. Mengkonversikan rasio PPh Pasa12I dari klasifikasi J75 sektor tabei Input 

Output menjadi kJasiftkasi 66 sek:tor tabellnput Output. 

j. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 darf klasifikasi 66 sektor tabel Input 

Output menjadi klasifikasi 19 sektor usaha. 

3. Penghitungan perklraan potensi PPh Pasal21 

Dilakukan dengan cara mengalikan antara matriks jumlah upah dan gaji dari 

pengo!ahan data tabel i..Q dengan rasio PPh. Pasal 21 dati pengolahan data 

SAKERNAS. 

4.4. Penghituugan Income Tax Article 21 Coverage RotifJ 

Setelah diperoleh data potensi Pajak Penghasilan pasal 21 maka dapat 

dilakukan pengbitungan fncome tax article 11 coverage rafio atau ratio cakupan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu ratio besarnya potensi Pajak Penghasilan Pasal 

2 t yang dapat terealisa.si, dengan rumusan sebagai berikut : 

ITCR PPb21 

dimana: 

RPI'h21 --xlOO% 
PotPPhzt 

(4.9) 

R PP!l 21 = Reatisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapat dari 

Direktorat Jenderal pajak 

Pot PPh 21 = Potensi Pajak Penghasilan Pasal2l. 
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Darl income tax article 21 coverage ratio yang di peroleh dapat 

diketahui berapa banyak potensi pajak yang se!ama ini dapat digali dan yang 

be!um dapat digali untuk rnenentukan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk 

penggalian potensi paj<!k tciSebul 

4.5. Ketcrbatasan Dalam Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan estimasi potensi Pajak 

Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 sld 2008 dan proyeksi Pajak Penghasilan 21 

tahun 2009 dan 2010, dalam pengolahan datanya ditemui berbagai kendala yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan dari data SAKERNAS, tidak 

menggambarkan seluruh sektor usaha dalam KBLL Data SAKERNAS bersifat 

survey, schingga ada kemungkinan beberapa scktor usaha yang tidak ikut 

dalam survey tersebut Untuk mengisi ratio PPh Pasal21 sektor tersebut, maka 

digunakan rasio PPh Pasal 21 dari sektor yang mempunyai karn:kteristik yang 

hampir sama, diasumsikan bah.wa untuk sektor usaha yang mempunyai 

karaktcristik sama mempunyai rasio PPh Pasal2l yang sama. 

b. Dalam perhitungan PPh Pasal21 terdapat beberapa metode penghitungan dan 

tarif sesuai dengan Kep Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 (lampirnn), Dalam 

penelitian ini diasurnsikan bahwa perhitungan Pajak Penghasi!an Pasal 2l 

adalah dengan menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 UU No.7 thn 1983 

tentang Pajak Penghasilan dan besarnya PenghasHan Kena Pajak ada(ah 

mengguna.kan perhitungan bagi pegawai tetap yaitu penghasi1an bruto 

dikurangi dengan biaya jabar.an. iuran pensiun tennasuk iuran Tabungan Hari 

Tua atau Jaminan Hari Tua :r-ang dipersamakan dengan dana pensiun dan 

PTKP. 
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HASIL PERHITUNGAN DAN A.'I'ALISA 
PERKIRAAN POTENSI PPh PASAL 21 

Dari proses pengolahan data diperoleh perkiraan potensi Pajak 

Penghasilan Pasal21 klasifikasi 19 sektor sektor usaha tahun 2005 sfd 2008. Dar! 

perkiraan potensi pajak yang dihasllkan dapat dianalisa sektor usaha mana yang 

pa[ing besar potensi Pajak Penghasilan Pnsal 2 Inya, serta faktor apa yang 

mcnyebabkan potensi tersehut 1ebih besar dari sektor yang lain. 

Basil pe.rkir.tan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha 

tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi penerlmaan Pajak Penghasilan 

Pasal 2 t per sektor usaha, maka dapat dianalisa sektor usaha mana yang 

mempunyai seHsih yang paling besar. Se!isih yang paling besar tersebut 

menandakan bahwa masih banyak potensi Pajak Penghasilan Pasal2l yang belum 

dapat tergali dari sektor tersebut Keseluruhan analisa tersebut dapat digunakan 

untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam melakukan penggalian potensi 

Pajak Penghasilan Pasal21. 

Tabel Input-Output yang digunakan dalam peneiitian ini adalah tabei 

input Output 19 sektor, karena data SAKERNAS merupakan survey yang tidak 

mengumpulkan data dari seiuruh popufasi, sehingga ada bebernpa seklor usaha 

yang angka rasio PPh Pasal2lnya merupakan hasil perhitungan dari data tenaga 

ketja dengan bcsaran upah yang kecH, sehingga apabila data diagregatkan menjadi 

t 9 sektor maka rasio pajak yang didapatkan iebih mewakili keseluruhan besaran 

upah yang ada. 

5.1. Hasil Perhitungan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal2l 

Setelah dilakukan perhitungan perkirnan potensi Pajak Penghasilan Pasal 

21 dengan menggunakan t.abel Input Output tahun 2005, PDB menurut jenis 

penge!uamn atas dasar harga berlaku ta!um 2006 sld 2008 serta data SAKERNAS 

tahun 2005, maka perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 2 I Tahun 2005 s/d 

2008 adalah seperti pada tabel5.1 
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Tabel5.l. Perkirann Potensi Pajnk Penghasitan Pass! 2! 
Tahun 2005 sld 2008 

Ko<.le i~O Sektor 

2.150,1 7,2 2.702,6 7,3 3.184,8 7,4 3.971,8 7,3 
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Secara kes~luruhan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 2l yang 

didapatkan dari tahun ke tahun jumlahnya sernakin menlngkat, dapat dilihat pada 

tabel 5.1. tahun 2005 perkiraan potensi sebesar 29.942 rniliar rupiah, kemudian 

tahun 2006 menjadi 36.980 miliar ruplah atau meningkat sebesar 23,51 %, tahun 

2007 menjadi 42.863 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,91 %, dan tahun 

2008 menjadl54.201 miliar rupiah atau menlngkat sebesar 26.45 %. 

Dari tabel 5.1 tersebut diketabui bahwa urutan sektor usaha yang 

mempunyai potensi yang terbesar s.ampai tcrkecil pada tahun 2005 adalah sektor 

usaha Industri Jainnya dengan perkiraan potcnsi sebcsar 6.928 miliar rupiah atau 

23,1 % dari keseluruhan pcrkiraan potensi tahun 2005, Pertambangan dan 

penggalian sebesar 4.155 miliar rupiah atau 13,9 %, Jasa-jasa sebesar 3.683 miliar 

rupiah atau 12.3 o/o., Perdagangan sebesar 2.621 rniHar rupiah atau 8,8 %, 

Pcmerintahan umum dan pcrtahanan sebesar 2.258 miliar rupiah atau 7,5 o/o. 

Lembaga Keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan scbesar 2.150 rniliar 

rupiah atau 7,2 %, Pengangk.utan dan komunikasi sebesar 2.118 miliar rupiah atau 

7~1 %, dan untuk sektor usaha yang Jain perkiraan potcnsinya baik nilai maupun 

prosentasenya jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi. 

Untuk perkiraan potensi Pajak Penghasiian pasa.l 21 tahun 2006 

berdasarkan urutan besarnya poten.,.:;i diketahui bahwa sektor usaha yang 

mempunyai potensi terbesar ada!ah sektor usaha Industri lainnya dengan poten:si 

:sebesar 8.447 miiiar rupiah atau sehesar 22,8 % dari seluruh perkiraan pofensi 

tahun 2006, kcmudian Pertambangan dan pcnggaJian sebesar 4. 777 miliar rupiah 

atau 12,9 %, Jasa-:jasa sebesar 4.678 miliar rupiah atau 12,7 %, Perdagangan 

sebesar 3.267 miliai rupiah atau 8,8 %, Pemerintahan umum dan pertahanan 

sebesar 2.930 miUar rupiah atau 7,9 o/o., Lembaga. keuangan, usa.ha bangunan, dan 

jasa perusahaan sebesar 2.702 miliar rupiah atau 7,3 o/o, Pengangkutan dan 

komunikasi 2,636 miliar rupiah atau 7,1 %, sementara sel1:or usaha yang lain 

mempunyai perkiraan poteosi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan 

komunikasi. 

Untuk tahun 2007 perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 

berdasarkan urutan besamya potensi diketahu! bahwa sektor usaha yang 

mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha lndustri lainnya sebesar 9.608 
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miliar rupiah atau sebesar 22,4 o/ndari keseiuruhan potensi tahun 2007, Jasa-jasa 

sebesar 5.494 miliar rupiah atau 12,8 %. Pertambangan dan penggalian sebesar 

5.333 miliar rupiah atau 12,4 %, Perdagangan sebcsar 3.834 miliar rupiah atau 

8,9%, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 3.357 miliar rupiah atau 7,8%, 

Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 3,184 miliar 

rupiah atau 7A %, Pengangkutan dan komunikasl sebesar 3.093 miliar rupiah atau 

7,2 %, dan selanjutnya scktor usaha yang lain mempunyai perkiraan potensi yang 

jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi. 

UnHan sektor usaha yang mempunyai potensi PPh Pasal 21 dari yang 

terbesar sampai yang terkecil pada tahun 2007 berbeda dengan tahun 2005 dan 

2006 dimana sektor usaha Jasa~jasa yang tadinya berada di urutan ke 3 di bawah 

Pertambangan dan penggalian pada Tahun 2007 berada dl urutan ke 2 di atas 

Pertambangan dan pengga!ian. 

Perkiraan potensi Pajak Pengbasilan Pasal 21 tahun 2008 berdasarkan 

besamya potensi diketahui bahwa sektor usaba yang mempunyai potensi terbesar 

adaiah sektor usaha Industri Iainnya sebesar 12.234 miliar rupiah atau sebesar 

22,6 % dari keseluruhan perkiraan porensi tahun 2008, Pertambangan dan 

penggalian sebesar 6.847 miliar rupiah atau 12,6 %, Jasa-jasa .sebesar 6.821 mHiar 

rupiah atau 12,6 o/o., Perdagangan sebesar 4.804 miliar rupiah atau 8,9 %, 

Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 4.240 miliar rupiah atau 7,8 %. 

Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan sebesar 3.971 miliar 

rupiah alau 7~3 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 3.850 millar rupiah atau 

7,1 %~dan sek:tor usaha lainnya mempunyai perkiraan potensi yang nilainya jauh 

dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi 

Urutan perkiraan pctensi PPh Pasal 21 tahun 2008 berbeda dengan tahun 

2007, dan urutannya kembalt seperti pada tahun 2005 dan 2006 dimana sektor 

usaha Pertambangan dan pengga1ian berada di urutan ke 2 sementara sektor usaha 

Jasa-jasa yang di urutan ke 3 tetapi dengan selisih prosentase yang sangat kecil 

yaitu sebesar 0,05 % 

Dari urutan perkiraan pctensi Pajak PenghasHan Pasal2l tahun 2005 sld 

2008 dapat diketahui bahwa sektor usaha deng<dn potcnsi terbesar adalah Industri 

lainnya. Pertambangan dan penggalian, Jasa-jasa, Perdagangan, Pemerintahan 
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Umum dan pertahanan. Lembag:a keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, 

dan Pengangkutan dan komunikasi, sementara sektor usaha lain mempunyai 

perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi. 

Pcrkiraan potensi ketujuh sektor usaha terse but apablla dijurnlahkan menyurnbang 

Jebih dari 75 % dari seluruh perkiraan potensi. 

Sektor usaha dengan perkiraan potensi terbesar yaitu lndustri lainnya 

mempunyai perk iraan potensi yangjauh di atas sektor usaha lainnya, dim ana rat'd

rata menyurnbang lebih dari 20% dari seluruh perkiraan potensi~ sementara sektor 

usaha yang perki.rnan potensinya di bawah sektor usaha Industri Jainnya yaitu 

sektor usaha Penambangan dan penggalian hanya rnenyumbang 12~ 13% dari 

seluruh perkiraan potensi. 

Ketujuh sektor usaha ini dari tahun 2005 sfd 2008 tetap menempati 

urutan penyumbang terbesar potensi PPh Pasal 21~ hal ini merupakan implikasi 

dari keterb-.ttasan tabe! lnput..Output yang teJah dibahas pada bab sebelumnya, 

yaitu rasio input output yang tetap selama pcriode anal isis,_ Dengan adanya asumsi 

tersebut maka pcngaruh perubahan tekno!ogi ataupun produktivitas: diabaikan. 

sehingga perubahan kuantitas dan harga input akan sebanding dengan perubahan 

kuantitas dan harga output 

Selanjutnya dapat dianalisa faktor apa yang mempengaruhi ketujuh 

sektor usaha itu sehingga mernpunyai perkiraan potensi yang besar. Sepcrti 

diketahui bahwa perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari 

perkalian antard jumlah upah dan gaji per sektor usaha dad pengolahan data tabel 

lnput Output dan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pengolahan data 

SAKER.NAS. Urutan .rasio PPh Pasal 21 dari yang terbesar sampai terkecil dapat 

kita lihat pada label 5.2 
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Tabel 52 Rasio Pajak Penghasilan Pasal21 Berdasarkan Urutan Besamya 
No Kode !-0 Uraillfl Raslo PPh 21 

1 7 1\:rtambuug;m dao pen~aliau 9,06 

2 9 Industri lninnya 4,20 

·' 16 Lembaga kcuung.1n, usaba bangunan, tlanjUSII perusabrum l24 
·1 10 J'<..'tlp)l;ulp miP}'ak bumi J,1J 

5 " Lilllrik, gas, don air ben; ill :3,19 

6 11 Pemerintnfmn umum dun pcrtahanan 3,03 

7 19 Kcgia!Jn yang tnkjeLi!s balllsann;t'"- 2,83 

s " Pcngangkuum diln komunika~i 1.,69 

• IS Jl!;I;Wasa 1,55 

10 l3 Pcrdagangan 2,19 

ll 14 Restocan doo ho1el 2,20 

l2 12 Bangumm 1,87 
[J 5 Keh .... M 1,78 

l4 6 Porikruwn 1,66 

ll J 1\trmmlln pc:rtanl{llt !ainnya l, 16 

16 4 l'.:tcrnalom dart hasil-hasi!nya 1,12 

l7 I Padi 1,07 

IS ' Wduslri makanan, mimunan dan tCillbakau 1.{15 

19 2 Tanaman bahan mak.omm Lainnya 1,05 

Rata-ralll 2,59 

Dari tabe! 5.2 dikctahui bahw:a rata-rata rasio yang didapatkan dari 

pcngolahan data SAKERNAS adalah 2,59. Rasio PPh Pasal 21 dari penelitian 

scbelurnnya yang dilakukan oleh Martini (2006) ada!ah rata-rata sebcsar 5,4. 

Rasio PPh Pasal 21 pada penelitian sebelumnya lebih besar karena pcrbedaan 

asumsi PTKP pada saat pengolahan data SAKERNAS, dimana pada penelitian 

scbelumnya asumsi PTKP adaiah TK (fidak Kawin) sementara pada peneiitian ini 

asumsi PTKP yang digunakan adalah sesuai dengan status dan banyaknya 

tanggungan pckerja tersebut. 

Karena asumsi PTKP yang digunakan oleh Martini adalah TK yang 

berarti tidak mempunyai tunggangaf4 maka PTKP yang digunakan merupakan 

PTKP untuk Wajib Pajak itu sendiri sehingga PKP setiap pekCija yang dihasilkan 

besar yang mengakibatkan rasio PPh Pasal 21 yang dihasilkan juga besar. 

Sementara pada penelitian ini asumsi PTKP yang digunakan adalah sesuai dengan 

jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan pekelja sehingga PKP 

sctiap pekerja yang dihasilkan kecil yang rne-nyebabka:n rasio PPh Pasai 21 dalam 

penelitian ini lebih kecil dibandingkan penemian Martini. 
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Rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan pada penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Prib.adi nilainya cukup 

kecil, karena tarlf PPh terendah adalah 5 % sementam rata-rata rasiQ PPh Pasal2l 

yang didapatkan hanya scbesar 2,59 atau hampir setengahnya. Karena pendckatan 

perhitungan penghasiian bruto yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 

pcndapatan tenaga kerja dalam SAKERNAS, maka ada kemungkinan data 

pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan, seharusnya data 

pendapatan tersebut dibandingkan (cross check) dengan data pengeluaran, 

sehingga dapat diperoleh data pcnghasUan yang mendckati kenyataan. 

Pada tabel 5.2 sektor usaha }'ang mempunyai rasio Pajak Penghasiian 

Pasal 21 di atas rata-rata 2,59 adalah Pertambangan dan penggalian dengan rasio 

9,06, Industri lainnya dcngan rasjo 4,20~ Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan 

jasa perusahaan dengan rasio 3,24, Pengilangan minyak bumi dengan rasio 3,23, 

Listrik, gas. dan air bersih dengan rasio 3, 19, Pemerintahan umum dan pertahanan 

3,03, Kegiatan yang tak jelas batasannya dengan rasio 2,83, dan Pengangkutan 

dan komunikasi dengan rasio 2,69. 

Rasio PPh Pasal 21 tersebut didapatkan dari pengolahan data 

SAKERNAS, rasio yang besar menandakan bahwa pada sektor usaha tersebut 

rata-rata upah dan gaji tenaga kerjanya tinggi, hal ini menyebabhn lebih banyak 

tenaga kerja di sektor usaha tersebut yang dikenai lapisan tarif PPh yang lebih 

tinggi, sehingga pcrkiraan PPh Pasal 21 yang diperoleb dari sektor usaha tersebut 

Iebih besar dari yang lain. 

Selatn dari besamya rasio Pajak Penghasilan Pasal 21, besamya 

perkiraan potensi tersebut juga dapat disebabkan darl besamya jumlah upah dan 

gaji per sektor usaha dari pengolahan tabel Input Output, seperti pada tabel5.3. 
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Tabet 5.3. Besamya Jumlah Upah dan Gaji Sebagai Dampak dari 
P . Akh. ( T . h) ermmtaan " mt tar ru~ ,. 

Kode I-0 Uraian :!005 1005 2007 2008 

J Padi 13.909 1750& 20.560 25247 

' Tanaman bah:m mul:..wm Lainny<l 2:6.857 )4.143 4L447 50524 

3 Tunaman pcrtMian lll.inn;'a 265119 32.644 311.56! 47.£!31 

' Pctemakan dan ha.'>il-hasilnya 2L4?!1 26.997 33.335 40.601 

5 KchuUl.NI.Il 5.264 6.559 7.570 9.872 

6 f>erikt.l.nnn 15.499 19.558 23.656 28.&70 

7 f>cruunba.l'lgatt drut pcnggalinn 45.845 52.71.} 58.847 15.555 

8 lnduslri mnkmmn, mim.unan dan tcmbakau 61.735 1LW3 !1"2.731 1!3.493 

' lnduru-i lainllya 164.899 201.062 228.692 291.201} 

10 l'engil!t!lgttn rninyak bumi 37.799 44.681 50.795 64.737 

" Listrik, JUtS. dan air bcrslh HUI35 B.633 15.%7 19.&41 

12 ilaJlgumm. 78,001 HH.O&t 123.162 169.529 

ll f"et'dUWUlgwl 114.449 141.670 167.450 209.797 

" Restoran dan hotel 46.rnn 53.266 68.857 8027 

15 Pengangkuta.n dan komunilrnsi 7!t748 97.986 114.949 143.100 

16 
Lembaga keuangan, usaha bangumm, dan 

66.351 83.400 9$.2&1 !21.567 

"" 17 Pemerinlahan umum dan pertahanan 74526 %.69:5 110.793 139.931 

l8 J8Sll-j!l51l 144.651 183.750 215.769 267.873 

19 Kegiatan yang fak jelus batasannya 360 "' 50J <l<O 

Dari tabel 5-3 diketahui bahwa setiap tahun jurnlah upah dan gaji 

mengalami pcningkatan, akan telapi dari 19 sektor usaha yang ada sek'tor usaha 

yang memiliki jumlah upah dan gaji terbesar adalah sektor usaha lndustri lainnya, 

Jasa~jasa. Perdagangan, Bangunan, Pengangkutan dan komunikasi, Pemerintahan 

umum dan pertahanan~ Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, 

dan Industri makanan. minuman dan tembakau. Sementara sektor usaha lain 

mempunyaijumlah upah dan gajijauh di bawah ke delapan sektor usaha ini. 

Dari kedua faktor yang rnempengaruh1 perkiraan potensi Pajak 

Pengbasilan Pasal 2 I tersebut dapat kita ana lisa tujuh sektor usaha yang 

mempunyai perkiraan potensi PPh Pasal21 terbesar terse but scbagai berikut : 

a. Sektor usaha Industri lainnya 

Seklor usaha Industri [ainnya mcnempati urutan pertama dari seluruh sektor 

usaha berdasarkan jumiah upah dan gajinya. semen tara dari urutan rasio Pajak 

Penghasilan pasa12Inya menempati urutan ke 2, sehingga dengan kombinasi 

dua faktor yang mernpcngaruhi perklraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 
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maka sektor usaha ini menempati urutan pertama. Dari tabel 5.1 diketahui 

bahwa sektor usaha lndustri iainnya menyumbang lebih dari 20 % dari seluruh 

perkiraan potensi,jauh dia!as sektor usaba Pertambangan dan Penggalian yang 

mempunyai perkiraan potensi terbe:sar kedua dengan hanya menyumbang 12-

13 %, hal ini disebabkan jumlah upah gaji sektor usaha lndustri lainnya yang 

jauh di atas sektor usaha Pertambangan dan penggalian. yaitu hampir tiga kali 

lipat besamya. 

b. Sektor usaha Pertambangan dan penggalian 

Sektor usaha ini memiliki rasio Pajak Penghasilan Pasai 21 yang paling besar 

yailu 9,06, rasio ini melebihi r&Sio sektor usaha lainnya bahkan dari sektor 

usaha Industri lainnya yang berada pada urutan ke 2 dengan besar rasio hanya 

4,02. Walaupun sektor usaha ini tidak rnasuk dalam de!apan sektor usaha yang 

mempunyai jumlah upah dan gaji terbesar, akan tetapi rasio PPh Pasa121 yang 

besar tersebut memhuat perkiraan potensi PPh Pasal 2l untuk sektor usaha ini 

rnenduduki urut.an ke 2. Besamya rasio PPh Pasal 21 memmjukkan bahwa 

berdasarkan data SAKERNAS rata-rata upah dan gaji tenaga kelja sektor 

usaha ini Jebih besar dari sektor usaha lainnya. sehingga PPh Pasal 2 I yang 

dapat disetor menjadi Jebih besar. 

c. Sel--tor usaha Jasa-jasa. 

Sektor usaha Jasa~jasa menempati urutan ke 2 berdasarkan urutan jumlah upah 

dan gaji. sementara rasio PPh Pasal21 sektor usaha ini besamya 2,55, angka 

rasio inl dibawah rasio rata·rata yaitu 2,59, akan tetapi jumlah upah dan gaji 

yang besar apabita dikalikan dengan rasio int maka hasilnya cukup besar 

sehingga sektor usaha ini mcnempati urutan ke 3 dari urutan besamya 

perkiraan petensi PPh pasal 21. 

d. Sektor usaha Perdagangan. 

Sektor usaha Perdagangan menempati urutan ke 3 berdasarkan urutan jumlah 

upah dan gaji, sementara rasio PPh pasal 21 sektor ini adalah 2,29, rasio ini 

besarnya dibawah rasio rata-rata yaitu 2,59 akan tetapi apabila rasio ini 

dikalikan dengan jurnlah upah dan gaji yang besar tersebut maka hasi!nya 

cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 4 dari urutan 

besamya perkiraan potensi PPh pasa[ 21. 
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e. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pcrtahanan 

Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan bukan merupakan delapan 

sektor usaha yang mcmpunyai jumlah upah dan gaji terbesar begitu juga 

dengan rasio PPh Pasal 21nya, Akan tetapi dari urutan jum!ah upah dan gaji 

sektor usaha ini rnenempati urutan ke 6, sementara dari urutan rasio PPh Pasal 

21 sektor usaha ini di atas rata-rata yaitu 3,03 dan menempati urutan ke 6, 

sehingga apabila rasio ini dikalikan dengan jumlah upah dan gaji maka 

hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini mcnempati urutan kc 5 dari 

urutan besamya perkiraan potensi PPh pasa121_ 

f. Sektor usaha Lembaga Keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan_ 

Sektor usaha ini rasio PPh Pasal 2lnya menernpati urutan ke 3 dari scluruh 

sektor usaha yaitu 3,24, sementara dari jumlah upah dan gaji sektor usaha lni 

menempati urutan ketujuh dari seluruh sektor usaha. Dari kedua faktor 

pendukung tersebut maka sektor usaha ini menernpati urutan keenam 

perkiraan potensi terbesar dari seiuruh sektor usaha. 

g. Sektor usaha Pengangkutan dan komunjkasl. 

Sektor usaha ini mempunyai jumlah upah dan gaji yang menernpati urutan 

kelima terbesar dari seluruh sektor usaha. sementara dari rdsio PPh Pasal 2J 

sektor usaha ini menempati urutan kedelapan dan nilainya di atas rasio rata~ 

rata yaitu sebesar 2,69. Dari kombinasi kedua faktor pendukung ini maka 

sektor usaha Pcngangkutan dan komunikasi menempati urutan ketujuh 

perkiraan potcnsi terbesar dari seluruh sektor usaha. 

Dari analisa di atas dapat kita lihat bahwa sektor usaha yang mempunyai 

jumiah upah dan gaji menempati urutan terbesar, tidak selalu mempunyai rasio 

pajak penghasitan Pasa121 yang besar, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan 

rata~rata upah dan gaji sektor usaha tersebut tergantung banyaknya pekelja yang 

ada pada sektor usa:ha terscbut, seperti tabel5.4 
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Tabe15.4. Jumlah Upah dan Gaji per Tenaga Kerja Tahun 2005 

Upab &Gaji Jml Tcnaga Kmja Upah&g<ljiflX RnsloPPh 

K<XIel·O Urnil!Jl {mlllar Rp.) (juta orang) "'"""·) _,, 
I l'mli l3.9<.l!t,S9 I 1,50 1,21 

' 1lmaman bahan makanan Lnnnya 26,857.37 2<U2 1,32 

3 Tnnlllltllli peltanian lainnyt1 26.588,9{} M2 4,73 

4 Petcmakan dan hasll-hasilnya 2L470,24 2,45 8,77 

5 1\ehutanan 5.264,47 M3 2,16 

6 P=rikauan JS.4()(J,01 0,50 30,75 

1 Pertru:nbllllgan dan P~~i;m 45.844,63 1,6] 28,21 

• lndustri maiuman, mi.nuiJIWI dan tembakau 61.735,46 0,81 71,32 

9 lndllStri lainnya 164.899,00 9,35 11,64 

10 Pa1gilangan Minyak Burni 37.799.13 0,09 415,69 

ll liruik, gas, dan air bcrsih. 10.&35,.33 (),19 56,67 

12 Boogunan 78J.102,.48. 4,50 l7,34 

13 Pcrdagangan 114.449,.36 16,23 7,05 

14 Restonm dan bo1el 46.0&7,42 2,27 20,33 

" Pengangkutan dan komunikasi 13.747,58 Ml 14,03 

16 
Lembagn lreuangan. usaOO bangunan, dm! 

6/i:\51,03 1,45 45,90 
• asa tw.m.~sahaan 

17 Pertt~:rintl.liltui amum dllrt pctt:umltan 74.325,82 '~' 22,27 

18 Jt~sa.Jil.'la 144.650,55 ?,03 20.59 

19 KegiU!al\ yang !akj~!as batas.w~ya 361},30 O,ll 3~3 

To <ill 95,46 
- ' . Sumber. Badrui Pusat SUJ.l1shk dan ha:al o!al:tan. 

Dari tabcl 5.4 dapat kita Hhat bahwa sektor us aha Jasa-jasa dcogan 

jumlah upah dan gaji tahun 2005 sebesar 144.650 miliar rupiah, akan tetapi 

jumlah pekerja yang bekelja di sektor usaha tersebut sebanyak 7,03 juta orang, 

sehingga rata-rata upah dan gaji yang diterima per orang hanya sebesar 20159 juta 

rupiah/tahun, hallni menyebabkan rasio PPh Pasaf 21nya hanya sebesar 2,55. 

Sektor usaha Perdagangan yang jumlah upah dan gaji t:ahun 2005 

sebesar 114.449 miliar rupiah. dengan jumlah pekerja sebanyak 16,23 juta orang, 

maka rata-rata upah dan gaji yang diterima per orang adalah sebesar 7,05 juta 

rupiahltahun, hal ini menyebabkan rasio PPh Pasa121nya hanya sebesar 2,29. 

Dari tabel 5.4 juga diketahui terdapat beberapa sektor usaha yang 

mempunyai rata-rata upah dan gaji per tenaga kerja yang lebih tinggi dari scktor 

usaha pertambangan dan penggalian, akan tetapi rasio PPh Pasal21nya lcbih kecil 

dari sektor usaha pertambangan dan penggalian, Hal ini dapat disebabkan 

keterbatasan dari data SA.KERNAS, dimana data yang didapatkan melalui survei 
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sehingga tidak dapat mewakili seluruh populasi dan seluruh besaran upah dan gajj 

yang ada dalam sektor usaha tersebut, sehingga angka rasio PPh pasal 21 yang 

didapatkan merupakan hasil perhitungan dari data tenaga kerja dengan besaran 

upab dan gaji yang kecil. Rala~ratn upah dan gaji yang besar tersebut. 

kemungkinan juga dapat disebabkan tingginya kesenjangan upah dan gaji antar 

tingkat jabatan dalam sektor usaha tersebut 

Jumlah upah dan gaji sepert1 pada tabel 5.3 merupakan hasil dari 

dampak perubahan pennintaan akhir tcrhadap Nilai Tambah Bruto berupa upah 

dan gaji. Sehingga besamya penyerapan dari masing-masing sektor terhadap 

permintaan akhir ikut menentukan besamya jumlah upah dan gaji yang tercfpta. 

Besamya penyerapan ini dapat kita. lihat dari komposisi pcrmimaan akhir untuk 

setiap sektor usaha seperti pada tabel 5.5. 

Pada tabel 5.5 diketahui bahwa scktor usaha Industri Iainnya menyerap 

pennintaan akhir bcrupa perubahan inventori dan ekspor barang dan jasa yang 

paling besar dari sek!or yang lalnnya. Sek:tor usaha Pemerintahan umuru dan 

pertahanan serta Jremdasa menyerap seluruh pennintaan akhir dari konsumsi 

pemerintah. Semeotara permintaan akhir pembentukan modal tetap bruto paling 

banyak terserap ofeh sektor usaha Bangunan. Untuk permintaan akhir konsumsi 

rurnah tnngga terserap hampir ke seluruh sektor usaha dengan urutan yang paling 

besar adalah Industri makanan, mlnuman dan tembakau, lndustri lainnya, 

Perdagangan, Jasa-jasa, dan Pengangkutan dan komunikasi. 

Besamya penyerapan perrnintaan akhir pada sektor usaha tersebut 

menyebabkan dampak pennintaan akhir terhadap nilai tambah bruto yaitu upah 

dan gajinya pada sektor usaha tersebut juga besar. Hal ini menjadi salah satu 

sebab perkiraan potens:i PPb pasa121 pada sektor usaha tersebut besar. 
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Tabei 5.5. Prosentase Penyerapan Perrnintaan Akhir Berdasarkan Tabell-0 
Tahun 2005. 

Koru;umsj KcllSI.Imsi Pmn..~<,entukl'!lt 1\:ru!:mhun 

6! 

Ekspor 

Kod\! T-O Sck!ur 

·~"' 
Pc!Th:rinlilh Modnl TtWp luvenlmi llarang dan 

1-.,,.. 1%) 1%1 
""'"' 1%l ''" Ja.'l<l f"/o) 

1 l'rull 0,00% 0,00% 0,00% 6,62<'/t, 

2 Tanrumm bahan makanan laitulyu 6,03% G,OO"/. 0,~ -10,80% 

3 Tanwnan pcsttl!llnn Jain:nyn 0,39% il:,OO% 0,17% .. J,lb% 

4 Pctcmakan dan hasil· hasilnyu !,94% 0,00% 0,0)% -9,68% 

5 Kehulanan 0,15% 0,00% 0,00"/o 1,24% 

6 P~rikanHn 2,80"/o ~00% 0,00% ·4,64% 

7 l'ertambangan dun ~nggalian 0,00% O,OO'V 0,13% 20,62% 

8 
Tndustri maknnrut, minuruan do.n 

19,11% 0.00% 0,00% ~26,45% 
tcrnbak&i 

9 Ind1.1SI.li lainnyll 17,690/a O,OWA 8,50% 101,.88" 

10 Pcngihmg.an m:inyak lrumi 0,05% 0,0001 0.00% 11,91'¥. 

II Listrik, gas, dan air bcmh 1,71c 0,00% 0.00"4 (l,OG"A 

" """""~ ~- 0,00% $$,41'¥ {),00% 

l3 P""-""" 12,12% 0,0001 3,1"' 7,84% 

14 Restoran dan hold 10,02% o.OO%! 0,00% 0,00% 

15 P<mgangktilan dan komunikasi HJ,09% 0,00% 1,03% 2,62% 

16 
Lentbaga kcuan,gan, usaha bangunan, _ 

7,23% 0,00% 0,19% "·""" dan j!l${1. pcrtl$!1hnnn 

17 Pemerintaban umum dan pcrtahan.an 0,11% 61,99% 

···"" 
0.00% 

18 Jt~:sa-jasa !0,6(1% JB,Ol% !)9o/, 0:,00% 

19 Kcgiot.an yang !akjclas balasiUJJl,YJ ·0,06% 0,00% 0,00".1. 0,00% 

Total IOO% 100% 100% lOll% 

Sementara apabila dilihat dari peningkatan perkiraan potensi pajak dari 

tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 5.6. Rata~rata peningkatan perkiraan 

potensi PPh 21 pada tahun 2006 adalah sebesar 24,57 %, tabun 2007 sebesar 

17,5 % dan tahun 2008 sebesar 25,6 %. Peningkatan ini disebabkan o[eh 

perubahan permintaan akhir sesuai dengan data PDB rnenurut jenis pengeluaran 

alas dasar harga berlaku tahun 2006 sld 200& yang mempengarubi jumlab upab 

dan gaji, sementara rasio PPh Pasal 21 yang dipakai dalam perhitungan perkirnan 

potensi PPh pasal21 tetap mcnggunakan data SAKERNAS tahun 2005. 
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Tabel5.6. Pcningkatan Perkiraan Potensi Pajak Penghasifan Pasal21 

Kode !..0 1>d<Jm 
Pcnlngimlan f'cningkalan Pcn!nsklllan 

Tahun 2006 {%) Tahun 2007 (%} Tnhtm 2{){):8: (%} 

,., 

I Padi 25,88 17,44 22.00 

1 Tamunan mtlw:t makanan Lainny<~ 2?,!3 21,39 21,90 

3 Tnnaman pt:rlaniun lainnyu 22,77 18,13 24,04 

4 l'cl<:111aJ..'tlt.l dan hasil·hasilnya 25,74 23,48: 21,80 

' KehUl.nn!lll 24,59 15.41 30,41 

6 Perikanan 26,19 20,95 22,04 

7 Pertambangan dan Pcnggr.~lioo 14,98 11,64 28,39 

• Tndus.lri makunun, minumnn dan tembak:ru 25,05 2.0, II 22,39 

9 lnduslri lainr.ya 21,93 13,74 27.33 

10 Pcngi!angnn Minyok Bumi 18,21 L\,68 27,45 

" Lislfik, JYIS, dilll ait ~ih 25,ll2 17,12 24,27 

12 ""'"'""" 29,5'9 21,84 31,65 

" 
,.,._,., 24,66 !7,37 25,29 

l4 Rc:5toran dan hotel 26,43 l8,1S 23,05 

" Pcngangkul.tm dan komunilmsi 24.43 17,31 24,49 

" 
Lembaga keuangan, tLiaha barlg,umm, danja.su 

25,70 17,84 24,71 
loerusahuan 

17 Pemcrinlahan unmm dan p<:t1ahnnun 29,15 14,58 2{;,30 

" JQ$()-Jast 27,03 17,43 24,15 ,. K~fi_atan ~ tak jelas batasarmya 21,01 14$1 17$1 

Ra1a-rota peningkalan 24,57 17,50 25,60 

Untuk peningkatan permintaan akhir dari tahun 2006 s/d 2008 dapat 

dilihat pada tabel5.7. Peningkatan pennintaan ak.hir dari konsumsi rumah tangga 

besarnya cukup signiflkan dibandingkan pennintaan akhir lainnya, scmentara dari 

prosentase kenaikan sckitar l9 % s/d 3 J o/o, scmentara prosentase kenaikan yang 

mengalami naik turon yang cukup drastis adalah dari perubahan inventorL 

Tabel 5.7. Peningkatan Perrnintaan Akhir 

Perminlaan Akbir 
Peningbtan Tabun 2006 Pcu:ingkaun Tllhun 2007 P~Tahun2008 

(Rp) % (Rp) % (Rp) % 

l Konsumsi Rwnnh Taoggl\ 4S9:ros.658 30.55 4lU4&.l91 19,97 508.955.569 2(1,27 

2 Kunsurru;i Pcmerintah 67.2lUl91 30,43 41.680.213 14,47 87,106.566 26,42 

3 
Pembcrnukan Modal Tetap 
Bruto 

186All.785 3{l,li) 180.42tt569 22,39 31f3.J68.429 38,87 

4 Perobahan Inventori 18.7a6J51 79,62 (43.435500) (Hl2,49) 11.716.975 -827,59 

5 Ei:spot Saraog dan Jasa 59.210.995 6,06 126.657.310 12,22 31J.534.105 26,79 

Towl 811.325.680 23,&5 723.17S.8(13 !6,% 1.299.681.644 26,05 
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Dari data peningkatan permintaan akhir pada tabel 5.7 juga dapat kita 

ketahui bahwa pada tahun 2007 peningkatan permintaan akhir adalah sebesar 

16,96% peningkatnn ini tidak sebesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 23,85% dan 

tahun 2008 sebcsar 26,05 %, hal ini yang mcnyebabkan peningkatan perkiraan 

potcnsi PPh Pasal21 tahun 2007 lebih kecil dari tahun 2006 dan 2008 (Tabel 5.6)_ 

5.2. Perbandingan Perkiraan Potensi Dengan Realisasi Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasa.l21 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang diperolch dari Direktorat 

Teknologi dan lnfurmasi Perpajakan dibedakan per Kelompok. dalam Kiasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia (5 digit), oleh karena itu realisasi penerimaan 

tersebut barns dikonversikan ter!ebih dahulu ke klastftkasi 175 sektor tabel Input 

Output. Seteiah itu realisasi penerimaan tersebut dikonversikan lagi ke klasifikasi 

66 sektor tabel Input Output. kemudian hasii yang didapatkan rlikonversikan lagi 

ke klasifikasi l9 sektor usaha tabellnput Output. 

Realisasi penerimaan klasiflkasi 19 sektor tabel Input Output tersebut 

kemudian diperbandingkan dengan perkiraan potensi yang didapatkan dari hasH 

pengolahan data. Hasif perbandingan antara perkiraan potensi dan realisasi 

penerimaan tahun 2005 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel5.8. 
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Tabel 5.8, Perbandingan Antara Perkiraan Potensi dan Realisasi Penerhnaan 
Pajak Penghasilan Pasal2l mcnurut sektor usaha 

2005 2006 2007 
Poten.si Rcnlitmsi SeliSiil PottMi Ruhrui S¢1i5ih ?Q!tm\i Realirul Sclitih 

miliw: R . miliarR mili111' R . militrRoJ milinrR. miliarR . mlliar Rt.l. rruli:rr R , milinr Rv.' 
141 36 '" 187 I '" 219 ' "' 2&1 " 215 '" 31 "' 4)4 " "' "" "' Ill '" "' {116) '"' "' (:168) 

249 " '" "' "' 21B m " J-11 

" " " "' " " "' " " 
"' " '" "' " "' 39l 4l "'' 4.155 J.!94 961 4.718 4<139 "' 5.33) $0$(, "' 
649 '" (330) "' 1.322 {SJO) 916 1.5l6 (561) 

6.928. 4,941 1,9$7 MAll ~.175 3.21;1 '·"" 5.900 ),109 

L221 "' 108 !.443 '" Klli 1,641) "' "" 346 410 {65) "' 472 (37} 510 "' om 
1.45& 717 141 L889 "' m 2302 l.l9l l llO 

Hill HJ:t '" j,2(•7 2.944 '" 3.835 H33 '"' I.OlJ " '" 1.281 '" UJB 1.514 m l.'.!9! 

2 !19 4.0!:l (LS94) W1 5.[$4 (2.517) 3.093 7.637 (~.544) 

"'" S.62S {3A?5) 2.11J3 6.211 (3lil3) j,,JSS JOA1il {7.2RS) 

225!1: 219 "'" 2.93() " '., l-158 " 3.284 

l.MJ 1.00~ 2.679 4.6?9 I 108 J.m 5A'H 1.224 4.270 

lO 20 (JO) 12 11 I 14 "' i273} 
29.942 1~ 534 SAO& 36.981 2U!S RHiJ 42.&&1 39.548 3.JI!i 

64 

"'" RnliHlliU 

!'otensl Rt.ah51Ui Selisih iPelisih 

mlliAr Ru.) wiliwR i miliu.rR . (milkrRp.) 

"' ' ~66 '" "' l8 "' "' ;55 1.226 (670) (26J) 

454 " 411 "' "' " 102 " 480 5I "' 323 

6848 l'iA02 446 "" 
U94 1.932 {7.H) (SJS} 

1~.2)5 1.340 4 &95 3A66 

2.090 1.,.. 1.026 851 

633 '" (224) 0 l4) 

HS!f l.41il 1.699 Ll29 

4805 4.9l4 (120) 114 
UG2 lOO L561 ""' ).S5J 1U!/J5 {4.95-l.} (J.477] 

H1l \2313 (8341} 
(M55) 

4.241 " 4,14$ M92 
6821 1.462 5.359 3.970 

'" ., (61.\) (&1; 

S4~202 48.41$ UZ6 
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Darl tabet 5.8 diketahui bahwa perkiraan potensi Pajak Penghasilan 

Pasal 21 tahun 2005 adalab scbcsar 29.942 miliar mpiah scmcntara realisasinya 

ada!ah sebesar 24.534 miliar rupiah, berarti ada sekitar 5.408 miliar rupiah 

petklraan selisih potcnsi yang belum tergali. Apabila perkiraan selisih potensi 

tersebut dikurangi dengan scktor usaha yang termasuk kegiatao infomal, yaitu 

padi, tanaman bahan makanan lainnya, tanarnan pertanian Iainnya, petemakan dan 

hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan maka perkiraan selisih potensi adalah 

sebesar 4517 miliar rupiah. Scktor usaha yang mempunyai selisih nominal paling 

besar ada!ah sektor usaha Jasa-jasa, Pemerintahan umum dan pertahanan, Industri 

lainnya, Restoran dan hotel dan Pertambangao dan penggalian, sementara sektor 

usaha lainnya rnempunyai selisih nominal yangjauh di bawah kelima sektor usaha 

tersc:but 

Untuk tahun 2006 perkiraan potcnsi PPh Pasal 21 Tahun 2006 adalah 

sebesar 36.981 miHar rupiah, potensi yang baru dapat digali oleh Direktorat 

Jenderal Pajak adalah sebesar 28.818 miliar rupiah, berarti diperkirakan potcnsi 

yang belum lergali adalah sebesar 8.163 millar rupiah. Apabila sektor usaha Pad~ 

Tanaman bahan makanan Jainnya, Tanaman pertanian lainnya, Petemakan dan 

hasii-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan dikeiuarkan dari perhitungan karena 

dianggap bahwa sektor usaha tersebut rnerupakan kegiatan informal (tidak tercatat 

da!am perekonomian) malca besamya potensi yang belum tcrgali adalah sebesar 

7.124 mHiar rupiah. Perkiraan potensi yang belum terga!i paling besar secara 

nominal adalah di sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintah umum dan 

pertahanan, Restoran dan hotel serta Bangunan, sementara sekror usaha lain 

mempunyai selisih nominal yangjauh di bawah kelima sektor usaha tersebut 

Pada tabeJ 5.8 perkiraan porensi PPh Pasal21 tahun 2007 adalah sebesar 

42.864 mi1iar rupiah, yang sudah menjadi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 baru 

sekitar 39.548 miliar rupiah, sisanya sebesar 3.316 miliar rupiah merupakan 

perkiraan potensi yang belum tergaii oleh DJP. Apabila sektor usaha Padi, 

Tanaman bahan makanan lainnya.. Tanaman pertanian lainnya., Peternakan dan 

hasil-hasilnya, Kehutanan, dan Pedkanan yang sebagian besar kegiatannya 

infonnal. sehingga pendapatan pekeljanya tidak tercatat dikeluarkan dari 
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perk iraan potensi PPh pasal 21, maka masih ada selisth sebesar 2.299 miliar 

rupiah yang be!um tergali. Scktor usaha yang mempunyai selisih nominal paling 

besar adalah scktor usaha Jasa~jasE., Industri lainnya, Pemerintahan umum dan 

pertahanan, Restoran dan hotel, dan Bangunan, sementara sektor usaha lain 

mempunyai selisih nominal yangjauh di bawab k:eJlma sektor usaha tersehut. 

Perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 2 i untuk tahun 2008 adalah 

sebesar 54.202 miliar rupiah. yang telab digali dan menjadl realisas:i penerimaan 

PPh Pasal 21 sebesar tf8.475 miliar rupiah, berarti ada sekitar 5. 726 miliar rupiah 

perkiraan potensi yang bclum tergaii oleh DIP. Sementara apabila selisih 

perkiraan potensi yang belum tergali tersebut dikurangi dengan sektor usaha yang 

didominasi oleh kcgiatan infOrmal yaitu Padi, Tanaman bahan makaoan lainnya, 

Tanarnan pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan 

Perikanan. maka perk:iraan selisih potensi PPh 21 yang belum tergali adalah 

sebesar 4.691 miiiar rupiah. Dar! seiisih tersebut sektor usaha yang paling bcsar 

selisih nominalnya adalah sektor usaha Jasa-jasa, Industri Iainnya, Pemerintaban 

umum dan pcrtahanan. Bangunan dan Restoran dan hotel. sementara sektor usaha 

Ialn mempunyai selisih nominal yangjauh di bawah kelima sektor usaha tersebut. 

Pada tabel 5.8 dilretahui bahwa dari perkembangan tahun 2005 s/d 2008, 

sektor usaha yang mengalami penurunan pada selisih nominal antara perkiraan 

potensi dan realisasinya adalah sektor usaha Pertambangan dan penggalian dari 

tahun 2005 sebesar 961 miliar rupiah turun menjadi 446 miliar rupiah tabun 2008, 

.sektor usaha perdagangan talmn 2005 sebcsar 189 miliar rupiah, tahun 2008 turon 

sehingga realisasinya mefebihi perkiraan potensinya sebesar 120 miliar. 

Sementara untuk sektor usaha yang angka realisasinya diatas perkiraan 

potensi dan mengalami peningkatan pada jumlah selisihnya ada!ah sektor usaba 

tndustri makanan,. minuman dan tembakau yang pada tabun 2005 reallsasinya 

lebih besar dari perkiraan potensi sebesar 330 rniliar rupiah, pada tahun 2008 

meningkat menjadl 738 mUiar n1piah. Sektor usaha Listrik, gas dan air bersih 

pada tal1un 2005 kelebihan realisasi dari perk!raan potensinya sebesar 65 miliar 

rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 224 miliar rupiah. Sektor usaha 

Pengangkutan dan komunikasi tahun 2005 realisaslnya lebih besar 1.894 miliar 

rupiah dari perkiraan potensinya. sementara tahun 2008 selisihnya naik menjadi 
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4.954 mitiar rupiah. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan. dan jasa 

perusahaan pada tahun 2005 besamya selisih antara realisasi dan perkiraan 

potensinya adatah sebesar 3.475 mi1iar rupiah, pad3 tahun 2008 naik menjadi 

8.341 miliar rupiah. Sektot usaha kegiatan yang tidak jelas batasan.'lya tahun 2005 

realisasinya lebih besar dari perkirnan potensi sebesar lO miliar rupiah, pada tahun 

2008 naik menjadi 66 miliar rupiah. 

Semakin mcningkatnya rcalisasi penerimaan dibandingkan perkiraan 

potensinya mengindikasikan bahwa potensi yang berada pada sektor tcrsebut 

teiah dapat tergafi melalui kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh DJP 

sehingga real isasi penerirnaannya mengalami peningkatan. 

Sektor usaha yang mengalami peningkatan pada selisih nominal antara 

perkiraan potensi dan realisasinya adaJah sektor usaha industri lainnya yang pada 

tahun 2005 selisihnya adalah 1.987 mi!iar rupiah, t:ahun 2008 rnengalami 

peningkatan menjadi 4.895 ruiliar rupiah. Sektor usaha Pengilangan minyak bumi 

yang pada tahun 2005 se!isihnya sebesar 708 miliar rupiah, tahun 2008 naik 

menjadi 1.026 miliar rupiah. Sektor usaha Bangunan pada tahun 2005 selisihnya 

scbesa.r 741 milir rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 1.699 miliar rupiah. 

Sektor usaha restoran dan hotel talrun 2005 selisihnya sebesar 987 rniiiar rupiah 

naik menjadi 1.562 rnitiar rupiah. Sektor usaha Pernerinmhan urnurn dan 

pertahanan tahun 2005 selis:ihnya sebesar 2.039 miliar rupiah, tahun 2008 

meningkat menjadi 4.148 miliar rupiah. Sektor usaha Jasa-jasa tahun 2005 

selisihnya sebesar 2.679 miiiar rupiah pada tahun 2008 naik menjadi 5.359 miliar 

rupiah. 

Selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya 

mengindikasikan bahwa potensi yang semakin besar pada sektor usaha tersebut 

belum dapat tergali melalui kcgiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh OJP. 

Apabila dilihat dari rata~rata selisih nominal antara perkiraan potensi dan 

realisasinya, maka apabHa diurutkan dari sek.1:or usaha yang mempunyai seHsih 

nominal paling besar sampai paling kecil adalah sektor usaha Jasa~jasa dengan 

selisih nomina] rata-rata sebesar 3.970 miliar rupiah, sektor usaha Industri Jainnya 

rata-rata sebesar 3.466 miliar rupiah, sek:tor usaha Pemerintahan umum dan 

pertahanan rata-rata sebesar 3.092 miliar rupiah. sektor usaha Restoran dan hotel 
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rata-rata sebesar 1.240 miliar rupiah) sekt0r usaha Bangunan rata~rata sebesar 

l.l29 miliar 1upiab, dan sektor usaba Pengilangan min)'ak bumi rata-rata sebl"'sar 

851 miliar rupiah, semcntara sektor usaha lain selisih nominalnyajauh di bawah 

keenam sektor usaha tersebut. 

Apabila perkiraan potensi dengan realisasinya diperbandlngkan maka 

akan menghasilkan angka rasio cakupan menurnt sektor usaha seperti terlihat pada 

tabel5.9. 

1 
2 

' 4 
5 

6 

8 
9 
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1' 
12 ,, 
14 

l5 

[Padi 

-w; 

TabeJ 5.9. Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal2l 
(Income Tax A11icle 21 Coverage Ratio) 

2005 2006 2007 2008 

23,96 0,75 1.55 '·" 6.88 
23,4: 8.69 8,53 7.09 I 1.93 

; 

o dan 

64:08 ~~·;' ~~,,~~~~·~··: ~ 

150,80 162,74 157,47 161,85 "' 21 

"''""" 71.32 6!.26 61.40 5<.99 6: .49 
41 43.30 41 16 5(,92 " .. 

Li•"'k. .,.,, '""' ,,, b'"'h 118.68 10852 

·:~: l ~ ' , dw"''" 

!Tolru 

~ 48, 

]] ~ 
f 26160 I 23(•,18 121 73 ' m 01 21!2,63 

9,72 ,16 ,!9 
7,26 2: 

16.92 
!,94 9: 

Pada tabei 5.9 diketahui bahwa sektor usaha yang angka rnsio 

cakupannya paling kecil adalah sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan 

dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 3,81%, sektor usaha Restoran dan 

hotel angka rasio cakupan rata~rata.nya sebesar II ,52%, sektor usaha Jasa-jasa 

dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 23;66%, sektor usaha Pengilangan 

minyak bumi dengan angka rnsio cakupan rata-rata sebesar 46,08%, dan sektor 

usaha Bangunan dengan angka rasio cakupan rata~rata sebesar 49,06%, sementara 

sektor usaha Jain rasio cakupannya jauh di atas kclima sektor usaha tersebut dan 
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ada beberapa sektor usaha yang rasto cakupannya di atas I 00 %. Sektor usaha 

yang kegiatannya sebagian bcsar merupakan keglatan informal yaitu Padi, 

Tanaman bahnn makanan lainnya, Tanaman pertanian Jainnya, Petemakan dan 

hasll-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan tidak dimasukkan da!am analisa in[. 

Dari tabel 5.9 angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang mcngalami 

peningkatan, adalah sektor usaha Pertambangan dan penggalian dimana pada 

tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 76,88% pada tahun 2008 naik menjadi 

93,48%. Sektor usaha lndustri makanan, mim.1man dan tembakau pada tahun 2005 

rasio cakupannya I 50,8% naik menjadl 161,85% pada tahun 2008. Sektor usaha 

Pengilangan minyak bumi dari tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 4 I,97%, 

tahun 2008 naik menjadi 50,92% pada tahun 2008. Sektor usaha Listrik, gas dan 

air bersih rasio cakupan tahun 2005 sebesar 118,68% naik menjadi l35,4l% pada 

lahun 2008. Sektor usaha Perdagangan tahun 2005 rasio cakupannya 92,81% naik 

menjadi 102,49% pada tahun 2008. Sektor usaha restoran dan hotel tahun 2005 

sebesar 2,56% naik menjadi 16,12% tahun 2008. Sektor usaha Pengangkutan dan 

komunikasi tahun 2005 ro.sio cakupannya 189,39% naik menjadi 228,67% pada 

tahun 2008. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa 

perusahaan tahun 2005 rasio cakupannya 261,60% naik menjadi 310~01% pada 

tahun 200&. Sekf.or usaha Kegiatan yang tak: jeias batasannya rasio cakupannya 

dari tahun 2005 sebesar 196.92% naik menjadi 465~49% tahun 2008. 

Rasio cakupan yang semakin besar dari tahun ke tahun mengindlkasikan 

bahwa pada sektor usaha tersebut perkiraan potensi yang semakin meningkat 

sedikit demt sedikit telah dapat tergali oleh DJP melalui kegiatan penggalian 

potensi pajaknya. 

Pada tabel 5.9 diketahui juga bahwa terdapat beberapa sektor usaha yang 

nilai rasio cakupannya semakin menurun dari tahun ke tahun adalah sektor usaha 

Industri lainnya yang pada tahun 2005 rasio cakupannya 71,32% turun menjadi 

59,99%. Sektor usaha bangunan yang tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 

49,21% turun rnenjadi 46,38%. Sek:tor usaha pemerintahan umum dan pertahanan 

tahun 2005 rasio cakupannya 9,72% turun menjadi ~170.41 }lada tah.un 2008. 

Sektor usaha Jasa-jasa yang pada tahun 2005 rasio cakupannya 27,26%. pada 

tahun 2008 turun menjadi 21,43%. 
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Rasio cakupan yang semakin menurun dari ta:hun ke tahun pada 

beberapa sektor mengindlkasikan kegiatan penggalian pajak yang belum optimal 

dalam menggali potensi pajak yang semakin meningkat pacta sektor usaha 

tersebut 

Dari hasil pengolahan data perhandingan antara perldrnan potensi dan 

realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 sfd 2008 diketahui bahwa sektor 

usaha yang perkiraan potensinya lebih besar dari realisaslnya dan memiliki selisih 

nominal yang paling besar atau rasio cak:upan PPh Pasal21 terkecH, yaitu: 

a. Sektor usaha Jasadasa. 

b. Sek.tor usaha Industri lainnya. 

c. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertabanan. 

d. Sektor usaha Restoran dan hotel. 

e. Sektor usaha Bangunan, 

WaJaupun pada tahun 2005 sektor usaha Bangunan bukan merupakan 

sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar seperti telah diuraikan 

sebelumnya. akan tcrapi pada 3 tahun berikutnya sektor usaha Bangunan tennasuk 

dalam s.ektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar, oleh karena itu 

secara keseluruhan sektor usaha Bangunan termasuk dalam sektor usaha yang 

rnempunyai selisih nominal paling bcsar antara potensi dan realisasi penerimaan. 

Sektor usaha bangunan juga memiliki angka rasio cakupan PPh pasal 21 yang 

kecil yaitu rata-rata 49,06% 

Sektor usaha Pengilangan minyak bumi yang mempunyai angka rasio 

cakupan yang kecil yaiht rata-rata sebcsar 46.08% dikeiuarkan dari analisa karena 

secara nominal sektor usaha ini jauh lebih kccil dari sektor usaha lndustri lainnya 

dimana sektor usaha Pengilangan minyak bumi mempunyai rata-rata selisih antara 

perkiraan potensi dan rcalisasinya sebesar 851 miliar rupiah, sementara sektor 

usaha Industri lainnya mempunyai selisih nominal rata~rata sebesar 3.466 miliar 

rupiah, walaupun sektor usaba lndustri lainnya angka rasio cakupannya Jeblh 

besar yaitu rata-rata 63,49%. Selain itu angka rasio cakupan sektor usaha 

PengiJangan minyak bumi mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 

41,97% pada tahun 2008 naik menjadi 50,92 o/o, sementara sektor usaha lndustri 

lainnya justru menga!ami penurunan dimana angka rasio cakupannya tahun 2005 
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adalah sebesar 71,32% turun mcnjadi 59,99%. Sehingga pada penelitian ini sektor 

usaha Industri lainnya yang dimasukkan dalarn analisa, sementara sektor usaha 

Pengilangan min yak bumi dikeluarkan dari ana!isa. 

Rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil tersebut kcmungkinan 

disebabkan besarnya prosentase keglaian infonnal dalam sektor usaha tersebut, 

kegiatan informal merupakan kegiat:an yang ridak terorganisasi (unorganized), 

tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar 

(unregistered). Karena kegiatan tersebut tidak terdafiar sehingga PPh Pasai 21 

untuk karyawannya lidak disetor ke negara. 

Perkiraan prosentase pembagian tenaga kcrja pada kegiatan fomtal dan 

informal menurnt lapangan u.saha tahun 2005 sld 2008 dapat kita hitung 

berdasarkan pcneHtian yang dilakukan oleh Fimandy (2004) dan data dari Badan 

Pusat Statistikseperti tabel5.12. 

Tabel 5.1 Q_ Prosentase Pekerja Kegiatan Formal dan Informal Menurut Lapa.ngan 

Usaha Tahun 2005 sld 2008 

Lapm1gan 2005 2006 2007 2008 Rata-r.Ua 

U>aha l:onnal lnfonnal Fonna.l Informal fmrnal lnfunnal Formal fnfonnal Fol'Tfllil Informal 
Pertanian S:,oJ 91,99 s;n 91,67 8,2l! 91,72. 8,09 91,91 tUS 
Pertamlmngan 43,59 56,41 44,64 55,36 44,48 55,52 43,88 56,12 44,15 
lndustri 63,74 36,26 64,72 35,2E 64,57 35,43 64,01 35,99 64,26 

Uslrlk 90,2S 9,72 90,65 9,35 90,59 9,41 9Q,39 9,61 90,48 

"""""""" 45,68 54,32 46,74 53,26 46,58 53,42 45,97 54,03 46,24 

Perdagang(in 21,77 78,23 22.51 77,49 22,39 77,61 21,97 78,03 22,16 
Angkul>n 34,00 66,00 34,97 65,03 34,82 65,[3 34,21 65,73 34,51 

Keuang<m 93,87 6,i3 94,12 5,38 94,08 5,92 93,94 6,06 94,00 

Jasa Lainnya 76,82 23,13 77.57 22,43 17,46 22,54 nm 21,97 n;n, 
Sumber _ Bnpenas, BPS (tclah d1olah kembah) 

Dari tabel 5.12 dapat kita ketahui bahwa sektor usaha Jasa-jasa yang 

masuk dalam keiompok lapangan usaha Jasa lainnya rata-rata prosentlse pekerja 

di kegiatan informal adalah sebesar 22,78 % sementara yang bekerja di kegiatan 

fonnal sebesar 77,22 %. Sektor usaha Industri lainnya yang masuk dalam 

lapangan usaha industri rata-rata prosentase pcketja yang bekerja di kegiatan 

infonnat sebesar 3.5,74 % sementara yang bckerja di kegiatao formal sebesar 

64,26%. 
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Sektor usaha Restoran dan hote1 yang masuk dalarn lapangan usaha 

Perdagangan rata-rata prosentase pekerjanya yang bekerja di kegiatan informal 

adalah sebesar 77,84% sementlra di kegiatan formal 22,16 %. Untuk sekto; usaha 

Bangunan dengan Japangan usaha yang sama, rata-ratn pekerja yang bekerja di 

kegiatan Informal adalah sebesar 53,76 %, sernentara yang bekerja di kegiatan 

formal adalah sebesar 46,24 %. 

Penggalian potensi pajak yang seiama ini telah dilakukan oleh DJP 

adalah mela!ui kegiatan ekstensifika.')i dan intensiftkasL Kegiatan ekstensifikasi 

yang seiama ini telah dilakukan adalah melalui kcgia.tan penyuluhan, penyisiran 

(canvassing) dan kezjasama dengan in~1ansi lain. Kegiatan eksLensifikasi rnelalui 

kerjasarna dengan instansi lain dilaksanakan sesuai dengan Pasal 35A Undang

Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

berupa pcmberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleb 

setiap insiansi pcmerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. 

Kegiatan intensifikasi yang selama ini teJah dilakukan oleh DJP adalah 

mclalui kegiatan pengawasan berupa pemetaan (mapping)~ profile rnasing-masing 

Wajih Pajak, serta melakukan local sectorallsuhsectoral benchmarking dan 

kegiatan pemeriksaan pajak. 

Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilal11kan sclama ini 

oleh DJP tidak menekankan kepada sektor usaha yang mernpunyai perklraan 

potensi penerimaan paling besar. akan tetapi kepada Wajib Pajak pembayar 

terbesar setiap Kantor Pelayanan Pajak, walaupun Klasiflkasi Lapangan Usaba 

Wajib Pajak tersebut bukan tennasuk da!am salah satu sektor usaha dengan 

perkiraan potensi penerfmaan lerbesar. Sepertl kegiatan penggalian potensi pajak: 

melalui pembuatan profile Wajib Pajak yang dilakukan kepada 200 WP terbesar 

penen!U penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak. 

Sek-tor usaha Pemerintaha.n umum dan pertahanan juga memiHki seHsih 

yang besar antara potensi dan realisasinya, setelah dilakukan wawancarn dengan 

nara sumber di DJP diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan kurangnya 

pengetahuan Jari bendaharawan pemerinlah dalam melakukan perhitungan PPh 

Pasal2l. 
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Berbagai pendidikan dan pelatihan telah diadakan di berbaga1 daerab di 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari bendaharawan 

pemerintah, seperti sosialisasi perpajakan bagi bendahara pemedntah yang 

dilakukao di KPPN Benteng. dimana sa!ah satu kesimpulan yang diperoleh dar! 

sosialisasi tersebut adalah bahwa temyata banyak ketentuan perpajakan yang baru 

yang masih belurn diketahui oJeh para bendahara satuan kcrja. Selama ini 

bendahara dalam menerapkan tarif pajak masih menggunakan ketentuan yang 

lama, dan juga mengenai ketentuan administrasi perpajakan lainnya. (Rahman, 

2009) 

Sementara pada acara Sosialisasi dan Optimalisasi Pemotongan 

Pemungutan Pajak oleb Bendaharawan Dalam Rangka Aplikasi PP No 60 Tahun 

2008, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza juga 

rnengatakan bahwa pemerintah mensinyalir banyak pajak-pajak yang tidak 

dipungut dan dipotong oJeh bendahawaran sehingga menjadi temuan aparat 

pengawas, tennasuk BPK.P. Umurnnya, hal itu terjadi disebabkan 

ketidakpahaman, k:etldakdisplinan dan tidak ada suatu sistem pengendalian yang 

jelas di instansi pemerintah. Berdasar itulah pemerintah rnelalui PP 60 tahun 2008 

rnewtYibkan seluruh instaosi untuk melaksanakannya dengan tujuan mernatuhi 

seluruh peraturan yang ada termasuk kewajiban bendaharawan untuk memotong 

dan memungut pajak. (Humas BPKP, 2009) 

Direk:torat Jenderat Pajak selaku pihak yang diberikan wewenang unwk 

mengelola pemunguta:n Pajak Pengha.silan Pasal 21 seharusnya meJakukan 

pengawa...o:an, pembinaan dan penyuluhan kepada bendaharawan pemerintah agar 

potensi penerimaan dar:i sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan ini 

dapat seturuhnya tergali. 

Dari basil perkiraan potensi serta pcrbandingannya dengan realisasi 

penerimaan PPh Pasal 2! diketahui babwa terdapat 2 sektor usaha yang 

mempunyai perkiraan potensi yang besar, dimana pcrkiraan potensi tersebut lebih 

besar dari realisasi pene:rimaannya dengan selisih nominal yang besar serta rasio 

cakupan yang kecil, kedua sektor tersebut adalah : 
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a. Sektor usaha Industri lainnya, yang meliputi : 

lndustri kapuk bersih, benang, lekstil, tekstil jadi kecuali pakaian, barang

barang rajutan, pakaian jadi, permadani, tali dan tekstil lainnya~ kulit samakan 

dan olahan, barang·barang dari kulit. alas kaki, kayu gergajian dan a\vetan, 

kayu lapis dan sejenisnya, bahan bangunan dari kayu, pernbot rurnah tangga 

terbuat dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya terbuat dari kayu, 

gabus, barobu dan rotan, barang anyaman kecuaii terbuat dari piastik, bubur 

kerta~ kertas dan karton, barang-barang dari kertas dan karton, barang 

cetakan, pupuk, pestisida. kimia dasar kecuali pupuk, damar sintetis, bahan 

plastik dan serat sintetis, cat, vemis dan lak, obat-obatan, jamu. sabun dan 

bahan pembersih~ barang-barang kosmetik., barang-barang kimia lainnya, karct 

remah dan karet asap, ban, barang~barang lainnya dari karet, barnng-barang 

piastik, keramik dan barang-barang dari tanah liat, kaca dan barang~barang 

dari kaca. bahan bangunan keramik dan dari tanah liat, barang-barang Jainnya 

darl bahan bukan logam, semen~ besi dan baja dasar, ba.rang-barang dari besi 

dan baja dasar, logam das:ar bukan best.. barang-barang dari logam dasar bukan 

besi~ alat-alat dapur, pertukangan dan pertanian dari logam, perabot rumah 

tangga dan kantor dari logam, bahan bangunan dari logam, barang~barang 

logam laltmya, mesin penggerak mula, mesin dan perlengkapannya, mesin 

pembangkit dan motor Iistrlk. mesin iistrik dan perlengkapannya. barang

barang elektronika. komunikasi dan perlengkapa.nnya, alat listrik untuk rumah 

tangga, perlengkapan listrik lainnya, baterai dan ak~ kapal dan jasa 

perbaikannya. kereta api dan jasa perbaikannya. kendaraan bermotor kecuali 

sepeda motor, sepcda motor. alat angkutan lainnya, pesawat terbang dan jasa 

perbaikannya, alat ukur, topografi, optik dan jam~ barang-barang perhiMan 

alat-afat musik, alat-alat olahraga, dan bamog-barang industri lainnya, 

b. Sektor usaha Jasa-jasa, yang meliputi : 

Jasa kesehatan pemerintah, jasa pemerintahan lainnya, jasa pendidikan swasta., 

jasa kesebatan swasta, jasa kemasyarakatan swasta lainnya, film dan jasa 

disiribusi swasta, jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan. jasa perbengkelan, 

jasa perorangan dan rumah t.angga. 
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Semcntara itu dari pengolahan data tahun 2005 sld 2008, rliketahui 

bahwa ada bcberapa sektor yang secara nominal realisasinya !ebih besar dari 

perk iraan potensi Pajak Penghasian Pasal 21 nya, sektor-sektor usaha tersebut 

adalah Lcmbaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, Pengangkutan 

dan komunikasi, lndustri makanan, minuman dan tembakau, Tanaman pertanian 

lainnya, Listrik, gas dan air bersil4 Perdagangan serta Kegialhn yang tak jelas 

batasannya. 

Apabila dilakukan analisa lebih dalam dengan melihat scktor usaha 

tersebut dalam Klasifik.asi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dapat diketahui 

bahwa beberapa lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha tersebut rnetode 

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal21 nya berbeda dengan metode perhitungan 

pada pegawai tetap seperti yang dilakukan pada pcneUtian in!. Beberapa !apangan 

usaha yang masuk dalam sektor usaha ini dan mcmpunyai mctode penghitungan 

yang berbeda adalah scbagai berikut : 

a. Agcn asuransi, pengolahan data, jasa kegiatan data base, perawatan dan 

reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi. dan komputer, kegiatan lain yang 

berkaitan dengan komputer, penelitian dan pengetahuan ilmu pengeta.huan 

aJam~ penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa 

(engineering), Penelitian dan pengembangan humaniora, jasa periklanan, jasa 

fotografi. Beberapa Iapangan usaha tersebut atas honorarium, uang saku, 

hadiah atau pcnghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, 

beasisw~ dan pembayaran lain sebagai imbaian schubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatannya d!potong Pajak Penghasilan Pasa! 21 dengan 

mengenakan tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas 

penghasilan brutonya. 

b. Aktuarla. jasa konsuJtasi piranti kerns (hwdware consulting)~ ja.sa konsuita.si 

piranti lun~ jasa hukum, jasa akuntansi dan perpaJakan; jasa konsu!tasi 

bisnis dan rnanajemen, jasa konsuitasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa 

(engineering). Lapangan usaha yang tennasuk daiam tenaga ahli tersebut 

dikenakan tarif scbesar 15 % dari perkiraan penghasilan neto, perkiraan 

penghasilan neto adalah sebesar 50 % dari penghasilan bruto. 
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Sektor usaha pengangkutan dan komunikasi juga mempunyai realisasi 

penerimaan lebih besar dari perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasai 2lnya. 

Dari klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha tersebut dapat 

diketahui bahwa ada sebagian penghasilan yang masuk sektor tcrsebut dipotong 

Pajak Pcnghasilan Pasal 21 dengan metode perhitungan yang berbeda dengan 

metode perhitungan pada pega\\'ai tetap seperti yang dilakukan pada peneHtian ini. 

Beberapa penghasilan tersebut antara lain adalah : 

a. Honorarium, uang saku, hadiah atau pengbargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisl. beasiswa, dan pembayaran lain sebtlb~i imbalan 

sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa dalarn bidang telekomunikasi. 

Atas penghasilan tersebut perhitungan PPb Pasal 21nya adalah dengan 

mengenakan tarifPPh Pasal21 atas penghasilan brutonya. 

b. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi~ beasiswa. dan pembayaran lain scbagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagai penasihat,. pengajar, 

pelatih, pcnceramah, pcnyutuh, moderator, peneliti, pengawas, pengelola 

proyek, anggota dan pember1 jasa kepada suatu kepanitiaan~ pesert.a sidang 

atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. Atas 

penghasilan tersebut perhitungan PPh Pasa121nya adalah dengan mengenakan 

tarifPPh Pasal 21 atas pengha.silan brutonya, 

Untuk sektor usaha Jain yang perklraan potensinya PPft PasaJ 2lnya 

lebih kecH dari realisasi penerimaanj diasumsikan bahwa dalam sektor usaha 

tersebut juga terdapat penghasi1an yang metode perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasa! 2lnya berbeda dengan metode perhitungan pada pegawai tetap seperti yang 

dilakukan pada penelitian ini. 

5.3. Perhitungan Income Tax Arficle 21 Coverage RaiW 

Seperti telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya setelah perkiraan 

potensi pajak penghasiian pasal 21 didapatkan lalu di Jakukan perbandingan 

dengan rcatisasi penerimaannya., maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah menghitung rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal2l (income tax article 

21 coverage ratio) setiap tahunnya dengan rumus sebagai berik:ut: 
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ITeR - RPI'h'J.l I 00" l'l'hll ---·-X :rG 
Potrf'h11 

(5.1) 

dimana: 

R PPh 21 = Realisasi penerimaan Pajak Pengbasilan Pasal 21 yang didapat dari 

Direktorat Jenderal pajak 

Pot PPh 21 = Potcnsi Pajak Penghasilan Pasai 21. 

Dengan rumus diatas dapat kita hitung income tax article 21 coverage 

ratio Tahun 2005 s/d 2008 seperti terlihat pada tabel 5,12 

Tabd 5, II Rasia Cakupan Pajak Penghasilan Pasal2l (Income Tax Article 21 
Coverage Ratio) Tahun 2005 sld 200& 

Tatmn Potcnsi (miliar Rp.) Realisasi {miliar Rp.) IcrRI'l'h21 (%) 

Tahun 2005 29.942, I 24.534,1 81,94 

Tahun2006 36.980,6 28.818,0 77,93 

Tahun2007 42.863,6 39.547,8 92,26 

Tahun2008 54.201,5 48.475,2 89,44 
Rata- rata 85,39 

Angka rasio cakupan untuk tahun 2005 adalah sebesar 81,94 %, hal ini 

bemrti dari potensi Pajak PenghasiJan Pasal 21 yang ada yang baru menjadi 

realisasi penerimaan pajak adaiab sebesar 81,94 %. Ini berarti masih ada potcnsi 

PPh Pa<rn.l 21 sebesar 18,06 % yang belum tergali oleh Direktorat Jenderall>njak. 

Untuk tahun 2006 angka rasio cakupannya menurun menjadi 77,93 %, 

yang berarti dari seluruh potensi Pajak Penghasilan PasaJ 21 yang ada baru sekitar 

77,93 % yang menjadi reaiisasi penerimaan pajak. Besarnya potensi Pajak 

Pengh.asitan Pasal21 yang masih dapat digali adalah sebesar 22,07% 

Pada tahun 2007 angka rasio cak:upan meningkat menjadi 92.26 o/"' 

berarti 92,26 % dari seiuruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah 

menjadi reatisasi penetimaan pajak Berarti sebesar 7,74 % potensi Pajak 

Penghasiian Pasal2l yang belum terga!i oleh DirektoratJenderal Pajak. 

Untuk tahun 2008 angka rasio cakup:an menurun Iagi menjadi 89,44 o/..,. 

hal ini berarti dari seiuruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada sebcsar 

89,44% telah menjadi rca1isasi pcnerimaan pajak. Sebesar 10,56% potensi Pajak 

Pengbasilan Pasai 21 yang belum tergali. 
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Walaupun angka rasio cakupannya dari tahun 2005 sld 2008 mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi jik.a dirata-ratakan angka rasio cakupannya 

adalah sebesar kurang lebih 85 %, dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak 

Penghasilan Pasai 21 yang ada telah tergali oJeh Direktorat Jenderal Pajak sebagal 

pihak y.mg berwenang dalam pengelolaan pemungutan Pajak Penghasi!an Pasal 

2 J adalah sebcsar rata-rata 85 %. 

Jika dibandingkan dengan basil pcnelitian Woroutami (2006) yang juga 

menghitung income tax coverage ratio untuk Pajak Panghasilan, dimana hasilnya 

adalah rala-rata sebesar 62%~ maka rasio cakupan PPh Pasal 21 dari hasi! 

pengo laban data pada penelitian ini masih lebih besar yaitu rata-rata sebesar 85 %. 

Dapat kita simpulkan bahwa ras1o cakupan untuk Pajak Penghasilan yang lebih 

kecH pada penelitian Woroutaml disebabkan rasio cakupan dari jenis pajak 

penghasilan lain yang ditcliti yaitu PPh Pasal 2S Orang Pribadi dan Badan, Untuk 

jenis Pajak Penghasilan Pasal 2i rasio cakupannya lebih besar dari PPh Pasal21 

Orang Pribadi dan Badan. 

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan penelitian Martini (2006) yang 

melakukan perbandingan antara pcrkiraan potens.i dengan reaHsasi 

penerimaannya, dik.etahui bahwa rasio cakupan PPh pasal2l yang dihasilkan rata

rata sebesar 90%. Rasio cakupan penelitian Martini lebih besar dari rasio cakupan 

rata-rata sebesar 85% dari hasil pengolahan data pada penelitian ini, sehingga 

perhitungan besarnya perkiraan potensi PPb Pasai 21 yang belum tergaJi jum!ah 

Jebih besar puda peneiitlan ini. 

Universitas Indonesia 

Penghitungan Potensi..., Rita Helbra Tenrini, FEB UI, 2009



6.1. Kcsimpulan 

BAB6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasH pengolahan data dan asumsi·asumsi yang digunakan daJam 

pcnelitian lni dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Scktor usaha yang mempunyai perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasa1 21 

terbesar tahun 2005 sld 2008 adalah : 

l. Sektor usaha lndustri lainnya 

2. Sektor usaha Pertambangan dan pengga!ian 

3. Sektor usaha Jasa-jasa 

4. Sektor usaba Perdagangan 

5. Sektor usaha Pernerintahan umum dan pertahanan 

6. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangurum, dan jasa perusahaan 

7. Sektor usnha Penganglmtan dan komunik:asi. 

Sementara sektor usaha lain mempunyai perkiraan potensi penerimaan yang 

jauh di bawah ketujuh scktor usaha tersebut. 

Ketujuh sektor usab:a tersebut dapat mcnjadi penyumbang terbesar dalam 

pengumpulan pajak yang bemal dari P~jak Penghasilan Pasa! 21. Perkiraan 

potensi dari ketujuh sektor usaha tersebut apabila dijumlahkan dapat 

menyumbangkan lebih dari 75 % dari seluruh perkiraan potensi penerimaan. 

b. Angka rasio cakupan Pajak Penghasiian Pasal 2I (income tax article 21 

coverage ratio) dari tahun 2005 sld 2008 mengaiami fluktuasi setiap tahunnya. 

Rasio tercndah adalah sebesar 77,93 % di tahun 2006, dan tertinggi adalah 

92,26 % di tahun 2007. Apabiia dirata-ratakan maka rasio cakupan PPh pasai 

21 adalah sebesar 85 %. Hal ini berarti masih ada sekitar 15 % lagi potensi 

Pajak Penghasiian Pasal 21 yang belum tergaii oleb Direk_-torat Jenderal Pajak. 

c. Secara sektora.l sek:tor usaha yang perkiraan poLensi Pajak Penghasilan Pasal 

21 tahun 2005 s/d 2008 lebih besar dari realisasi penerlmaannya dan 
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mempunyui selisih nominal yang besar serta mempunyai angka rasio cakupan 

PPh Pasal 21 yang kecil adalah sebagai berikut : 

1. Sektor usaha Jasa-jasa 

2. Sektor usaha Industri lainnya 

3. Sebor usaha Pemerintahan umum dan pertanahan 

4. Sektor usaha Restoran dan hotel 

5. Sektor usaha Bangunan 

Lima sektor tersebut di atas mempunyaj cakupan PPb Pasal 21 yang kecil 

antara perkiraan potensi dan reafisasi penerimaannya, disebabkan : 

1. Proscntase tenaga kerja yang bekerja di kegiatan informal lebih besar dari 

pada kegiatan formal pada sektor usaha tersebut. Berdasarkan peneJitian 

yang dilakukan oleh Fimandy (2004) dan data dari Badan Pusat Statistik 

diketahui bahwa tenaga kerja yang bekerja di k:egiatan informal pada 

sektor usaha Jasa-jasa, lndustri Iainnya,. Restorar< dan Hotel, dan Bangunan 

adalah rata-rata 47,5 °/a. Sehingga potensi PPh Pasaf 21 pada sektor 

tersebut sulit tergali karena kegiatan fnfonnal merupakan kegiatan yang 

tidak terorganisasi (unorganized), tidak reratur (unregulated), dan 

kehanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered}. Jadi walaupun 

kegiatan terSebut ada da!am perekonomian tetapi sui it rnendeteksinya. 

2. Berdasarkan basil wawancara dengan narasumber di DJP dan berita dari 

media elektronik diketahui bahwa selctor usaha Pemerintahan umum dan 

pertahanan rnemiliki rasio cakupan PPh Pasal 21 yang keci1 disebabkan 

kurangnya pengetahuan dari bendaharawan peemrintah dalam melakukan 

perhitungan PPh Pasai 21, ketidakdisiplinan dari bendaharawan 

pemerintah. tidak adanya suatu sistem pengendalian yang jeJas di instansi 

pemerintah~ serta kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil juga disebabkan penggalian 

potenst pajak yang dilakukan oleh DJP selaku pihak yang diberikan 

wewenang oleh pemerintah untuk mengeloia serta memungot PPh Pasal 

21. belum optfmal pada sektor usaha tersebut Ha! ini disebabkan 

kebijakan penggalian potensi pcnerimaan pajak yang dilakukan di DJP 

selama ini tidak herdasarkan kepada sektor usaha yang mempunyai 
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perkiraan potensi yang terbesar akan tetapi kepada Wajib Pajak yang 

menjadi pembaya:r pajak terbesar. Scpertl kebijakan penggalian potensi 

pajak melalui pembmttan profile Wajib Pajak yang dilakukan kepada 200 

WP terbesar pcnentu penerjmaan di Kantor Pelayanan Pajak. 

6.2. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang 

dapat penulis berikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang 

diberikan wewenang daJam pemungut.an dan pengelolaan PPh Pasal 2 I oleh 

pemerintah, adalah sebagai berikut : 

a. Dari data perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 sfd 2008 

dan perbandingannya dengan realisasi pencrimaan, ada 2 sektor usaha yang 

mempunyai perkiraan potensi besar~ dimana perkiraan potensi tersebut lebih 

besar dari realisasi penerimaannya dengan seiisih nominal yang besar serta 

rasio cakupan yang kecil,. kedua scktor usaha tersebut adalah: 

l. Sektorusah.a Industri lainnya 

2. Sektor usaha Jasa~jasa 

Kedua sektor usaha ini dilihat dari perkiraan potensi merupakan sektor usaha 

yang mempunyai perkiraan potensi yang besar, dan dapat menjadi sektor 

unggulan dalam menyumbangkan penerlmaan pajak dart Pajak Penghasilan 

Pasal2L 

Kemudian apabila dilihat dari selisih antara perkiraan potensi dan realisasi 

penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, kedua sektor !ni tennasuk daiam 

sektor usaha dengan seJisih nominal yang besar~ dengan angka rasio cakupan 

yang kecil. Perlciraan potensi yang Jebih besar dari realisasi penerimaannya 

menandakan bahwa masih terdapat potensj pajak yang belum digali. 

Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang untuk mengelola 

pemungutan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 seharusnya lebih menekankan 

kegiatan penggalian pajaknya kepada kcdua sektor usaha ini. 

b. Ses:uai dengan kesimpulan penyebab rendahnya angka rasio cakupan PPh 

Pasal 21 pada beberapa sektor yang disebabkan besamya kegiatan infonnal 
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pada sektor tersebut, maka agar dapat menangkap potensi pada sektor infonnal 

tersebut Direktorat Jenderal Pajak seharusnya melakukan perbaikan-perbaikan 

sebagai berlkut: 

I. Menyempumakan sis!em informasi Wajib Pajak dengan cara 

mengumpulkan data yang terkait dengan setiap Wajib Pajak sehingga data 

transaksi antar Wajib Pajak dapat diketahui. 

2. Dalam pernberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 

oleh setiap instansi pemerintah~ lembaga, a:sosiasi, dan pihak lain sesuai 

dengan Pasal 35A ayat (!) Undang Undang No. 28 Tahun 2007 !entang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pcrpajakan, hendaknya dibuatkan 

Peraturan Pemerintah dan pcraturan pelaksana lainnya. Agar pihak-pihak 

tersebut dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai aturan yang jelas 

tentang tata cara dan waktu penyampaiannya. 

c. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan yang mempunyai rasio 

cakupan PPh Pasal 21 yang kecil disebabkan kurangnya pengetahuan dari 

bendaharawan pernerintah dalam rnelakukan perhitungan PPh Pasal 21. Oleh 

karena itu Direktorat Penyuluhan DJP seharusnya melakukan program 

penyuluhan dan pembinnan khusus kepada bendaharnwan selaku pihak 

pCltlotong pada sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan tersebut. 

d. Dalam melakukan perhitungan atas potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 

potensi pajak lainnya. sebailmya Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya 

menggunakan data internal yang telah ada di Direktorat Jenderai Pajak, akan 

tetapi juga mem:asukkan data-.d:ata perekonomian dalam perhitungannya. Data

data perckonomian dapat menggunakan berbagai survei dan sensus yang 

dilakukan oleh BPS ant.ara lain tabcl Input-Output, SAKERNAS, Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Potensi Desa (Podes), statistlk tndustri 

dan lain~lain. 

Dikarcnakan penelitian ini mempunyai ketcrbatasan, yaitu rasio PPh 

Pasat 21 yang didapatkan dari data SAKERNAS. tidak menggambarkan seluruh 

sektor usaha dalam KBL1. Data SAKERNAS merupakan survey, sehingga ada 

kemungkinan beberapa sektor usaha tidak ikut dalam survey tersebut. Unluk 
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mengisi rasio PPh Pasa! 21 sektor tersebut, maka digunakan rasio PPh Pasal 21 

dari sektor yang mempunyai karakteristik yang hampir sama, diasumsikan bahwa 

untuk sektor usaha yang mernpunyai karakteristik sama mempunyai rasio PPh 

Pasal 21 yang sama. 

Mengingat keterbatasan penelitian tersebut maka penufis ingin 

memberikan saran untuk peneiitian lebih lanjut yaitu agar pendekatan penghasilan 

bruto yang digunakan selain menggunakan data penghasilan dari SAKERNAS. 

juga menggunakan data pengefuaran konsumsi rumah tangga yang tersedia di 

Survei Sosial Ekonomi Nasionat (SUSENAS). Kedua data ini dapat dibandingkan 

atau sebaga.i cross check untuk data penghasilan kotor yang akan digunakan dalam 

penghitungan PPh Pasal 21. Karena pada kenyataannya data penghasilan akan 

lebih sulit didapatkan dari data pengeluaran konsumsi, dan dikhawatirkan data 

pengbasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan kenyataan. 
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Konsumsi Konsumsi 
Kodel..() Urnian Rumab 

Tangza Pemerintah 

! Padi 77.705.291 2.828.005 

2 l"nnnmM hahon makanillllninnya 154,384.170 6.27lt2•17 

3 Tanaman vertanian Jnirmva 66.706.382 3.004.816 

4 Pc~emakan dan hasil-hasilnva 71,853.834 2.868.775 

5 Kchutanan 8.749.717 715.898 

6 Perik~man 75.258.767 2.357.471 

7 Pertnmbnmmn danneorumlian 59.W.Dil 5.901J556 

' lndustri mnkanan minuman dan tembaknu 514.626.195 18.6!0.392 

• Industri lainrtva 555.464.508 49.672.322 

10 Pi:ngjlanp;ru\ minyak bumi 6&,761.673 6.184.683 

II l..istrik. w. dnn air benih 67.976.848 5.97•t3l8 

12 Bangunnn 26.095.949 10.274.215 

13 Pcrduru~rHtan 338.549.054 18.170.457 

14 ResH:mm dan hotel 20L084.183 !4.:596.032 

15 cn!l.lln!!kulan dan komunikn~i 280510.641 20.586.I78 

16 l.cmbngtl kcuangan, usaha han gun an. dan j11sa perusnhaan 261.204.222 18.557.727 

17 Peme:rin!uhtm umum dan oertanahao 4.100.846 137.192.062 

18 lasu~jnsa 255.508.63 t 102.752.132 

19 Kegiahm ynng lak 'clas batasannya s:U.924 96A31 

Pembentukan 

Modal Tetap 
Domestik nruto 

6,l3DI8 

IL73:tso2 

l 1.259.087 

5.968.500 

I l.S60A26 

5.603.892 

5920Ll87 

40.221.126 

290.735.194 

40.6l.llll 

!2.946.747 

536.357.703 

iOL4S3.388 

21.524.683 

58.560155 

64.744352 

613.8l7 

39.57$.640 

515.450 

95 

Lampiran 7 
Dampak Output Tahun 2005 {Juta Rupiah) 

Perubnhan Ekspor Tntal Dampnk 

Barang dan 

Inventori Jasn Output 

752.l3J 22.327.989 !09.750.737 

(2.423.738 21,673.779 191.645.961 

1107.667 36.991.366 ll7 .853.985 
(2.336.220) !3.!68.939 91.523.829 

605.245 8.275.615 29.926,961 

(1.104.039 14.%0.974 97.077.071 

8.145.062 273.607.118 406.530.334 

(6.1Z4.378 147.274.288 714.607.6~2 

I 

32.90!U6& 597.501516 1.526 281.192_ 

:3.932.576 !35.12:.!.609 255.214.653 

935.423 23.o:n.3t2 110.856.646 

348.4:52 !3.797.025 586.873.345 

4.166.430 154.899.196 617.238.525 

932.455 49.912.&47 288.050.200 

2.785.425 [26.615.267 489.057.765 

2.269.156 89.806.984 436.582.442 

24.332 4.!63,354 146.174.&11 

L5ll.165 69.132.347 46K479.915 

38.193 1,092.432 2.635.431 
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Konsumsl Konsumsl 
Kode 1~0 Uraian Rumah 

Tanli!i!tl Ptmerlntah 
1 Padi 9.847.504 JS$.390 

z Ttm11mun bahan makanan lninnva 2L635.485 879.837 

J Temunan pertnnian lainm<a !3.049.552 677.913 

4 Pctemakan dan hasil-hasilnva 16.855.927 672.975 

5 Kchul.nnan L539.179 129.452 

' 1'erikanllfl 12.015570 376.387 

7 Pertambn[lgl)n dan pe11ggnlian 6.728.938 666.209 

• lndustri rnllkannn, minuman dan rembakau 44,458.925 1.607.765 

i ' • Industri lainnya 60.012.205 5.366.582 

10 Pen.u.ilangan minvak bumi 10.184.099 915.996 

11 Llsuik, f!fls, dan air bersih 6.644.[82 583.941 

12 Bnn£unan 3.468.464 IJ6S.566 

13 PerdagarJgrm 62,774.309 3.3159.195 

14 Restoran dan holel 3:tl73.039 2.33$,334 

15 Pengangkutan dan komunik:.si 45.167.537 3.314.765 

l6 Leroba28. kcuruJnu.n, usaha banRunan. dan 'asa oerusahaan 39.697.359 2.820.3-71 

l7 Pcrnerintahan umum dan pertanahan 2.131.561 69.946.150 

18 JilSa-lasa 78.892.312 31.726.338 

'-" ~cgi.utarJy~ng lokji'Jil¥'_!?stnsanrJ)IIl, _ ___ JJ3.87~. ·- 13.l83 
--
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Lt~mpiran 8 
Dampak Upah Dan Gaji Tabun 2005 (Juta Rupiah) 

Pembentukan Perubalmn Ek:spor Banmg Total Dampsk 
ModalTetap 

Domestik Bruto lnventorl dan JRsa Unah & Ga"i 
717.775 95.317 2.8:1.9.601 13.908.588 

1.644-J40 (339,664 3.037376 26.857.373 

2.54!1150 {24.291 8.345.580 26.588.904 

1,400.129 <548.045 3.089.253 2I.470.239 

2.033.b{)2 106.469 1.455.769 5,264.472 

&94.699 (176.267 2.388.620 15.499.()09 

6.676.148 9HL523 30.854.812 45.844.630 

3.474.112 1529.089' 12.723.131 61.13$.464 

31.410.936 5.555.409 64.553.869 !64.899.001 

6.015.094 582.443 20.10!.495 37.799.127 

1.265.439 91.430 2.250.341 10,835332 

7l.288.350 46.l13 LS:B.790 78.002.483 

JlU11.650 772.546 2!1.721.657 ll4A49.358 

3.443.903 149.191 7.985.949 46.087.415 

9.429.312 448.506 20.387A6l 78.747.582 

9JB9.733 344.&62 13.648.708 66.3SIJB3 

312.949 12.507 2.122.649 74.525.822 

!2.219.602 466.596 2L345.700 144.650.549 

78.672 5.221 ___ . ___ l49.3SQ 360.298 
------- --···-· -------······-
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Konsumsi Konsumsi 
Kode l~O Uraian Rumah 

Tanru:~:a Pemerlntah 
1 !'adi !01.444.473 >.688.576 

' Tarmt1W11 bahan rnaknmm luinnyn 20!.54K961 8.188.738 

' Tnnnrnun perta:nlan lninnyn 87.085.366 3.919.191 

4 Pett."l'Tlakan dan hasll~hn:silnya 93.&05.3i9 3.74!.753 

5 Kehutanan 11.422.&59 959.834 

' Perikmmn 98.250.528 3.074.86S 
7 l'cnambungan dan pen'J!~tllllnn 77.898A5l 7.705.375 

s [nduMri makunart. minumlltl dnn \cmbakau 671.845.919 2:4.273.595 

• lndustri !ainnya 725.160.451 64.787.772 

10 Pcf!J!llanenn minvak bumi 89.768.554 !L066.703 

II Listrik, p;as., dan air bersih 88 743.963 7.792.322 

12 Dammm:m 34.068.334 13.400.692 

13 P«dagf!flgan 441.976.726 23.699.787 

14 Restonm dart hotel 262.515.957 19.037.652 

15 Pengngkulnn dan komunikasi 366.207.416 26.850.619 

16 Lembe~ k.:J.Jangan usaha bangunan. dnn insa oorusahun 341.002.!!34 24.204.904 

17 Pemerintahan urnum dunpertrmahlin 5.458.106 ! 78.940.055 
18 Jas,a..jasa 333567,223 134.019.94{ 
19 Kcgilltnn yang takje\ns batasannya 1.087.385 125.775 

Pembentukan 

Modal Tctap 
Dome,qtik Bruto 

7.984.454 

15.264.909 

14.647.711 

7,764.1:!27 

15.039.742 

7.290.483 

77.018.843 

52.326.393 

378.237J51 

52.836.354 

16.843.30] 

697.784.147 

111.987.600 

28.002.921 

76. 18:5.01l 

84.230.323 

798.556 

51.486.637 

7~-8~ 
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Lamplran 9 
Dampak Output Tahun 2006 (Juta Rupiah) 

Perubahan Ekspor Totul Dumpok 
Barang dan 

Jnventori Jnsa Output 

L350.949 23.68L029 138.149.480 

(4.353.413 22.987.174 243.636.370 

{193.386) 39.232,982 144.691.865 

(4.1%216 13.%6.956 I [5.082.69:& 

1.087.115 8:.777.103 37.2~ 

(1.983.027 15.867.585 122.500.434 

14.629.807 290.187.262 467.439.738 

(11.000.>42 156.198.&69 893.644.434 

59.100.583 633.709.132 1.861.003.088 

7JXi3.522 143.947.178 30L682.JIO 

1.680.166 24.418.487 139.478.238 

625.875 14.633.!02 760.512.150 

7.483.560 (64.285.834 769.433.507 

J .674.836 52,937.4R4 364.168.850 

5.003.060 134,2&7.946 608.:534,051 

4.{)75.760 95.249.141 548.762.962 

44.063 4Al5.647 189.656.427 

2.7l4.29U 73.321.654 595,109.745 

___ 6~:~Ql. _ __J_J.5S.§;J1_ 3.!89.035 
--
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Konsumsi Konsumsi 
Kode I-0 Uraian Rumah 

Tanean Pcmcrintah 
I Padl 12.855.944 467.449 

2 TanM1!l.Jl bahan makarum !ainn •a 28.245.[8:5 U47.S74 

3 TMaman oertanian lainnva 19.647.231 884,204 

4 Petemakan dan hasil-hMiln ·a 22.005.459 877.764 
5 Kehmanan 2.009.403 168.84:5 

• Peril:aiWl 1S.6S6.360 490,923 

1 Pcn:ambaniUlfl dan ocncl!:alian 8.784.647 868.939 

' Induslri maknnan, minuman dan tcmbaknu 58.041,250 2.097.013 

9 [ndus!ri lsinnya 78.346.099 6.999.650 

•• Pcngilangan mieyak bumi 13.295.369 1.194.737 

II Lis:trik, !!)lS, dan air bcrsiit 8..673.998 761.636 

12 Bartgunan 4.528.089 L78Lil2 

13 Pcrda~angan 8!.952.l)34 4.394.453 

14 Rcstoran dan hole! 42.001.991 3.045.984 

15 Pcnl!an~utan dan komunikasi 58.%6.344 4.323.459 

•• Lembng1,1 keuangan, usMu bangunan, danji!Sa pcrusalnum Sl.82:S.0!2 3-.678.619 

17 Pemcrintatum umum dan pen:annhnn 2.782.767 91.230.992 

IS Jas~dll.Sa 102.994.1ll 4!.380.767 
19 Kegiaum yang tak jclas banumnnya 14S.660 !7.195 
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Lampiran 10 
Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2006 (Juta RupiahJ 

P'embe.ntukan Perubahan Ekspor Barang Total Dampak 
Medal Tetap 

Domestik Bruto Inventori dan Jas~t Upah & Gaii 

I 

' 
1,011.861 171.204 .:lOOJ.070 17.:507.5291 

2.139.233 (610.090) 3.221.436 34.143.339 

3.304.653 (43,630 8.851.309 )2.643.768 

1.821.522 (984.375 3.276.457 26.996.827 

2.645,6:51 19!.235 1.543.986 65:59.120 

1.163.975 {316.604 2.533.367 19.:558.021 

8.685.4:54 1.649.811 >2.724.:563 52.713.414 

4.520.515 (950.327 13.494.132 77.202.582 

40.864.619 -6.386.072 68.465 728 2iJUl62.168 

7.825.444 1.046.158 2L319.613 44Ji3L321 

1.646.295 164.222 2JS6,703 IJ.632.&59 

92.743.&54 83.186 1.944,914 10L00l.l55 

24.473J5J L387.614 30.462.143 142.669.596 

4.480.407 267.970 8.469.884 58.266.236 

12.267.231 805.588 21.622.908 97.985.531 

l2.80U77 619.427 14.475.797 83.400.031 

407.137 22A65 2.251.218 96.694.638 

15.&91.310 838.080 22.639.215 !83. 749.502 

102.349 9.379 ' 158,400 43:5.983 
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KontiUD\Sl Konsumsi: 
Kode l..O Uraian Rumah 

Tanea Pemeriotah 
1 Pad! 121,700,261 4.222,249 

1 Ta.nnman bahan makannn lainn~ 241 792.977 9 373,509 

3 Tanamnn U«'tanian Jaffinva !04,474.019 4 486231 

4 Peternaknn dan h;u;il·hrt.SilllYil 112 535 841 4,283,120 

5 Kebuliirnln 13,703,702 1.098.705 

6 Periknmm !17,86~569 3 519745 

7 Pemmban.e:an dnn pcnAAn{ian 93 452 718 8.,820 211 

8 lndustri makantm, mirtuman dan tembeknu 8Q5 995.845 27 785 569 

9 Industri lainnya 869 9,55 883 74161,455 

10 Penrilanll&\ min\'t\k bumi 107692.968 9,233.817 

u Listrik. ga~ dan air bernih 106463 793 8,919,738 

12 BunJWI\an 40 ~70.883 15 339,543 

13 ~-, ... 530 227,831 27128 741 

14 R.estman dan hotel 3T4 933,475 21,792.075 

15 Pengan&f9!Ian dan komunikasi 439 329,3&7 30735.444 

16 LembaM keuBnJ,:!tl.ll, usaha ban~nBn, dan "am oerusahiWl 409 092,113 27706,.940 

17 Pemerln!tlhan umum .dan nertanahan 6 547 947 2<W 829,622 

18 Jasa·iasa 400.171,807 !53 410.336 

19 Kei'riutan van-g tak jeias b:at.asannya 1 304.507 143.973 

Pembent.ukan 
ModalTetap 

I>ommik Bruto 
9 772,303 

18:,682,970 

17.927:571 

9,501498 

18407384 

8.922.94i} 

94.264,610 

64,043,120 

462,930,577 

64.667~69 

20.614,790 

854 00!9 324 

J6L54t 762 

34.2Tl.229 

93,244069 

103.,090,8:57 

977.166 

63 {}15,329 

916,275 
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Lampiran 11 
Dampak Outpu!Tahnn 2007 (Ju!a Rupiah) 

Perubahan Ekspor Total Dampak 

&rang dan 
lnventori Jasa Output 

mm 26 515,295 162 236,:533 

103 193 25,796 638 295 754 281 

4,806 44 027.989 170 920.616 

104,286 15,673 91!0 . 142,100,12~ 

127.017 9,849 830 43,032 605 
49,283 17,sru..901 14& 167,439 

1363586 325,653.$89 521.827,541 

273.385 17S 289 3QJ 1,073,387,220 

(1,418 991 711,160 275 2.116,739.199 

1!75~4611 16!540223 342,958 732 

141 756 27 402,884 163,3591448 

115555 16 421 542 926,645,737 

£185,985 184.364 644 901076,994 

141,624 59 407 437 430 364,593 

1124,338 IS0.700452 713,885.014 

(10[.292 H)6.890.372 646,67$.991 

11,095 4 955 )22 2173® 161 

167,457 82.282.936 698.8l2,9St 

{[,70S) 1,300,238 3.663,289 
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Konsumsi 1\:onsumsl 
Kode 1-Q Uraian Rumah 

T•n•ru~ Pemcrintab 
l PRdi t:S.422.938 535.08[ 

' Tanuman bahan ma.kflllun loJrmYa 33.885.004 L313.609 

' Tan<~man jX:tlnnian lainnyu 23.570.266 L{H2J34 

• Pe1emakan dan h&Sil~hasllnva 26.399.369 1.004.161 

5 Kehutanan 2.410.627 193.274 

6 Perikannn 18.818.512 56L951 

1 Pertamban2lln d11.0 nenut~.al\an l0.53iL1W 994.660 

8 IndDs~ri mnkanll!l, miouruan dan tcmhaknu 69.630.558 2.400.415 

9 Industri !ainnvn 93.989,750 8.012,379' 

10 Pengilangan min;lllk bumi I $.950.104 1.367.595 

H Listrik,g;1s. dan air bernih 10.405.967 871.832 

12 BaoJWnnn 5.432,229 2.038.809 

13 Perdngangan 98.3 !5.695 5.030.255 

14 Rcstoran dan hotel 50.388,682 3.486.685 

15 P~ngangkuum dan komuoikasi 70.740.369 4.94K9!Xl 

16 Lembnga keuanrom. usaha bnngunan, dan iasa oerosahaan 62.173.101 4.210.852 

17 Pcmcrlntnhnn umum d!Ul.IJI:rtll11ahM 3.338.412 104.430.557 

" JllSn~·asa 123.559.345 47.367.856 

lY _ IS:~Ibialany~g-~jelos~~~sa~--- __ ---- 1.....- 178:~~~ 19.683 

!00 

Lampiran 12 
Dampak Upab Dan Gnji Tabun 2007 (Juta Rupiah) 

Pcmbentuknt'l Perubnhan Ekspor Barang Total Dampak 
M<JdaJ Tetap 

Domestik Bruto Inventori dan Ja~a Uoah & Ca;; 
L238.433 (4.255 3.367.857 20.560.054 

2.6Ut242 15 162 3.615.155 41.447.! 73 

4.044.619 1.084 9.933.105 33.56L207 

2.229.391 24.1164 3.676.901 33.334.887 

3.238.055 {4.753 1.732.690 7.569.!)94 

1.424.608 7.868 2.842.992 23.655 931 

10.630.267 (41.002 36.724.119 58.846.754 

5532,731 23.618 15.143.368 92,730,690 

50.014.&69 1!58.709 76.833.525 228.691.814 

9.577.-638 126.000) 1.1.925.270 50.794.656 

2.014.927 {4.081 2.678.408 1.5.967.052 

113.510.706 (2.067 2.181.619 123.162,295 

29.953,333 (34.486) 34.185.188 167.449.985 

$.483.643 f6.660) 9.505.063 68.857.413 

[5.014.065 f2l:W2I 24.265.633 l [4.949.036 

15.667.567 (!3.394 16.245.011 98.28l.L37 

498.301 fS58l 2.526.427 1!0.793.138 

19.456.975 (20.828 25A00.152 2[5.769,500 

125.267 (233) 177.760 500.820 
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l<onsurnsi Konsumsi 
Kodc I~O Uraian Rum111t 

Ta!lggfl Pemerintah 
1 Padi !46.372.609 5.331.562 

' Tanrunan bnhon makanan lainnva 290.8!L?76 11,849.533 

3 Tannmru; p;:rtanianlainnya 125.654.084 5.67L275 

4 Petemnkan dan hasil-hasllrwa 135.350.283 5.414.512 

5 Kcl!ut!lnan 16.481.860 1.388.930 

6 Perikruum 141.764.117 4.449.491 

7 Pcnambangan dan penggalian I t2.398A30 11.1:50,081 

8 Induslri makanan, mlnuman dan tcmbakuu %9.395.742 35.125.164 

9 Jnduslri llliinnya I .046.322A28 93.751.301 

10 Pem::ilnnJ!,an ntinyak buml !29.525.612 I!J;i72,942 

11 Listtik. w. dan <~ir bcrsih )28.047.246 11,275.898 

12 BanJ:tunan 49.156.655 t9.39L503 

13 PerrlneAr~nrm 637.?2U56 34.294.834 

14 R~oran rlan hotel 378.?80.079 27.548.481 

15 Peneun~akutan d!Ul komunllmsi 528.394.830 38.854.253 

16 Lcmb!lgn kcuangnn. usnha han,eunnn, danjl!Sll !Jet'I!SahoM 492.027.541) 35.025.765 

17 Pl.lmtrinlahan umum dan oertanahan 7.875.415 258.935.637 

18 Jasa-·asa 481,298,817 193.933.878 
19 Kegiallm :y~~g lakj;:~_bala,<i!lJ}~Y!l. ____ -- -

1.568.971 182.003 

Pembentuksn 

Modal Tetap 
Dome1>tik Bruto 

13.571.062 

25.94.5.548 

24Ji%.504 

13.l97,765 

25.562.835 

12.391530 

130.907.823 

&UJ&.420 

642J:U!Uh2 

8.9.805.193 

28.628.318 

1.186.013.71 I 

.424.3:37.432 

47.596.163 

129.490.571 

143.!65.072 

1.357.294 

87.51 L099 

--·- 1.272:_4~6 

10 I 

Lampiran l3 
Dampak Output Tahun 2008 (Juta Rupiah) 

Perubahtm Ekspor Total Dampak 

.Barang dan 

Inventori Jasa Ouiput 

244.283 33,694.209 199.219.725 

(787.197 32, 7oti. 968 360526.628 
{34.%9 55.822.081 2f2.008.975 

(758.172 19.&72.681 173.076.468 

196.575 12.488.375 StU 18.574 

(358.577 22.576.%3 180.823.524 

2,645.405 4!2.888,745 669.990.484 

{1.989.114 222.245.300 I.JI3.715.5J2 

]0.688.189 901.663JI66 2.695.3[0.046 

1.277.247 204.813.l5S 437.094.\52 

303.813 34.743.490 202.998.765 

I 13.!73 20.820.498 L275.49S.S40 

1.353.200 233.751.721 1.131.458.341 

302.849 75,321.333 529.548.905 

904.668 191.069.660 38&.713:981 

736,991 135.523.861 806.479.2::.0 

7.968 6.282.739 274.459.053 

490.8{16 !04324.654 367.559.254 

12.405; 1.64K54J 4.681.377 
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Konsumsi Konsuutsi 
Kode IMO Uraian Rumah 

Tarl!!!!a Pemcrintab 
l Podi 18.549.637 676.423 

2 TMnmnn bahnn makwum luinnya 40.754.526 1.660.600 

' Tanaman uertanian laintlYfl 28.)48.676 !.279.490 
4 Petemakn.n dan husil-hasilnya 31.751.325 [.270.170 

5 Kehtl!anan 2.899.335 244.328 

' Pcrikanan 22.6U598 710.391 

7 Pertambantmn dan pe_l!ggalian 12.675.227 1.257.400 

8 Industrl makMan, minumnn dM te111baknu &3.746.792 3.034.488 

' lndustri Jainn\'o. 11Hi44.335 10.128.860 

10 Pcngilangan minyak bumi 19.183.675 t.728.847 

II Lisuik, !!as,. d11n Q\r bersih 12.:515.573 Li02.127 

12 Bangunan 6.533.507 2.577.363 

13 Perdflgnng:~l1 118.247,280 6.359.003 

14 ReSiornn dan hotel 60.604.002 4.407.698 

15 Pene.arutkutan dan komunikasi 85.08U96 6.256.272 

16 Leml:!aga k<:tumgan, usahn bi!ngufltm. rlan jnsn p<:rusahaan 74,777.481 5 . .323.154 

17 Pemcdntahnn umum dan oenanahll1l 4.015,210 13:2-0J 6.026 

18 Jasa:-j~1sn 148,608.587 59.S8fJ.13R 

19 J<egi11tan yang tak je!RS batasanoya 214.499 24.882 
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Lampiran 14 
Dampak Upab Dan Gaji Tahun 2008 (Juta Rupiah) 

P-cmbentukan PetiJbahnn Ekspor Barnng Totul Dnmpak 
M"dal Tetap 

Domestik Bruto Inventor! dan Jasa Uoah & Gall 
1.719.845 30.958 4,271ll)29 25.246.892 

3.636..024 (110.3!8 4.SS3573 50.524.405 

5.616.872 (7.889 12.593.957 47.831.106 

1.096.015 (117_998 4.661.859 40.601.373 

4.496.775 34.580 2.196.&38 9.87L856 

[,978.391 {57.249 3.604.564 28.869.695 

14.762.541 298.324 46.561,671 75.55.5.164 

7.68JA54 (171.841 19.199.931 113A92.&23 

69.457.006 1.154.748 97.415.471 291.200.420 

13.300,79.5 189.!69 10334.303 64.736.790 

2.798.184 29.695 3.395.893 19.84L472 

157,635.399 15.042 2.767.293 16!:1.528.604 

41.597.007 250.912 4:U42.619 209.796.821 

7.615.284 48.4:55 12.051.252 84.726.691 

20.850.439 145.669 30.765.841 143.099.817 

21.757.976 112.007 20.596.678 122.567.297 

692.004 4.062 3.203,!99 139.930.501 

no:WA29 151.544 32,21 L879 26'/,872.577 
173.962 1.696 225.37X 640.417 
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Kode 1·0 Urnhm 

I , i I 

103 

Lampiran I) 
PmJlorsJ Permintaan Akhir Sesuai Tabci Input OutputTahun 21}05 

" 
Rumab l'emclintah Modal Tclap l11n:nwri BorJng dan 
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Kode 1-0 u.-~ian 

" 

1 mak:mnn, minum:m d:tn 

; 

' 

J04 

Lampirnn 16 
i"crminta:m Akbir Talum 2066 {Juta Rupiah) 

Penghitungan Potensi..., Rita Helbra Tenrini, FEB UI, 2009



Kode 1·0 Urnhm 

12 
J3 

14 
15 

•• 

'"""I 

i I"'""'" 
I , minyak bumi 

RumohTonm 
- -

-
-
-
-
-
-

479.878.018 

-
-
-

- -

~ ll3 : 

~.,. -

105 

L'llllpimn I 7 
Permintaan Akhir Tahun 2007 (Juta Rupiah) 

Modal Telflj} 

"'"'" 
5.747 

337.924 

-
-

-. 

··~~714;:1--)~ ..... J~"'"7! 

m.m 
12.: 

10!.• 
{13. 
4&.91 

' ' 

{I 

(12 

-
-

(82.551 
. 

635.61 

22!1 

"' "' 
II, 

-
91 
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Kodc t-O Unian 

., 

'makunno, 

I I 

<06 

Lampiran 18 
Penninlaan Akhir Tahun 2008 (Juta Rupiah} 
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Lmnpinm 19 
Konversi dart Gotongao KBLI ke Kefompok KBLI 
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Lampinm J9 (!anjutan) 
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Larnpiran 19 {JanJutan) 
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Lampiran 19 {lanjulan) 
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Lampiran 19 (Janjutan) 
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Lampiran 19 (lanjutan) 
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Lamplran 19 (lanjutan) 
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Lampiran 20 (lanjutan) 
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Lamplran 20 (Janju!.an) 
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Lampi ran 20 (Janjutan) 
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Lnmpiran 20 (lanjutan) 
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Lampi ran 20 (lanjutan) 
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Lampirnn 20 (lMjubm) 
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Lampiran 20 (lanjman) 
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Lampiran 20 (lanjutan) 
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Lampiran 20 (lanjutan) 
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Lampiran 20 (lanjutan} 
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Lampiran 20 (lanju!an) 
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Lampimn 20 (lanjutan) 
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Lamplra.n 20 (JanjtJtan) 
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Lampimn 20 (lanjutan) 
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Lampiran 21 
Konversi dari Klasifikasi 175 Sektor ke Klasmkasi 156 Sektor Tabel lnput Output 

URAIAN 
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Menimbaug: 

llt'DAJ\:Q..UNDANG REPUBLIK ll\'DONESfA 
NOMOR 17TAHUK2000 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1TAHUN 19&3 'JB'..'TANG PAJAK PENGHASJLAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLJK £NOO:NESJA, 

!53 

Babwtl dslam upaya tmtuk lcbih membcrikAfl kcadilllll dsa meningkal.k!m pelayannn kepnda: Wajib Pajak sena agar 
lebih dap:n diciptakan kepastian bukurn, perlu dilak.ukan perubahan terhadap Undang~ undnng 1\:nmor 7 Tahun 1983 
lenung Pajak Pengh\\Sil<tn sabagaimana tetah diubah terakhio dengan Undang--uruiang Nomor 10 Thhun 1994; 

MengingBi: 
1. Pasal 5 ayal (1), Pasal 2(} ayat (2), dan Vasal 23 ayat (2) Undang-Undang Da&arNegam Republik Indonesia 

Tahm1 1945 sebagaimanalelah diubah dengan Perubnban Pcrtama Thhun 1999; 
2. Urtda:ng-!Jfldaog Nqmo-r Q Tahw1 1983 I#!Uing Ketcnhrllfl Umum dan Tma Cttt~.~ Perpajaki.lrt (Lerubaran Negaro 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 94, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang·undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lcrnbaran Negara Republik Tru:lonesia Tallun 
2000 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negam Nomor 3984): 

3, Unda.ng-undang Nomor 7 Tahun 1983 tcnlHrlg Pajak Penghasilan (Lembaran Negarn Republik.lndonesia Tatum 
l983 NQmor 50, Tambahao Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana lelt~h diubah tentkhir dengan Undang
undang Nomor 10 Tshoo 1994 {Lembaran Negam Rcpublik lnd¢l'lesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3567); 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILA.N RAI<YA'r REPUBLIK INDONESiA 

MEMUWSKAN: 
Menetapkan: 
UNDAN(l..I.J7-.,UANG TENTANG PERUBAHAN KETIC'JA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 
1983 'l"'rNTANG PAJAK PENGHASIL.Al,:. 

!'=<II 
Undang~undang Nomor 7 Tahun 1983 leniang Pujilk Penghas.ilan (Lembaran Negam Rcpublik fndonesia Tahun 
19&3 Nomor SO, Tambahflll Lemba.r&n Negara Nomot 3263) y!Ulg Ielah bebcrapa kali diubah dengan Undang~ 
t~il.dsng: 
a. Nomor 1 TahllJI 1991 (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun ! 991 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3459); 
b. Nomor 10 Tahwt 1994 (Lembaran Nega'rtl Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3567); 
diubah sebagai berikut: 

l. Ketentuan Pasa! 2 ayat {I) hurufb dan ayat {6) diu bah, sehingga kese!uruflan Pasa12 berbunylse!mgai berikut: 

"Pasal 2 
{I) Yang menjadl SlJbjek Pajak adalah: 

11. l) ornng prihadi: 
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, meoggantikan yang berhuk; 

b. badao; 
c. bentuk usall11te1ap. 

(2) Subjek Pajak terd!ri dati Subjek Pajak dalam neger:i dan SubjekPajak luar ncgeri. 
(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempa\ tingg(ll di Indonesia atau orang pribadi yang berndn di !ndonesia lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalamjangka waktu 12 (dua be!a.s} bulan, atau orang pribadi 
yang 4ahun suatu tahun pajak bemda di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau brrtempat kedudukm di Indonesia; 
c. warisan ya.ng belum terbagi seba.gai SAIU kesatuan, menggantikan yang bcrhak. 

(4) Yang dimaksud dengan -subyek pajak luar negeti :adalah : 
a. orang pribadi yang berlempat tinggal di Indonesia atau beradu. di Indonesia Hdak lebih da:ri HG 

{sermus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua be!as) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan lidak bertcmpat kcdudukan dl Indonesia yang manjalankun usaha stau melakukan 
kegiatan ou:lalui bentuk usMlA telap di lndi:>nesia; 

b. orang pribadi yang tidak bertempai linggal di indonesia atau berada dllndonesia tldak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hsri dalsm jangka wa!ctu 12 (dua be!as.) bulan, dan harlan yang tidak 
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didirikan dan ti<lak bertempat kedudukan di fndonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
pcnghasi!an dari Indonesia bukan dari menjatankan usaba atau melakukan kegiaum melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia; 

(5} Yong dimaksud do:ngan hcnl.Uk usaha Mtap adBiab benwk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yartg 
tidak bertemp,at tinggal di Indonesia atau berada di lndonesia lidak tebih dari 183 (sera!us delapan puluh 
tiga} hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang t!Uak didirikan dru1 tidak bertempat 
kedudukan dt Indonesia yang dapat berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen; 
b. cabangperusahaan~ 
c. ka.ntor perwakllan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f_ bengkel; 
g. perte.mbangan dan pengga!ian sumber alam, wi!ayah kerja pengebotM'i yang digunakan untuk 

ekspll;uasi pe:rwmbangan 
h, perikanan, pelemakan, pcrtanian, perkebunan, a!au kehutanan; 
i. proyek konstrksi, imaa!asl, ateu proyek peraldtan; 
j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 

60 (enam puluh) bari darijangka waktu 12 (dua belas} bulan; 
k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 
l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak benempat kedudukan di 

Indonesia yang menerima premi asurnnsi atau menanggung risiko di Indonesia. 
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oJeh Direktur Jenderal Pajak 

menu rut keadaan yang sebenarnya." 

2. Ketentuan Pasai.J hurufb, huruf c. dan buruf d diu bah, sebingga keseluruhan PxsaJ 3 berbunyi sebagai berikut; 

''Pasal3 
Tldak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 
a. badan perwakilan negara asing; 
b_ pejabat-pejab.at perwakilllll dipJomatik, dan konsula! .'lUlU pcjtd:tat·~jabat Jain dari negura asing, dan orang

orang yang diperbantukan kepada mereka. yang: bekerja pada dan bertempat tinggal bernama-sama mereka,. 
dengan syarot bukan warga negara Indooesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannnya te:rsebut serta negara y3ng bersa11gkutan m~~:mberikan 
perlakuan timbai balik; 

c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. dengan syarat: 
I) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebul~ 
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain Wltuk mempero!eh penghasilan dati Indonesia selain 

pemberlan piojaman kepada pemerlntah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 
d. pejabat-pejabat peovakilan organisasi Inte:masional yang dltetapkan dengan Kcputusan Menteri Keuangan 

dengan sye:rnt bukan warga negam Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerja.ao iain 
untuk memperoleb penghasilan dari lndonesia:.'' 

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (l} hurufk, burufo, dan ayat (3) ht~rufa dan lruruff diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
4 berbunyi sebag.ai berikut: 

"Pasat4 
(1) Y 8J'lg menjadi Objek Pajak adaJnh penghasilan yaitu setiap t<unbahan kema;npuan ekonomis: yang dilerima 

atau diperolelt Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapa:t 
dipakai untuk konsumsi a!Jlu untuk menambah kek.ayaan Wajib Pajak ya11g bersangkutan, dengan nama dan 
da/am bel'ltuk apapun, tennasuk: 
a. penggantiao atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ntau diperoleh termasuk 

gaji, upah, tunjangao, honomriwn. komisi:, bonus, gratifikasi, uang pensiun. atau imbalan dalam henluk 
Ialnnya., kecuali ditentukan lain dalam Unda.ng-undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pckerjaan alau kegiatan, dan penghargaan; 
c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihe.n harta termasuk: 

I) keuntungan karena pengaliban harta kepada perseroan. persekutuan, dan badan lainnya sebagai 
pengganti saham atau penyerto.an modalo 

2) keuntungan yang diperole!l persetoan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta 
kepada pemegang sahnm, sekutu. atau angg<~ta; 

3} keuntungan karena Hkuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pcmecahan. a!au 
pengambilalihan usaha: 

4} keuntuugan karena pengalihan 11arta berupa hibsh bantu:an atau sumba.ngan, kecuali yang 
diberikan kepada keluarga sedarah. dala.m garis ketuttlnan lurus satu derajat, dan badan keagamaan 
atau badan pendidikan atau badao sosial a.tau pengusaha kecil termasuk kopera.si yang dttetapkan 
oleh Menteri Keuangan. sepanjang tidak ada hubungan dengan usaba, pekerjaan, kepcmilika11 atau 
penguasaan antara pihak·pibak yang bersangfwtan; 
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e. penerimaan kembali pembayaran pujak yang telah dibebankan sebagai biaya; 
f. bunga termasuk premium, diskot>lO, d.-n imbalan karona jaminan pengembalian utang; 
g. dividetl, dengan nama dan dalam bentuk apapun tennasuk dividen da.ri perusahaan asoransi kepada 

perncgang polis, dan pemliagian sisa hast! usaha ko(Xlrasi; 
h. royalti; 
i. sewa dan penghasilan rain sclmbungan dengan penggunaan harta. 
j, penetimaan atau perolehan pembaynran betkala; 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecualt ssmpai dengan jum!ah tertentu yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pe~erhu.ah; 
I. keuntungan kerena selisih kurs ma!a .Jang asing; 
m. selisih lebih karena: JX)nilaian kembaU aktiv:.; 
n. premi asuransi; 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dar! Wajib P~ak yang 

menjalankan usaha ate.u pekerjaan bebas; 
p. tambahan kekayaao neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabuogan-tabungan lai'nnya, pengbasilan dari transaksi saham 
dan sekuritas lainnya di bursa cfek, penghasilan dari pengalihan harta lxrupa tnnah dan a tau bangurum serta 
penghasilan tertentu lainnya., pengenaan pajaknya dlatur dengan Peraturan Pemerintah, 

(3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah~ 
a. I) bantuan sumbangan, tcrrnasuk zakat yang diterima o!eh badan amil za.kat atau lcmbaga ami! zakat 

yang dibcntuk atau disahkan o1eh Pemerinlah dan pam: penerima zakat yang berhak; 
2) harte hibahan yang diterima u!eh keluarga sedarah dalam garis ket\lrunan lurus SafU derajat, dan 

oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosiat atau pengusaha kecil tennasuk 
lwperesi yang ditetapka:n oleh Menter! Keuangan; 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak 
pihak yang bersangkutan; 

b, ~11risan; 

c. harta tennasuk setoran lunai yang diterima oieh badan sebagirimana dirnaksud dalam Pasa! 2 ayat (l) 
hurufb sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjasn atau jasa yang diterima a tau diperoleh dalam 
bentuk natura dan alau kenikmalan dari Wajtb Pajak atau Pemerintah; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, 
asuransi ke<:etakaan. asuransi jiwa,. asur.ms.i dwiguna, dan nsuransi bea siswa; 

£ dividen atau bagian laba yang dittrima a tau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam 
negeri, koperasi. Badan Usaha Mi1ik Negara. atau Bad;an Usaha MHik Daerah, dari penyertaan modal 
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukun di Indonesia dengan syarat: 
1) divlden berasal dari cadangan laba yang dite.han; dan 
2) bagi perscroan terbatas, Badan Usaha MUik Negara dan Badan Usaha Milik Daernh yang 

menerlma dividen, kepemilikan saham pada badan yang rnemberikan dividen paling rern:lah 25% 
(dua puluh lima persen) dari jum!ah modal yang dlsetor dan harus mempunyai usaha ektifdlluar 
kepemllikan saham tersebul; 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang penditfannya telah disahkan oleh Menter:! 
Ke~n. baik yang dib;~:yar ulch pernbcri kc!ja maupun pegawai; 

h. pen,ghasilan darl modaJ yang ditanamkan oleh dana pem:iun sebagaimana dimaksud pada huruf g, 
dalam; bidang-bidang lerleniu yang ditetapkan dengan Keputusan Mentecl Keuangan. 

i bagian laba yang diterima atau diperoieh anggota dati perseroan komunditer yang modalnya tidak 
terbagi atas suhanKabam. persekutuan, perkumpulan, tinna, dan kongsi; 

j. bunga <1bligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama S (lima) tahun pcrtama 
sejak pend!rian perusahaan atau pembtrian ijin us:aha; 

k. penghasilan yang diterima at.au diperoleh pcrusahaan modal ventura betupa I:Qgian laba dari badan 
pli:Sangan us aha yang didi.rikan dan menja!ankan usafta atau kegiatan di Indonesia, dengun sya~<~:t bltdan 
pasangan usaha tersebut: 
l) merupakan perusahaan kecii, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektorwsektur 

usaha yang ditetapkan de11gan Keputusan Menteri J<euangan; dan 
2) s:ahamnya tidak diperdaga11gkan dl bursa efek di Indonesia," 

4. Ke!entuan Pasal 6 ayat (I} hlltUfa, hurufe, dan ayat (2) diubah, serta ditambah I (satu) hurufyaitu hurufh, 
sehlngga kcseluruhan Pasal6 berbunyi sebage:i berikut; 

"Pasal6 
(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan 

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 
a.. biaylil. untuk mendapatkan, menagih., dan mcmelihara penghasitan, termasuk biaya pernbellan bahan, 

biaya berkenaart dengan peketjaan atau jasa tennnsuk upah. gaji, honorarium. bonus, gratifikasi, dan 
turijangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalaoan, biaya pengolahan 
limbah, prerni asurnnsi. blaya admin.istrasi, dan pajak kecuatl Pajak Penghasil:an; 
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D. penyusutan &hiS pengeluaran unluk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas penge!uaran untuk 
memperoleh bak dat1 at.as biaya lain yang mempunyal masa. man!hat Jebih darJ I (satu) tahun 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dRn PasalllA; 

c. iuran loopada dana pens:iun yang pendiriannya te!ah disahkaa oleli Menteri Keuangan; 
d. keruglan karena penjualan atau pengalihan harte. yang dimWki dan dtgunakan <lalam perusahaan atau 

yang dimi!iki untuk mendapatbn, menagih, dan memeUIJara penghasilan; 
e. kerogian dati sclisib kurs mala uang asing; 
f. biaya penelitian dan pengembangan pcrusahaan yang dilakukan di Indonesia; 
g. biaya bea stswa, magat~g, dan pelalihan; 
h. piutang yang nyata"''tyata tidak dapal ditagih, dengan syerat: 

I} telah dibebankan sebag_ai b!aya daiam laporan laba rugi komersial; 
2) teluh diserahkrm perka.ra penagihannya kepada. f'engadilan Negeri atau ~Badan Urusan Piutang dan 

Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutangl 
pembebasan utang antara lueditur dan debitur yang bersangkutan; 

3) telah dipublikasikan dalam penetbitan umum atau khusus; dan 
4} Wajib Pajak hams menyerahlam dafi.ar pjutang yang tidak dapat di!agih kepada Direkt:arat 

Jenderal Pajak; 
yang pelaksanaannya dia.tur Iebih tanjut dengan Keputusan Direktut Jenderal Pajak. 

(2) Apabf!a penghasi!an bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugien, 
maka kcrugian tcrsebut dikcmpensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut 
sampai dengan 5 (lima) tabun. 

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dali.llll ncgeri dibedkan pcngurangan berupa Penghasilan Tidak 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

S. Ketentuan Pasal i ayat (I) dan ayat (3} diu bah, sehingga kesel~m~han Pass.! 1 berbunyi sebagai berik:ut: 

"Pasal7 
(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak dlbcrikan sebeM!r; 

a. Rp 2,8$0.00(},00 (dua jute delapan ratus delapan puluh ribu rupiah} untuk diri Wajib Pajak orang 
pribadi; 

b. Rp 1.440.00(},00 (satu juta empat tall,I.S empat pulub dbu rupiah) tambaban untuk Wajib Pajak yang 
kawin; 

c. Rp 2.880.000,00 (duajuta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk secrang isteri yang 
penghasilannya digabung dengan penghasl!an suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1); 

d. Rp 1.440.000,00 {satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambaban untuk setiap anggota 
kelu.arga sedarah dan keluarga sernenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi 
tanggungan sepcnuhnya., paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

(2} Pencrapan ayat ( l} ditentukan oleh keadMll pada awal tahun pnjak n:ta.u awal bagia:n t:a.hun pajak; 
(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tldak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

dcngan Keputusan Menteri Keuangan." 

6. Ketentuan Pasal 9 ayat ( l) huruf e. huruf e, dan huruf g diu bah. sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai 
bcriirut : 

"Pasat9 
(l) Untuk mencntukan bcsamya Penghasilan Kcnn Pajak bllgj Wajib Pajak da!am negeri dan bentuk usaha 

tetap tidak bnleb dikurangkan: 
a. pembagian !aha dengan nama dan da!am bentuk apapun seperti dividen, termssuk dividen yang 

dibayarkan oleb perusahaan asuransi kcpada: pemegang polis, dan pembagian sisa basil usaha koperasi; 
b. biaya yang dlbebankan a!.au dikelua:rkan untuk kepentingnn pribaili pemegang saham. sekutu, atau 

anggota; 
e. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagfh untuk usaha bank 

dan scwa, gun a usaha dengan hak opsi, cadangan unluk usaha llSUransi dan cadangan biaya reldamasi 
untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat..syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Kcuangan; 

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kccelakaan, asuronsi jiwa. asuransi dwiguna, dan asuransi bea 
siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak urang pribadi, kecuaUjika dibayar oleh pemberi kerja dan premi 
tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. penggantian atau imbal<tn sebubungan dengan pekeQaan a!aujasa yang diberikan dalam bentuk natura 
dan ke11ikmatan, kecuali penyediaan makanan dan mtnuman bagi seluruh pegawai serta penggantian 
atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pckerjaan yang ditetapkan dengan Keputuaan Menteri Keuangan; 

f. jumlah yang melebibi kewajaran yang dibayarkan kepsda pemegang saham atau kepada pihak yang 
mempunyal hubungan istimewa sebagai imbalan sebubungan dengan pekerjaan yang dilak:ukan; 

g. harta yang dJhfbahkan,. bantuan atau sumbangtm, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 4 
ayat (3} hun)f a dan huruf b, kecuaU ukat atas penghasill'ln yang ny;da~nyata dibayarkan oleh Wajib 
Pajak orang pribadi pemeluk agama Jslam dan atau Wajib Pajak badan d.e!am neg_eri yang dimilfki oleh 
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pemeluk agama Islam kepada badan amil z.akat atau lembaga ami! zakat yang dibentuk atau disahkan 
oleh Pemerintalt; 

h. Pajak Penghasilan; 
i. bia.ya yang dibcbank«n a!lttt dikcitutrkan untuk kepcntingan pribadi Wajib Pajak atau orvng yB.llg 

menjadi tanggungannya; 
j. gaji yll!lg dibayatkan kepada anggota perse:kutuan, firma, alau perseroan komanditer yang modalnya 

tidak terbagi atas saham; 
k. sanksi administrasi berupa i:mnga, denda, dan kenaikan serta sa.nksi pidana berupa dem:la yang 

berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajaken. 
(2) Per;geluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelibara pengbasi:lan yang mempunyai masa manfuat 

Iebih dari I (satu) !ahun tldak dibotehkan untuk dibebankan sekaligust melainkan dibebankan mela!ui 
penyusulan .a~au amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a tau Pasal t 1 A" 

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayst (3}, ayat (4}, ayat (7}, ayat (9}. dan ayat (I i) diubah, sehingga 
keseluruhan Pasalll berbunyi sebagal berikut: 

I. 

u. 

"Pasall J 
(l) Penyusutan etas pengeluaran untuk pembelim, pendirian, penam!mhan, perbaikan, atau perubahan harta 

berwujud, kecuali tanah yang berstalus hak rnilik, hak guna bangurtan, hak gun a usaha, dan bak pakai, yang 
dimiliki dan digunakan untuk mendapatktm, menagih, dan memeliham penghasilan yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari I (satu) tahun dilakukan dalam baginn-bagian yang samn besar sclama mesa manfaat 
yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 

(2} Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebaga!mana dtmaksud dalam ayal (I) seJain ban gun en. dapnt 
juga dilakukan dalarn Ngian-bagian yang menurun selama masa rnanfnat. yang dihitung dengan earn. 
menerapkan tarif penyusu!an atas nilai sisa buku, dan pada ak!Ur masa manfaat nllai sisa buku disusutkan 
sekalig.vs, dengan syarat dilakukan secara taat asas. 

(3) Penyusu1an d!mulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali unluk harta yang mnsih dalam proses 
pengerjaan, penyusulannya dimulai pada bulan s.elesainya pengerjaan hart a tersebut 

(4) Dengan persetujuan Direklut Jenderal Pajak. Wajib Pajak diperkenankan. melakukan penyu.sutau mulai 
pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengbasilan at11u pada 
bulan haria- yang bersangkul.an mulai menghasi!kan. 

{5) Apabila: Wajib Pajak me1akukan penilaia:n kemball aktiva: berdasarkan ketentuan sebagaimana dimnksud 
dalam Pasal 19, make dam- penyusuta:n ata.s harta adelah nilai setelah dilakuka.n penilaia.n kemba!i ak:ttva 
terse but. 

(6) Untuk rnenghltung: penyusut.an. mesa manfaat dan tarif penyusutan harta bem·ujud ditet.apkan sebagai 
bcrikut: 

Kelom k Harta BCfWIJJt!d Masa Manfaa( TarifPenyusutan sebagaimana 
dimaksud dalam 

Ayat (l) Ayot{2) 

Bukan bangunan 
Kelompok 1 4 Tahun 25% 5{)"/, 

Kelompok2 8Tahun 12,5% 25% 
Ke1ompok3 16Tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok4 20 Tallun 5% IlJ'/o 
Bangumm 
Penn...,. 20Tabun 5% 
Tidak Pennanen 10 Tahun 1{1"/o 

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (l), ketentuan tentang penyusutan atas harta 
belWtljud yang .dimHiki dan digunakan dalam usaha tertentu, dilelapk:an de-ngan Keputusan Menteri 
Kcuanga.n. 

(8) Apabila tetjadi pengatihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (I) hurufd atau 
pena:rikan harta karena sebab lainnya. maka jumlah nilai sisa buku barta te.rsebut dibebankan scbagai 
kerugian dan jumiah harga jual atau penggantinn asuransinya yang di!.erima atau diperoleh dibukukan 
sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut 

(9) Apabila basil penggantian asuransi yang aken diterima jumlafmya baru dapat diketahui dengan pasti di 
masa kemudian, mllka dengan ~ttljuan Direl1Ur Jendetal Pajak jumiah sc&esar kerugian scbagaimana 
dimaksud dalam ayat {8) dil:rukukan st:bagai beban masa lremudian terSe but 

(10) Apabila terjadi pengaiihan barta yang memenuhi syamt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
hu:ruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujw,i, maka jumlah nl!ai slsa buku harta tersebut tidak boleh 
dibebankan sebagai kerugian bagi plliak yang mengalihkan. 

(tl)Kelompok harta betwvjud sesuai dengan masa.mant"aat ~bagaimana dimaksud dalsm ayat (6) ditetapka.n 
dengan Keputusan Menteri Keuangan." 

8. Ketentuan Pasal llA ayat (l), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehinssa kese!uruhan Pasal IIA 
berbunyi sebagai berikut: 
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"Pasal 11A 
(l) Amortisasi e.ta.s pengeluaran untuk mempcroteh harta tak berwujud dan pcngelullf'1!:fl lainnya termasuk 

biaya pcrpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan bak pakai yang mcmponyai masa manfaat 
lebih dari I {satu) tahun yang dipetgunakan untuk mendaputksn, menagih. dan mcmdihaea penghasilsn, 
di!akukan dalnm bagfan·bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurnn se!ama masa 
manfaat, yang dillitung dengan clllll menerapkao tarif amnrtisasi atas pengeluamn ternebut atau a1as nHai 
sisa buku dan pad a akhir masa manfaat diarnortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan sooara taat as as. 

(2) Untuk mengbitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi d!tetapkan sebagai herikut: 

Kelomock Tak Berwu·ud Masa Manfaat Tarif Amortisasi 
berdasarkan meta de 

Garis Lurus Saido Menun.m 
KeJompok l 4 tahun 25"10 50% 
Kelompok2 3 fahun 12,5% 25"10 
Kelomook3 16 talmn 6,25% 12,5% 
Kelom k4 20 tahun 5% Hl% 

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada lahun 
te:rjadinya peogeluaran atau diarnortisasi sesuai dengan ketentunn sebagaima.'la dimaksud dalam ayat (2). 

( 4) Amortiasi atas pengeluar.m untuk rnt.:mperoleh hak dan pengeJuaran lain yang mempuoyai mas a manfaat 
lebih dati I (sa[u) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan 
metode satuan produksi. 

(5j Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimak,sud daiam ayat {4), 
hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber slam serta hasll alam lainnya yang mempuny.ai masa 
manfaat lebill darj I (satu) talmo, dilakukan deng<~.n menggunakan metode sat\laf! produksi paling llnggi 
200/o (dun pulub persen) setahun. 

(6) Pengetuamn yang dilaku!c:an scbe!um operasl komersial yang mempunyai masa manfuallebih dari 1 (satu) 
tahun, dlkapilalisa.'lidan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam ayat 
(2). .. 

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berw.gud atau hak-bak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, ayat (4), 
dan eyat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak..Jtak lersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah 
yang d.iterima sebagai penggantian merupakan pcngha.sitan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. 

(8) Apabila terjadl pengalihan haria yang memenuhi syarat sebagahnana dlmaksud dalam Pssal 4 ayat (3) 
huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, make jumlah nil at sisa buku hart a terse but tidak boleh 
dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yangmengalihkan.". 

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat {4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga 
keseluruhan Pasal t4 berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal14 
(1) Nonna Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempumakan 

terus-menerus serta dhwbitkan oh:h Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredar:an brutonya da!am satu tahun kurang dari Rp 600.000.00!MO 

{enam rntus jutu rupiah}, boieh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto sebagaimana dirnaksud da1arn ayat (1 ). dengan syarat memberitahukan kepada Direktur 
Jendera! Pajak da!am jang:ka waktu 3 (tiga} bulan pertama darl tatum pajakyang bersangkulan. 

(3) Wajib Pajak sebagalmana dimaksud daiam ayat (2) yang mcnghitung penghasilan netonya dengan 
menggunakan Nonna Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencntatan sebagaimana 
diatur dalam Undang·undang tentang Ketentuan Umum dan lata Cara Perpajakan. 

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimllksud rlntttm ayat (2) yang tidak membcrltahukan kcpada Dircktur Jemkral 
Paj<:~k untuk menghitung penghasihm net.o dengan mengguna.kan No.rma Penghituogan Penghasilan Neto, 
dianggap memUih menyelenggarakan pembukuatt. 

(5) Wajib Pajak yang wajib menyclenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
datam ayat (3) dan ayat (4), yang temyata tidak: atau tidak sepenuhnya rrenyelenggal'ilknn p!:neatatnn atau 
pembukuan atau tidak m~mperliha(kan peneata:!an alau pembukuan atau bukti·bukti pendukungnya, 11'Ullta 
penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Pcnghasiian Neto atau cara lain yang 
dltetapka.o deflgan Keputusan Menteri Keuangan, 

(6) dihapus. 
(7) Besamya peredaran bruto sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) dapat dhrbah deogan Keputusan Menter! 

Keuangan , .. 

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (I), ayat (2), ayat {3), ayat {4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga kcseiuruhan 
Pasal 17 berbunyi sebagai ber1kut: 

"Pasall7 
(I) Tadfpajak yang ditempkan atas Pengha:silan Kena Pajak bagi: 

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut; 
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LapisanPen ilan k:ena Pajak Tarifl'a' ak 
Sarnpai deogan Rp 2S,OOO.OOO,OO 5% 

. (dua tmluh lima !uta ruoiah) (Hmape"""l 
di atas Rp 25.000.000,{)0 (dua puluh lima 10% 
juta rupiah) s.~1 Rp 50.000.000,00 (lima (sepuluh persen} 
nuluh iuta ruo!ab 
Di atas Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta 15"/o 
ruplal:;} s.d Rp 100.\lOO.OOO,OO (seratus juta 
rupiah) 

(lima belas persen} 

Di atas Rp HIO.OOO.OOO,OO {seratus juta 25% 
rupiah) s.d. Rp 2M,OOO.OOO,{l0 (dua ratus (dua puluh lima persen} 
'uta rupiah) 
D! ates Rp 200.000.000,00 (dua ratus jula l5% 
rupiah] (tiga puluh lima persen) 

b, Wajib Pajak badan dalarn negeti dan benluk sebagai berikut; 

La isanPen hasilanKenaPa'ak TarlfPa"ak 
sampal dengan Rp SO.OOO.OOO.OO {lima 10% 
puluh jut a rupiah) (sepuluh persen) 

Oi alas Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta 15% 
rupiah) s.d. 100.000.000,00 (seratus juta 
ruaiah) 

{lima bel as persen) 

Di atas Rp 100.000.000,00 (setatus juta 30% 
rupiah) (tiga pn!uh persen) 

{2) Dengan Pennunm Pemerintah, tarif t.ertinggi sebagalmana dimaksud dala.m ayat (1) buruf b dapat 
diturunkan menjadl paling rendah 25% (due puluh lima persen) 

(3) Besamya lnpisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubab dengan 
Keputusan Menteri Kcuangsn. 

{4) Untuk keperluan penerapan tarifpajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlab Penghasilan Kena 
Pajak dibulatkan ke bawah da!am ribuan rupi11h penui'L 

(5) Besnmya pajak yang terulang bagi Wajib Pajak -Orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam 
bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung scl>anyak jumlah hari dalam 
bag! an tahun pajak tcrsebut dibagi 360 (tiga rs.tus en em puluh) dikalikan dengnn pajak yang te111tang untuk 
I (satu) tahun pajak. 

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dirnaksud dafam ayat {5), tiap bulan yang penuh 
dihitung 30 (tiga puluh) hari. 

(7) Deugan Peraturan Perner:intah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas pe:nghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). sepanjang tidak melebibi tarif pajak tertif18Si sebagaimana dimaksud 
dalam ayat {l ). " 

r L Ketentuan Pasall8 ayst (:2) dan ayat (4) diubah, ayat (!i) dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 
1 (satu) a:;at baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasa.f 18 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasai ts 
(I) Menteri Keuangan berwenang menge!uarkttn keputusan mcngenai besamya perbandingan antara utang dan 

modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak betdasa.rkan Undang"llndang ini. 
(2) Menreri Keuaogan berwenang menetapkan saal diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas 

pe.nyertaan mods/ pada badan usaha dl luar negeri selain bada:n usah&: yang menjtuil snharnnya di bul"SB: 
efek, dengan ketentuan sbb ; 
s. besamya penyerta.an modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling renda.h 50% (lima pu!uh persen) 

dari jumlah saham yang disetor, atau 
b. secara bersama-sa.ma dengan Wajib Pajak dalam negeri tainnya memiliki penyertaan modal paling 

rendab 500/a (lima puluh persen) dari jumlah saham yang d1setor. 
(3) Direktur 1enderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilan dan ~ngurangan 

serta menentukan utang sebagai mudal untuk menghitung besamya Peng!tasilan Kena Pajak ba,gi Wajib 
Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajatan dan 
kclaz!man usaha yang tidak dipengaruhi ofeh hubungan islimewa. 

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan petjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja &ama dengan 
pihak otoritas pilljak negara lain untuk menentuktm harga transak:si antar pihak·pihak yang mempunyai 
hubungan lstimewa sebagaimana dimaksud da!am ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan 
mengawasi pelaksanaannya serta mc!akukan renegosiasi setelah periode tertenrn tersebut berakbir. 

(4) Hubungan istimewa sebngaimana dimaksud daiam ayat (3) dan ayat (la), !laool 8 ayzt {4), Pasal9 ayat 0) 
huruff,dan PasallO ayat (I)dianggap adaapab!f,a; 
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a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau lidak langsung paling rendah 25% (dua 
puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubung<!:n antara \Vajib Pajak dengan penyertaan paling 
rendah 25% (dua puluh lima pcrsen) pada dua Wajib Pajak al.au lebih, demikian pula hubungan antarn 
dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut tcrakhir; atau 

b. Wajib Pajak menguasai W~ib Pajak lalnnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah 
penguasaan yang sam a baik langsung maupun tidak langsung; atau 

c, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke 
samping satu derajat. 

(5) dihapus," 

12. Ketentuan Pasal2l ayat (1), ayat{:!), ayat (3), ayat (4), ayat(5), dan ayat (8) dlubah, serta ayat (6) dan ayat (7) 
dihapus, sehingga keseluruhan Pasal21 berbtutyi sebagai berikul ; 

"Pasal2J 
(1) Pemotongan. penyetoran, dan pelape>rari pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, a tau 

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima otau dlperoleb Wajib Pajak orang piibadi 
dale.m ncgeri, wajib dilakukan oleh: 
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upab, honorarium. tunjangan, dan pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pega:wai; 
b. bendaharawan pemerintah yang tnembayar gaji, upah, honornriurn, tunjangan, dan pembayamn lain, 

sehubungan dengan peketjaan,jasa, atau kegiatan; 
c. dana pens.iun alau badan lain yang rnembayarkan uang pensiun dan pembayar;m lain dengan nama 

apapun dalam ran&ka pensiun; 
d. bad.!m yang mernbayar honcuarium ~tau pernbayantn lain $CbJJgai imba!~tn sehubungan denganjasa 

termasukjasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; 
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. · 

(2) 'fidak tennasuk sebagai pemberi kelja yang wajib melalrukan pemotongan., penyetoran, dan pelaporan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) hurufa adalab bndan perwakilan negera asing dan organisasi
organisasi intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(3) Penghasi!an pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adafah jwnleh 
penghasilan bruto setelab dikurangf dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditctapk.an 
dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Pertghasilan Tidak Kena Pajak. 

( 4) Pcng:hasilan pcgawai harlan, mingguan, seda pegawai tidak tetap Jainnya yang dlpotong pajak adalah 
jumtah penghasllan bmto setelah dikurangi bagian penghasihm yang tidak dikenakan pemotGngan yang 
besamya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, 

(S) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adaJah tarifpajak sdmgaimana 
<::llmaksud dalam Pasall7 ayat (1) kecua!i ditetapkan !a in dcngan Peraluran Pemerintah. 

(6) dihapus. 
(7) dihapus. 
{8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyet\Jmn, dan pelaporan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan,jasa a tau kegiatan diatur dengan Keputusan Direl..'tur Jcnderal Pajak," 

IJ. Ketentuan Pasal 23 ayat (l) huruf a. aya.t (2). dan ayat (4) diubalt. sehingga kescluruhan Pasal 23 berbunyi 
sebagai bcrikut: 

''Pasal23 
(l) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalarn bentuk apapun yang dibayarlum atau 

terutang oleh badan pemerintah. Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atm.! bentuk usaha 
tetap, dipotong pajak oieh pihak ya.ng wajib membayarkan ; 
a. sebesar 15% (lima be1as persen) <I .vi jum!M bruto atas; 

1) dividen sebagaimana dimaks.uddalam Pasnl4 ayat (1) humfg; 
2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf f. 
3) royalti; 
4) hadiah dm penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasitan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal21 ayat(I) hurufe; 
b. sebesar .15% (lima belas ~rSen) dari jumiah bruto dan bersifat final atas bonga simpanan yang 

dibayarkan o!eh koperasi; 
c. scbesar 15% (lima belas persan} dari perkiraan penghas.ilan neto atas: 

l} sewa dan pengbasilan lain sehubungan dengan penggunaen harta 
2) imbalan setmbungan dengan jasa teknik., jasa m'anajemen.jasa konstruksi, jasa konsultan, danjasa 

lain selainjasa yang teleh dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 21 
(2) Besamya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana di maksud dalam ayat (I) huruf c 

ditctapkan dengan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 
(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak daiam negeri da:pat dltunjuk oteh Direlctur Jendeml Pajak untuk 

memo tong pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (I). 
(4} Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak dilakukan atas: 

a, penghasiian yang dibayar atau terutang kepada bank; 
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b. sewa yang dibayarkan atau terulang schubuogan deogan sewa guna usaha dcngan hak opsi; 
c, dividen sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 4 ayat{3} huruff. 
d. bunga obligasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal4 ayat{3) iwrofj; 
~- bagian U!ba sebagaimana dimaksud dalarn Pttsal4 aya! (3} hurufi; 
f. sisa hasilusaha lroperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepa<la anggotanya; 
g. bunga simpanan yang tidak mclobihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menter! Keuangnn yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya." 

14 Ketentuan Pasal 25 aye.t (I}, ayat {2), ayat (4). dan ayat (7) d[ubah, ayat (3) dan ayat(5} dihapus, serta ditllmbah 
1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal25 bcrbuny.i sebagai berikut: 

"Pasal25 
(1) Bcsamya angsuran pajak da!am tohun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk 

setiap bulan ada!ah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Sural Pemberitalruan Tahunan Pajak 
Pcngbesilan tahun pajak yang laiu dikurangi dengan: 
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sef:mgairnana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak 

Penghasilan yang dlpungut sebag.almana dimak:sud dalam Pasa! 22; dan 
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang holeh .dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal24. 
dibagi 12 (dua bcias) atau banyaknya bulandalam bagian t.ahun pajak, 

(2) Jlesamya angsuran pajak yang harus dibayar send1ri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas 
waktu pcnyampa!an Surat Pemberitahuan Tabunan Pajak Pengh.asitan, sama dengan besarnya angsuran 
pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. 

{3) dihapus. 
(4} Apabila. dW.mt tahmt tmJI'Ik beljal4n dlterb-itka.n sumt ketetapan pajek untuk tahun pajak yang lalu, maka 

besamya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak rersebut dan berlaku mulai 
bulan berlkutnya setelab bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 

(S) dibapus_ 
(6) Direlrtur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besamya angsuran pajak dalam tahun 

pajak berjalan dalam ha~ha! tertentu, yaitu: 
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; 
b. Wajib Pajak mcmperolch penghasilan tidak temtur, 
c:. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang la!u disampaikan setelah lewat batas 

waktu yang ditentukan; 
d. Wajib Pajak dibcrikan pcrpanjangan jangka waktu penyarnpaian Sumt Pernberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan; 
e. Wajib Pajak menlbetu!kan sendiri Surat Pemberitahuan Tatrunan Pajak Penghasilun yang 

meng;:lidbatkan angsuran bu!anan lebih besar <la:ri angsuran bulanan sebe[um pembetulan; 
[ terjadl perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. 

(7) Penghlhmgan besamya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Blldan U<>aha Milik Negarn. Badan 
Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak urang pribadi pen!;Wsaha 
tertentu diatur dengan Kcputusan Mcnteri K.euangan. 

(8} Bagi Wajlb Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang keteotuannya 
diatur dengan Peratunm Pemerintah. 

(9) Pajak yang telah dibaynr sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Qrang pribadi pengusaha tertentu 
rnerupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersang)rutan, kecuaU apabila Wajlb 
Pajak yang bersangkutan mcnerirna atau memperoleb penghasilan lain yang tidak dikeuakan Pajak 
Penghasi!an yang bersifat final menurut Undang:--undang ini." 

15. Ketentuan Pasal 26 aya! (J), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: 

"Pasu!Z6 
(l) Atas pengbasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam ~ntuk apapun, yang dibayarkan atau yang: 

terulang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. bentuk useba tetap, 
atau perwaki1an pen,LSah:aan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usalla tetap di 
Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh pcrsen} dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan; 
a. dividen; 
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan 

pengembalian urang; 
c. royalti, sewe, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan barta; 
d. imbatnn sehubungan denganjasa, pekerjaen. dan kegiatan; 
e. hadiah dan pengha:rgaan~ 
f. pension dan pembayaran berkala lainnya. 

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang 
dilcrima atau diperoleh Wajib Pajak [uar ncgeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. dan premi asuransi 
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yang dibayarkan kepada perusah11.an asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (due puluh persen) dari 
pi<rkiraan penghasllan neto. 

(3) Pelak..~anaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatvr dengan Kcpulusan Menteri Keuangan. 
(4) Pooghasilan Kena Pajak sesudah dfkurangl pajak dflri suatu bentuk us~:tba tetap di lndoncsi.j! <fikcnakttn 

pajak sebesar 20% ( dua puluh persen), kecuali penghasi!an tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang 
ketentuannya diatur Jebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(l), ayat (2), dan ayat {4) ben;ifat final, kecuali: 
a. pernotongan atas penghasihm sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 5 ayat (l) hurofb dan huruf c; 
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribad! a!au badan !uar negeri yang 

berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha telap." 

i6. Keten!uanPasa! 31 A diubah sebingga k~eluruhan pasa\31 A berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal31A 
1. Kcpada Wajib Pajak yang melakukan pemmaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di 

daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasi!itas perpajakan dalam bentuk: 
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dati jumlah penanaman yang 

dilakukan; 
b. ptnyusutan dan amortisasi yangdipercepal; 
a. kompensasi kerugian yang leblh lama tetapj tidak leb!h dari 10 (sepuluh) lahun; dan 
b. pengenaan Pajak Penghasi!an atas dividen sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2:6 sebesar 10% 

(sepulub persen), kecuall apabila !arif menurut perjanjian perpaja.kan yang berlaku menetapkan lebih 
rendah. 

2. Fasllitas perpajakan sebagairnana dimaksurl dalam: ayat (1) ditetapka:n dengan Pentturan Pemerintah." 

17. Di anlara Pasal 3JA dan Pa.sal 32 disisipkan 2 (dun) pasa! baru yaitu Pasal 318 dan Pasa\ 3IC, yang masuk 
dalam BAB VH K.ETENTIJAN LAlN-LAIN. yang beJbunyi sebagai berifrut : 

"Pasa131 B 
(1} Wajib Pajak yang melalruk:an restrukturis.asi utang usaha melalui lernbaga khusus yang dibentuk 

Pemerintah dopat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun 
Jenisnya berupa keringanan P<\iak Penghasilan yang terutang atas: 
a. pembebasan utang; 
b. pengalihnn harts kepada kreditur untuk penyetesaian utang~ 
c. perubahan utang menjadi penyertaan modaL 

2. fasilitas pajak sebagaimana dirnaksud dalam ayat (J) diletapkan dengan Peraluran Pemerintah. 

Pasal31C 
( 1) Pencrimaan negant dati Pajak Penghasilan orang pribadl dalam negeri dan Paj4k Penghasilan Passl 2! yang 

dipotong oielt pemberi kelja dibagi dengan imbangan 841'/o untuk Pemerintah Pusat dan 200/o untuk 
Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftnt. 

(2) Pembagian penerirnaan Pemerintah Daerah sebagaimana dfmaksud dalam ayat (1) diatur !eblh Janjut 
dengan Pcraturan Pemerintah," 

1 S. Kecentuan Pasal32 diu bah sebingga menjadi berbunyi sebagai berikut 

"Pasal32 
Tata cara pengenaan pajak dan sankskanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 lahun 19&3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cam Perpajakan 
sebagaimana leluhdiubab terakhir rlengan Undang-undang Nomor 16 Tah.un 2000." 

19. Oiantata Pasal32 dan Pasal33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal32A yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pasai32A 
Pemerintah berwenang untuk melskukan peljanjian dengan pemerintnh negara lain dslam rangka penghlndaran 
pajak bcrganda dan pencegahan pcngelakan pajak." 

Pasa1 ll 
Undang-unrlang ini dapat disebut "Undang-undangPerubahan Ketiga Undang~undang PajakPengbasllan 1934". 

Pass! rn 
Undang~undang ini mulaf berlaku pada tangga! 1 Januari 2001 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahknn pengundMgan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lcmbann Negara Repub!lk Indonesia. 
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PETIJNNK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN 

PEKERJAAN, JASA, DAN KEG!ATAN ORANG PRJBADI 
(Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000) 

D!REKTUR JENDERAL PAJAK, 

Menimbang: 
Bahwa tuttuk melaksanakan ketentuan Pasal21 ayat (8) Undang-tutdang No.7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah tetaklrir dengan 
Undang-undang No. 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Di.rjen Pajak tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 
21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pakerjaan, Ja•a, Dan Kegiatan Orang Pribadi; 

Mengingat: 
I. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (LN RJ Tahun 1983 No. 49, TLN Rl No.3262) sebagaimana Ielah 
diubah terakhir dengan Undang-undang No.l6 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 
126, Tl.N Rl No. 3984); 

2. Undang-undang No.7 Tabun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN Rl Tahun 1983 
No.50, TLN Rl No. 3263) sebagaimana Ielah diubab terakhir deugan Undang
undang No. 17 Tahun 2000 (LN Rl Tahun 2000 No.127, TLN Rl No.3985); 

3. Peratur.ln Pamerintah No.138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena 
Pajak dan Per1uasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (LN Rl Tahun 2000 
No. 253, TLN RJ No. 4055); 

4. Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Pengbasilan 
Pasal 21 Alas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pension, Dan 
Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (LN Rl Tahun 2000 No. 266, TLN No. 
4067); 

5. Peraturan Pemerintah No.45 TahWl 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil, Auggota ABRJ, dan Para Pen.siunan atas Penghasilan 
yang Dibebaakan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerab (LN Rl Tahun 
1994 No. 74, TLN No. 3577); 

6. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Prognun 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN RJ Tahun !993 No. 20, Tl.N No. 3520); 

7. Keputusan Menteri Keuangan No. 5411KMK.04/2000 tgl. 22 Desember 2000 
tentang Penentuan TMggal Jatub Tempo Pembayaran Dan Penyet<>rWJ Pajak, 
Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan 
Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak; 

8. Keputusan Menteri Keuanagn No. 611/KMK.0411994 tgl. 23 Desember 1994 
tentang Perlakukan Pajak Pengbasi!an Bagi Perwakilan Organi'iaSi lntemasional 
dan Pejabat Perwakilan Organisasi lntemasional, sebagaimana telab diubah terakhir 
dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tgl. 15 Juni 1998; 
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9. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/l998 tgl.l8 Desember 1998 
tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harlan 
dan Mingguan Serta Pegaw•i Teta:p Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan 
Pajak Penghasilan; 

10. Keputusan Menteri Keuangau No.52l/KMK.04/1998 tgl. 18 Desemher 1998 
tentang Besarnya Biaya. Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari 
Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan ; 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK 
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN 
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADL 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengau: 

L Pajak Pengbasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yllllg dilakukan 
oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPg Pasal 26 
adalab pajak atas penghasilan berupa gaji, upab, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubllilgan dengan 
pekerjaan atau jabatan, ja.a,dan kegiatan sebngaimana dimaksud dalam Pasa! 21 dan 
Pasal26 Undang-undang No.7 Tabuo 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telab diubab terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tabun 2000 

2. Pejabat Negara adalab: 
a) Presiden dan Wakil Presiden; 
b) Ketua, Wakil Ketua, dan Aoggota DPRIMPR, DPRD Propinsi, dan DPRD 

Kabupaten!Kota; 
c) Ket~a dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mabkemab Agung; 
e) Ketua dan Waki! Ketua Dewan Pertimbengan Agung; 
f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda; 
g) Jaksa Agung; 
h) Gubernur dan Wakil Gubamur Kepala Daerab Propinsi; 
ij Bupati dan Wakil Bupati Kopala Daerab Kabupaten; 
j) Walikota dan Wakil Walikota 

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalab PNS-Pusat, PNS-Daerab, dan PNS labmya yaog 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintab sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
No.8 Tabun 1974; 

4. Pegawai adaJab setiap orang pribadi, yang melakukan pekeijaan berdasatkan 
perjanjian atau kesepakatan keija baik tertuiis maupun tidak tertuJis, termasuk yang 
melakukan pekeJjaan dalam jahatan negeri atau hadao usaba milik negara atau 
badan usaba milik daerah; 
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5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang 
menerirna a.tau mempero!eh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, tenn~'Uk 
anggota dewan komlsaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus 
menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung; 

6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium 
danlatau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, don kegiatan. 

7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pamberi keJja yang !tanya 
menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. 

8. Penerima pensiun adalah oran.g pribadi atau ah1i v,.1Uisnya yang menerima atau 
memperoleh imbalan unluk pekeljaan yang dilakukan di masa lalu, tennasuk orang 
pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tambungan Hari Tua atao Jaminan Hari 
Tua. 

9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau mempero!eh 
imbalan sehubungan denganjasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan. 

10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian. upah mingguan, 
upah borongan. atau upah satuan. 

II. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah harian 
kerja 

12. Upah Mingguao adalah upah yang terutang atau dibayankan secara mingguao. 
13. Upah Burongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian 

pakerjaan tertentu. 
14. Upah satuan adalah upah yang terulang atau dihayarkan atas dasar banyaknya satuan 

produk yang dihasilkan. 
15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan. 
16. Hadiah atau penghargaan pcrlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang 

diberikao melelui suatu perlombaan atau adu ketangkasnn. 
17. Magang adalah aktivitas unluk memperoleh pengalaman dan atan keterampilan dan 

atau keahlian sehubungnn dengan pekeljaan yang akan diJakukan. 
18. Bea Siswa adalah pernbayaran kepada pegawai !etap, tidak tetap, dan calon pegawai, 

yang ditugaskan oleh pemberi kelja unluk mengikuti program pendidikan yang 
ditetapkan oleh pamhari keJja yang terikat dengan kontrak atau parjanjian kerja atau 
pemhayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak 
mempunyal ikatan kontrak atau perjanjian kelja unluk mengikuti suatu program 
pendidikan. 

19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, tennasuk mengikuti 
rapat, sldang,seminar, !okakarya (workshop), pandidikan, pertunjukan, dan olahraga. 

20. Kegiatan multilevel marketing atau direct se!Iing adalah suatu sistem penjuaian 
secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang
perorangan sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling. 

21. Zakat adalah barta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim amu badan yang 
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ke<entuan agam untuk diberikan kepada 
yang berhak menarimanya. 
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BABll 
PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERIMA PENGHAS!LAN 

YANG D!POTONG PAJAK 
Pasa! 2 

(1) Pemotongan l'lljak PPh Pasa! 21 dan atau PPh Pasa! 26, yang selanjutnya disingkat 
Pemotong Pajak adalah : 
a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat 

maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap~ yang membayar gaji, 
upah. honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun. 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 
pegawal atau bukan pegawal; 

b. bendabarawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerin!ah Pusat, 
Pemerin!ah daerab, instansi atau Jembaga pemerin!ah, lembaga-lembaga negara 
lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang 
membayarkan gaji, upab, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lnin dengan 
nama apapun sehubungan dengan pekerjaan ataujabatan,jasa, dan kegiatan; 

c. dana pensiun, badan penye!enggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan
badan lnin yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua amu Jaminan 
Hari Tua; 

d. peru.sahaan, badan, dan hentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau 
pembayaran lain sebagal imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk 
jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan 
pakerjaan hebas dan bertindak untuk dan ams namanya sendiri, bukan untuk 
dan atas nama persekutuannya; 

e. perusahaan, badan, dan hentuk tl'laha tetap, yang membayar honorarium amu 
pembayaran Jain sebagai imbalan sebubungan dengan kegiatan dan jasa yang 
dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri; 

£ Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesqahtCl3all, rumah sakit, pendidikan, 
kesenian, olaluaga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, 
organisasi massa, organisasi sosial po!itik, dan organisasi Jainnya dalam bentuk 
apapun dalam segala bidang kegiamn sebagai pembayar gaji, upeh, 
honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan peketjaan, 
jasa, kegiatan yang dilakukan o!eh orang pribadi; 

g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium 
atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatiban, dan pemagangan; 

h penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk 
organisasi internasiona1. perkurnpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya 
yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, badiah atau 
pengbargaan ·dalam hentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalarn 
negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan. 

(2) Dalam pengertian pemheri kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a 
termasuk juga badan atau organisasi intemasional yang tidak dikecualikan sebagai 
Pemotong Pajak herdasarkan Keputusan Menreri Keuangan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 21 ayat (2), Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengbasilan 
sebagaimana telah diubah terakbir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 
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(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I) huruf d,e, dan g 
termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Mi!ik Daerah, perusahaan 
swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi 
internasiona! da!am bentuk apapun yang tidak dikecualikan s;,bagai Pemotong Pajak 
berdasarkan Keputusan Menterl Keuangan sesuai dengan kerentuan Pasal 2l ayat 
(2), Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang No.l7 TahWJ2000 

Pasal3 
Penerima pengha.•ilan yang dipotong PPh Pasa! 21 dan atau PPh Pasa! 26 

berdasarkan Keputusan ini adalh orang pribadi sebagairnana dimaksud dahun Pasal (I) 
angka 2 s.d angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menarima atau memperoleh 
penghasilan sehubungan dengan peke.iaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dati Pemotong 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2. 

Pasal4 
Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal3 adalab : 
a. pejabat peiWakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dati negara asing, dan 

orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat 
tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di 
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 
pekerjaannya tsb serta negara yang barsangkutan memberikan per!akoan timbal 
batik; 

b. pejabat perwakilan organisasi intemasional sebagaimana dimaksud dalarn 
K.epntusan Menteri Keuangan No. 61l/KMK.0411994 tgl. 23 Desember 1994 
sebagalmana telab diubab terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 
314/KM!C.04/1998 tgl.15 juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia 
dan tidak menjalaukan usaba atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 
penghasilan dati Indonesia. 

BAB!Il 
PENGHASlLAN YANG DIPO'fONG PAJAK 

Pasal5 
(!) Penghasi!an yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

a. penghasilan yang diterirna atau diperoleh secara teratur berupa gaji, nang 
peDSiW>bu!anan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggnta dewan 
komisaris atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, nang 
sokongan, uang tunggu, uang ganti mgi, !ul\jangan isteri, tunjangan anak:, 
tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan kbusus, tunjangan transpo~ 
tunjangan pajak:, tunjangan iuran peDSiun, !unjangan pendidikan anak, bea 
siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kelja, dan penghasilan l<lratur 
lainnya dengan nama apapun; 

b. penghasilan yang diterima a!au diperoleh secara tidak terdtur berupa jasa 
produksi, tantiem, grat:ifikasi, tunjangan cud, tunjangan hari raya, tunjangan 
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tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang 
sifatnya tidak totap; 

c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; 
d. uang tebusan pensiun~ uang pesangon1 uang Tabungan Hari Tuaatau Jaminan 

Hari Tua, dan pernbayaran lain sejenis; 
e. honorarium, uang sakJ, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 
sehubungan dengan peketjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak dalam negeri, terdiri dari: 
I. tanaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7); 
2. pemain musik, pembawa acan1, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

senetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, 
peragawan!peragawati, pemain drama, penari~pemahat1 pelukis, dan 
seniman lainnya; 

3. olahnlgawan; 
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomonikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; 
7. agen iklan 
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pembori jasa kepada suatu 

kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam 
segala bidang kagiatan; 

9. pembawa pesanan amu yang menemnkan langganan; 
10. peserm perlombaan; 
I !. petugas penjaja barang dagangan; 
12. petugas dinas luar asuransi; 
13. peserta pendidikan, pelatiban, dan pemagangan; 
14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dari 

kegiatan sejenis 1ainnya. 
f Gaji, gaji kehormamn, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji 

yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun 
dan tunjangan-tunjangan lain yang sifiltnya tarkait dengan uang pensiun yang 
diterirna oleh pensiunan termasuk jauda amu duda dan a tau anak-anaknya. 

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
tennasuk pula penerimaan dalarn bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan 
nama apapun yang dibarikan oleb bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang 
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifial final dan yang dikenakan Pajak 
Penghasilan berdasarkan norma pengbitungan khusus (deemed profit). 

(3) Pengbasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bantuk apapun yang direrima 
atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sahubungan 
dengan peketjaan, jasa, dan kegiamn. 
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Pasal6 
Untuk keperiUlll\ penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dalam mata uang asirtg dihitung berdasarkan nilai tukar (!mrs) 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran pengbsilan 
tsb atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Tidak termasuk dalam pengertian yang 
dipotong PPh Pasal21 adalah: 
a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehat~ asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 
b. penerimaan dalam bentuk Illll:ura dan kenikmatan keeuali yang diatur dalam Pasal 5 

ayat (2); 
c. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan dan luran Jaminan Hari Tua kepada badan 
penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kO!ja; 

d. Penerimaan dalam bentuk nalw'a dan kerdkmatan lainnya dengan """"' apapun 
yang diberikan oleh Pemerintah; 

e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kO!ja; 
i Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga ami! 

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemeriutah. 

BABIV 
PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN 

Pasal8 
(I) Besamya penghasilan neto pegawal tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto 

dikurangi dengan: 
a. biaye jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagib, dan memelihara 

penghasilan sebesar 5% (lima person) dari pengbasilan bruto sebagaimana 
dimakaud dalarn Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan 
sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu 
rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan; 

b. luran yang terkalt dengan gaji yang dibaya:r oleh pegawai kepada dana pensiun 
yang pendiriannya teiah disahkan oleh Menter! Keuangan atau harlan 
penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan 
dengan dana peasiun yang pendiriannya telah disehkan oleh Menteri 
Keuangan. 

(2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdsar penghasilan bruto 
yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biayapensiun yaitu biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) 
dari penghasilan hruto berupa uang pension dengan jumlah maksimum yang 
diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) 
setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan. 

(3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitang berdasar 
penghasitan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
yang jumlahnya adalah sbb.: 
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a. untuk diri pegawai 
b. tambahan untuk pegawai yang 

kawin 
c. tambahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah dan semenda 
dalam garls keturunan 1urus, serta 
anak angkat yang menjadi 
taoggungan sepenuhnya, 
paling banyak (3) tiga ornng 

Setahun 
Rp 2.880.000,00 
Rp 1.440.000,00 

Rp 1.440.000,00 

Sebu1an 
Rp 240.000,00 
RP 12o.ooo,oo 

Rp 120.000,00 

(4) Dalam hal kmyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya 
sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri 
ditambah dangan PTKP untuk ke1uarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c. 

(5) Bagi karyawati yang mcnunjukkan keterangan tertulis darl Pemerintah Daerah 
seternpat (serendah-rendabnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menrima atau 
memperoleh penghasilan, dibarikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 
(satu juta empat ratus empat pu1uh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 
(seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk ke1uarganya 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c. 

(6) Besamya PTKP ditentukan bardasarkan keadaan pada awal tahun ta!cwin. Adapwt 
bagi pegawai yang b!l!U datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun 
tukwin, basarnya PTKP tsb dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan darl 
bagian tahun takwin ybs. 

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak bartaku terhadap 
penghasi1an-panghasilan sebagaimaaa dimaksud dalam Pastil 5 ayat (I) buruf c, 
huruf d, dan huruf e. 

(8) Pengurangan sebagahnana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (3) tidak barlaku 
terbadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri, Penghasi!an yang dikenakan 
pemotongan PPb Pasa! 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah pengbasilan 
bruto. 

Pasa19 
(1) Pengbasilan bruto yang diterima pegawai harlan, pegawai mingguan, pemagang dan 

pegawai tidak tetap laiunya barupa upah harlan, upah mingguan, upah satuan, upah 
borongan, dan uang saku harian yangjwnlahnya tidak lebili darl Rp. 24.000.00 (dua 
pu1uh empat ribu rupiah) seharl, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah 
penghasilan bruto tsb da!am satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua 
ratus empat pu1uh ribu rupiah) dan tidak dihayarkaa secara bulanan. 

(2) Pegawai harlan, pegawai mingguan, pamagang, serta pegawai lldak tetap 1ainya 
yang menerima upah harlan, upah mingguan, upah sotuan, upah borongan, dan nang 
saku harlan yang besamya me[ebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) 
seharl tetapl dalam satu bulan talcwimjumlalmya tidak melebihl Rp.240.000,00 (dua 
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ratus empat puluh ribu rupiah), mal<a PPh Pasal 2! yang terutang dalam sehari adalab 
dengan menerapkan tarif 5 % dari penghasilan bruto setelab dikurangi Rp.24.000,00 
tsb. 

(3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimasud dalam ayat (!) dalam satu bulan 
takwim jumlabnya meleb!hi Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 
maka besamya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalab sesuai dengan 
jumlab PTKP yang sebenamya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 
dengan 360. 

(4) Dalam hal penghasilan sebegaimana dimaksud dalam ayat (I) dihayarkan secara 
bulanan, maka PTKP yang dapat d!kurangkan adalab PTKP sebenarnya dari 
penerima penghasilan yang bersangkutan. 

(5) Alas penghasilan yang dihayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasari<an 
upab harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan 
Pasal 8 ayat (3). 

(6) Ata.s penghasiliUl berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenamya 
sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3). 

(7) Alas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan 
pekerjaan behas, yang terdiri dari pengaeam, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, 
penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan 
penghasilan neto. 

(8) Perldraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalab sebesar 
50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atao imhalan lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

BABV 
TARJF DAN PENERAPANNYA 

Pasal!O 

(!) Tarif be.rdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tabnn 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telab diubab terakhir dengae Undang-undang No.l7 
Tabun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari : 

a. pegawai tetap, termasuk Pejahat Negam, Pegawal Negeri Sipil, anggota 
TNIIPOLRl, pejahat negara lainnya, pegawai Badan Usaba Milik Negara dan 
Badan Usaba Milik Daerah, dan anggota dewan kornisaris atau dewan 
pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusabaan yang sama; 

b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan; 
c. pegawa.i tidak tetap, pemagang dan caJon pegawai; 
d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya. 
(2) Besamya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalarn Ayat (I): 

a. bagi pegawai letap adalab penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, 
luran pensiun termasuk luran Tabungan Hari Tua atau Janrinan Hari Tua yang 
dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP; 
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b. bagi penerima penshm yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan 
bruto dikurangi dengan biaya pensiun dari PTKP; 

c. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah penghasilan bruto 
dikurangi dengan PTKP; 

d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 
sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulandikurangi dengan PTKP 
per bulan. 

Pasalll 
Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagahnana telah diuhah terakhir dengan Undang-undang No.l7 Tahun 
2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa : 
a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalarn bentuk 

apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan 
atas jasa atau kegiatan yang jumlalmya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang 
diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kugiatan yang diberikan, termasuk yang 
diterhna atau diperoleh Wajib Pajak sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (!) 
huruf e angka 2 s.d angka 12; 

b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggora dewan komisaris atau dewan 
pengawas yang tidak merangkap sehagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

c. Jasa produkai, tantiefi\, grafitasi, bonus yang diterima atau diperoleb mantan pegawai; 
d. Penarikan dana pada pensiun yang pendiriannya te1ah disahkan oleh Menteri 

Keuangan oleh peserta program pensiun, 

Pasal 12 
Tarip sebesar 15% (lima belas persen) ditetapkan atas perkiraan penghasilan 

neto yang dihaya:rkan atau terutang kepada tenaga ahli sehagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8). 

Paw 13 
(1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harlan, upah mingguan, upah 

borongan, dan uang saku harlan yang jumlalmya me1ebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh 
empat ribu rupiah) sehari, tempi tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat 
puluh ribu rupiah) dalarn satu talmn takwhn dan atau tidak dibayarkan secara 
bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

(2) Untuk mendapalkan jumlab upah harlan atau uang saku harlan sebagaimana 
dimaksud dalarn ayat (1) berlaku ketentuan sbb.: 

a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tsb 
dibagi 6; 

b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang 
dibasilkan dalarn satu hari; 

c. dalam hal berupa upah borongan, adalab jumlah upah borongan dihagi dengan 
banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. 
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(3) Apabila menerima penghasilan berupa upah, uang sak:u, dan kornisi sehagaimana 
dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang 
diterima atau diperoleh dari pemberi kelja yang bersangkutan termasuk upah, uang 
saku, komisi dik:enakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang
undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, alAs Penghasilan Kena Pl\iak 
sebagai!!Ullla dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ). 

Pasall4 
( l) Atas penghasilan berupa uang pasangon, uang tebusan pensiun yang dihayar oleh 

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan 
Tunjangan hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus o1eh Badan 
Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamianan Sosial Tenaga Kerja, 
dipomng Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan shb.: 
a. penghasilan bruto di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d 

Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah} sebesar 5% (lima persen}; 
b. Penghasilan bruto diatas Rp.SO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) s.d 

Rp.IOO.OOO.OOO,OO (seratusjutarupiah) sebesar 10% (sepuluh person); 
c. Penghasilan bruto diatas Rp.IOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah) s.d 

Rp.200.000.000,00 (dna ratus rupiah) sebesar 15% Oima belas persen); 
d. Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah} sebesar 25% 

(dua puluh lima person); 
(2) Dikccualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat {l) atas 

jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 
atan kurang. 

Pasall5 
Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan alas 

penghasilan bruto berupe honorariun dan imbalan lain dengan nama apapun yang 
diterima olah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNIIPOLRI yang sumber 
dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan 
kepada Pegawai Negeri Sipil gnlongan II d ke bawah dan anggota TNIJPOLRI 
berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawab atau Ajun Inspeklur Tingkat Satu ke hawah. 

Pasal16 
(I) TarifPPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh person) dan bersifat final diterapkan atas 

penghasilan bruto yang ditorima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekedaan, jasa, 
da.1 kegiatan yang dilakukan oleh orang prihadi dengan status Wajib Pajak luar 
negeri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan 
ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik 
Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar ruegeri tsb. 

(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidal< bersifat final dalam hal 
orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tsbberubah stela!us menjadi Wajib 
Pajak dalarn negeri. 
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Pasal17 
Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 0, 

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. 

Pasal 18 
PPh Pasal21 dan Pasal26, terutang puda akhir bulan dilakukunnya pembayaran 

atau puda aklrir bulan teru!angnya penghasilan yang bersangkutan. 

Pasall9 
Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah 

sebagaimana tercantum dalam larnpiran Keputusan ini. 

BABVI 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK 

Pasal20 
(I) Setiap Pemotongan Pajak sebagimana dirnaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan 

diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyulnhan Pajak setemput. 
(2) Kewajihan sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dirnaksud dalm Ayat (1) barlaku 

jnga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan bardasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal21 ayat (2) Undang-uudang No.7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengM Undang· 
undang No.l7 Tahun 2000. 

(3) Pemotong Pajak mengambil sendiri funnulir-formulir yang diperlukun dalam 
rangka pemenuhan kewajihan peypajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau 
Kantor Penyuluhan Pajak setemput. 

Pasa12l 
(I) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan 

Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. 
(2) Penyetoran pajak dilakukun dengan menggunakan Sural Setoran Pajak (SSP) ke 

Kantor Pas atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaba Milik 
Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Diljen Anggarnn, selambat
lambatnya tanggallO bulan takwim berikutnya. 

(3) Pemotong Pajak wajib melllporkan penyetoran tsb dalam ayat (2) sekalipun nihil 
dengan menggunakan Sural Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak 
atau Kantor Pcnyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tgl. 20 bulan 
!akwirn sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2). 

(4) Apabila dalam satu bulan takwim totjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 a!au 
Pasal 26, maka kelebihan tab dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh 
Pasal 26 yang terutang pada bulan barikutoya dalam tahun takwirn yang 
bar.;angkutan. 

(5) Pemotoog Pajak wajib mernbarikun Bukti Pernotongan PPh Pasal 2latau Pasal 26 
baik diminta maupun tidak puda saat dibarlakuka;mya pemotongan pajak kepuda 
orang pribadi bnkun sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, 
penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesango~ dan penerirna dana pensiun. 
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(6) Pemotong Pajak wajib memberiktm Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan 
kepada pegawai tetap, termrumk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan 
fonnulir yang ditentukan oleh Ditjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun 
takwim berakhir. 

(/) Apabila pegawai tetap berhenti beketja atau pensiun pada bagian tahun takwim, 
maka bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh 
pemberi ke!ja selambal-lambalnya I (satu) bulan setelah pegawai yang 
bersangkutan berhenti bekelja atau pensiun. 

Pasal22 
(!) Dalam waktu 2 ( dua) bna!n serelah tahun talrnim berakhir, Perno tong Pajak 

berkewajiban menghitung kembali jnmlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh 
pegawai tetap dan penerima pensitm bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimaoa telah diubah tarakhir dengan Undang-undaog No.17 Tahon 2000. 

(2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana 
dimaksnd dalam Ayat (I) didasarktm peda kewajiban pajak subjektifyang melekat 
pada pegawai tetap yang bersanglruta:n dan untuk pegawai tetap yang beikawajiban 
pajak subjektifnya bemwal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah ternkhir dengan Undang-undang No. 
17 Tahun 2000 penghitungannya sbb.: 

a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalarn negeri dan mulai atau 
berhenti bekeJja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Psal21 didasarkan 
padajurnlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam 
lahllil pajak yang bersangkutan dan tidak disetabunkan; 

b. dalarn hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupaktm 
pendatang dari luar negeri, yang mulai beke!ja di indonesia dalam tabun 
be!jalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarktm pada jumlah penghasilan 
yang sebenarnya dipemleh dalarn begian tabun pajak yang bersangkutan 
yang disetahunktm; 

c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekelja sebelum tabnn talrnim berakhir 
karena meninggal dwtia atau meninggalktm Indnnesia untuk selarna 
lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tsb penghitungan PPh 
Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenamya diterima atau 
diperoleh dalarn bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetabunkan. 

(3) Apabila jumlah pajak yang rerutang sebagaimana dimaksnd dalam Ayat (I) lebih 
basar deri jumlah pajak yang telah dipotong. kelruta:ngannya dipotongkan dari 
pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu 
dilakuktmnya penghitnngan kembali. 

( 4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I) lebih rendah 
dari jumlal1 pajak yang telah dipotong, ke1ebihannya diperhitungkan dengan pajak 
yang terutang alas gaji untuk bulan pada waktu dilaltukan penghitungan kembali. 

Penghitungan Potensi..., Rita Helbra Tenrini, FEB UI, 2009



Pasal23 
(1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT 

Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak 
terdaJ\ar atau Kantor Penyuluhau Pajak setempat. 

(2) Sural Pemberiiahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambet
lambatnya tgL 31 Maret iahun takwim berikutnya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong 
Pajak yang iahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan iahun takwim. 

(4) Pemolong Pajak dapa! mengajukan pennohonan untuk mempe!panjang jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dulam Ayat (2) 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara lertulis 
selambat-lambatnya tgl. 31 Maret iahun takwim berikutnya dengan menggunakan 
formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai surat pernyataan mengenai 
penghitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk iahun takwim yang 
bersangkutan. 

(6) Sural Pernberiiahuan Tahunan PPh Pasal 21 barns dilampiri dengan lampiran
lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 
untuk iahun Miak yang bersangkutan. 

(7) Apabila terdapal pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 
yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi sural izin beketja yang dikeluarkan 
oleh Dep. Tenaga Kelja dan Tmsmlgrasi atau instansi yang berwenang. 

(8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang lerutang dalam salu iahWl 
takwim lebih besar dati PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, 
kekurangannya harus diselor sebe1um penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 
se!ambat-!ambatnya tgl. 25 Maret iahun takwim berikutnya. 

(9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun 
takwim lebih kenil deri PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang Ielah diselor, 
kelebihan tsb diperhltungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada 
waktu dilakukannya penghltungan tahunan, dan jika masih ada sisa ke1ebihan, 
maka diperhllungkan untuk bulan-bulan lutanya dalam iahun beriku!nya. 

(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 barus 
ditaodatangani oleh pengurus atau direksi. 

(II) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain 
selain yang dimaksud duhun Ayat (I), harus dilampiri dengan Sumt Kuasa khusus. 

BAB Vll 
HAK DAN KEWAllBAN P~:NERJMA PENGHASILAN 

YANG DIPOTONG PAJAK 
Pasal24 

(I) Pada saal seseorang muali beketja atau mulai pension, untuk mendapatkan 
pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan sural pemyataan 
kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan 
jumlah tanggungan keluarga peda permullll!l1 iahun takwim atau pada pennulaan 
menjadi Subjek Pajak dalam negeri. 
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(2) Kewajiban sebagaimana di.-naksud dalam Ayat (I) juga harus dilaksanakan dalam 
hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan 
tahun takwim. 

Pasal25 
Jwnlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima 

penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangku~ kecuali 
PPh Pasal 21 yang bersifat final. 

Pasa126 
Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh 

Pasal 21 kepada: 
a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan; 
b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang hersangkutan pindah kerja; 
c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun 

dalam tahun berjalan. 

BAB VIII 
KEBERA TAN DAN BANDING 

Pasal27 
Pemotong pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada 

Dirjen Pajak dan perinohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang No. 16 Tahun 2000. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal28 
(I) Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak ini, maka Keputusan Dirjen Pajak 

No. KEP-281/PJ./1998 tgl. 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana 
Ielah diubah dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-235/PJ./1999 tgl. 17 
September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 
26". 

(3) Keputusan ini mulai herlaku pada tgl. I Januari 2001. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 29 Desemher 2000 

DIREKTUR JENDERAL 
ttd 
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3. Diljen Anggaran; 
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan; 
5. Sekretaris Ditjen Pajak, para Direktur, dan para Kepala Pusat di lingkungan Kantor 

Pusat Di~en Pajak; 
6. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak; 
1. Para Kepala Kanror Pelayanan Pajak; 
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